HUKUM ISLAM

Buku ini menyajikan berbagai kajian mendalam tentang hukum Islam,
yang ditulis oleh sejumlah penulis dari berbagai perguruan tinggi di
Indonesia. Lima tulisan pertama membahas konsep dasar hukum Islam
dan ruang lingkupnya, serta sumber-sumber utama hukum Islam, seperti
As-Sunnah dan ijtithad. Fadly, S.H., M.H., Muthmainnah, S.H, 1., M.S.L,
H.Ahsan Irodat, Lc., M.H., Ratna Suraiya, S.H.I., M.HI. dan Susiana,
SHI.,MA. masing-masing mengulas secara rinci tentang aspek-aspek
tersebut dan juga asas-asas hukum Islam yang menjadi dasar dalam
praktik hukum. Buku ini dilanjutkan dengan empat tulisan yang lebih
tokus pada perkembangan hukum Islam, khususnya dalam konteks
hukum waris, korelasi antara hukum adat dan hukum Islam, serta
kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Dr. Badrah
Uyuni, M.A., Dr. Muhammad Asykur Muchtar, S.H.I., M.H., Nur Faizah,
SHI, MA, M.HI dan Mohammad Adnan Ph. D menyajikan
pandangan mereka mengenai topik-topik tersebut. Buku ini memberikan
wawasan yang luas dan komprehensif tentang hukum Islam dan
relevansinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari segi teori
maupun praktiknya.
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SWT., atas terbitnya Hukum Islam. Penerbitan buku ini
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BAB 1
KONSEP HUKUM ISLAM
Oleh: Fadly, S.H., M.H

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah nama yang biasa diberikan
kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh
Allah kepada Nabi Muhammad saw. yang diwajibkan kepada
umat Islam untuk mematuhinya dengan sebaik-baiknya, baik
dalam hubungannya dengan Allah swt. maupun dengan
sesama manusia. (Harjono, 1995)

Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki
keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam. Hukum Islam
merupakan hukum perdata Islam tertentu yang menjadi
hukum positif bagi umat Islam yang sekaligus merupakan
hukum terapan bagi Peradilan Agama. (Supardin, 2017)

Hukum Islam yang menggunakan pemahaman ilmu
hukum dengan cakupan fikih yang meliputi hampir semua
aspek kehidupan umat manusia sebab ketika mencari referensi
pembahasan mengenai politik, pun harus melihat buku-buku
fikih yang dikenal dengan fikih sjasah (politik). Cakupan fikih
yang identik dengan hukum Islam itu bukan hanya
permasalahan hukum dalam pengertian hukum umum, namun
juga semua aspek kehidupan umat manusia baik permasalahan-
permasalahan yang berhubungan antar sesama manusia
maupun hal-hal yang berhubungan dengan Allah swt.
(Amrullah, 1996)

Menurut Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH, syariat
adalah hukum yang sudah jelas nasnya, sedangkan fikih adalah
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hukum-hukum yang zanni, yang dapat dimasuki oleh paham
manusia. (Ahmad, 1996)

Menurut kepustakaan berbahasa Inggris, syariah
diterjemahkan dengan Islamic Law (hukum Islam) sedangkan
tikih  diterjemahkan dengan Islamic Yurisprudensi (Undang-
undang Islam). Syariah terdapat dalam al-Qur’an dan hadis.
Fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih. Syariah bersifat
fundamental, mempunyai ruang lingkup yang lebih luas
daripada fikih. Fikih bersifat instrumental, ruang lingkupnya
terbatas pada apa yang biasa disebut tindakan hukum. Syariah
adalah ciptaan atau ketetapan Allah swt. serta ketentuan Rasul-
Nya. Karena itu, syariah berlaku abadi sepanjang masa. Fikih
adalah karya manusia, yang dapat diubah dan berubah dari
masa ke masa di tempat yang sama atau berbeda. Syariah
hanya satu sedangkan fikih mungkin lebih dari satu, seperti
yang terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut mazhab.
Syariah menunjukkan kesatuan sedangkan fikih menunjukkan
keanekaragaman. (Bisri, 1998)

Syariat adalah hukum-hukum Allah swt. yang
ditetapkan berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an dan Sunah serta
dalil-dalil yang berkaitan dengan keduanya seperti ijma dan
kiyas. Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan kesimpulan-
kesimpulan hukum agama yang bersifat praktis disertai dalil-
dalil yang terperinci. (Qardhawi dkk., 2003)

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan
menjadi bagian agama Islam. Hukum dalam bahasa Indonesia
berasal dari kata hukum yang dalam bahasa Arab berarti norma
atau kaidah, yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang
dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan
manusia dan benda. Dalam hukum Islam, penggolongan
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hukum terbagi atas dua, yaitu hukum #k/fi dan hukum
mandn’t. Hukum zaklifi yaitu, mubah, sunah, makruh, wajib dan
haram, sedangkan hukum mawudu’i yaitu hukum yang
mengandung sebab, syarat dan halangan terjadinya hukum dan
hubungan hukum. (Muhammad, 2007)

Syariat secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air
yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat
merupakan jalan hidup muslim. Syariat memuat ketetapan-
ketetapan Allah swt. dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa
larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek
hidup dan kehidupan manusia. (Hisbullah dkk., 2022)

Fikih yang mengandung arti paham atau pengertian.
IImu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan
menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di
dalam al-Qur’an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat
dalam sunah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis.
Dengan kata lain, ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha
memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qut’an
dan sunah Nabi Muhammad saw. untuk diterapkan pada
perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang
berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman
tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-
kitab fikih dan disebut hukum fikih. (Rozi, 2022)

Hukum Islam identik dengan syariat dan fikih bahkan
ketiganya sering diartikan sama. Syariat bermakna luas
mencakup aqidah, akhlak dan hukum. Hukum Islam
merupakan bagian dari syariat sedangkan fikih adalah ilmu
yang merupakan bagian dari hukum.



B. Tujuan Hukum Islam

Para ulama sepakat hukum Islam bertujuan untuk
kemaslahatan umat manusia. Secara sederhana maslahat
diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat.
Diterima akal mengandung arti bahwa akal dapat mengetahui
dengan jelas alasan penetapan hukum tersebut meskipun ada
beberapa perintah Allah swt. yang tidak diketahui alasannya
oleh akal namun tidaklah berarti perintah Allah swt. tersebut
tanpa tujuan, cuma tujuannya belum dapat dicapai oleh akal
manusia. (Syarifuddin, 2014)

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan
baik buruknya (maslahat dan mafsadatnya) sesuatu yang
dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum
itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan
manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu
bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu
adalah primer, sekunder dan tersier. (Shidiq, 2023) Kebutuhan
primer (darurial) adalah sesuatu yang harus ada untuk
keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia
tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Ada lima hal yang
harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan
kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, harta dan
keturunan. Kebutuhan sekunder (bajiyaf) adalah sesuatu yang
dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai
tingkat daruriat. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi
dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau
merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan
merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk
memberikan kemudahan dalam hidup, seperti mendirikan
sekolah  dalam  hubungannya menuntut imu untuk
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meningkatkan kualitas akal, namun seandainya sekolah tidak
didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapai upaya mendapat
ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar
sekolah. Kebutuhan tersier (fahsiniyal) adalah sesuatu yang
sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa
terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak
dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya
dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib
pergaulan, seperti berhias dan berpakaian rapi pada waktu ke
mesjid. (Badruzaman, 2019)

Tujuan utama hukum Islam adalah untuk beribadah.
Hukum Islam adalah ajaran Tuhan yang harus dipatuhi umat
manusia dan kepatuhannya merupakan ibadah sekaligus juga
merupakan  indikasi  keimanan  seseorang.  Sebagai
implementasinya. setiap pelaksana hukum Islam diberi pahala
dan pelanggarnya diancam siksaan. (Rusdi, 2017)

Tujuan hukum Islam adalah amar ma’ruf nabi munkar.
Berkaca dari pengharaman riba dan khamar, akan tampak
bahwa hukum Islam bertujuan sebagai salah satu sarana
pengendali sosial yang disebut amar ma'’ruf nahi munkar. Tujuan
ini sejalan dengan wmaqasid al-syari'ah yakni mendatangkan
kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan.
(Wirdyaningsih, 2017)

Tujuan hukum Islam terlihat dalam pengharaman
membunuh dan berzina disertai ancaman atau sanksi hukum.
Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam
sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat
dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang
membahayakan. Serta memberikan efek jera bagi pelanggar
hukum untuk tidak mengulangi. (Wardani, 2019)
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Tujuan hukum Islam lainnya adalah sebagai sarana
untuk mengatur sebaik-baiknya dan memperlancar proses
interaksi sosial sehingga terwujud masyarakat yang harmonis,
aman dan sejahtera. Pada hal-hal tertentu hukum Islam
menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail, sedangkan
masalah-masalah  lain  yakni masalah muamalah, pada
umumnya hukum Islam hanya menetapkan aturan pokok dan
nilai-nilai dasarnya. Perinciannya diserahkan kepada para ahli
dan pihak-pihak yang berkompeten pada bidang masing-
masing dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh
pada aturan pokok dan nilai dasar tersebut. (Kriyantono, 2019)

Tujuan hukum Islam baik secara global maupun secara
detail ialah mencegah kerusakan pada manusia dan
mendatangkan kemaslahatan, mengarahkan pada kebenaran,
keadilan dan kebajikan serta menerangkan jalan manusia.
Tujuan hukum Islam tertumpu pada pemeliharaan lima hal,
yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal,
memelihara keturunan dan memelihara harta. (Ali, 2022)

Tujuan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup
manusia itu sendiri, yakni mengabdi kepada Allah. Hukum
buat agama Islam hanya berfungsi mengatur kehidupan
manusia, baik secara pribadi maupun dalam hubungan
kemasyarakatan yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk
kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. (Arifin, 1990)

Menurut Mohammad Ali Daud, tujuan hukum Islam
tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni pertama, segi ‘Pembuat
hukum Islam’ yaitu Allah swt. dan Rasul-Nya dan kedua, segi
manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu.
Tujuan hukum Islam dari segi pertama adalah selain untuk
memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat primer, sekunder
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dan tersier juga bertujuan hukum itu untuk ditaati dan
dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari serta
bertujuan agar hukum itu ditaati dan dilaksanakan dengan baik
dan benar. Sedangkan tujuan hukum Islam dari segi kedua
adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera.
(Wibowo, 2021)

C. Asas Hukum Islam

Tidak semua pemecahan masalah hukum atas
kehidupan manusia di dunia ini dirinci secara jelas dan tegas
dalam al-Qur’an dan sunah, maka lewat pendekatan linguistik
(al-qawaid al-lugawiyah) para ahli ushul berusaha menetapkan
kaidah-kaidah hukum. Al-Qur’an dan sunah yang berbahasa
Arab akan dapat dipahami kandungan hukumnya dengan
pemahaman yang benar, dengan memperhatikan uslub bahasa
Arab dan cara-cara pemahamannya. (Khallaf, 1994)

Pendekatan linguistik saja tidaklah cukup dan memadai
membantu memahami kaidah hukum. Berkenaan dengan hal
ini, para ahli ushul menetapakan kaidah-kaidah hukum yang
dikenal dengan istilah algawaid al-tasyriiyah. Selain itu
dipergunakan pula asas seiring dengan kemaslahatan manusia,
asas mewujudkan keadilan, asas menyumbat jalan yang
membawa kepada kejahatan, asas memakai akal dalam
memahami nas, asas membolehkan menggunakan yang indah,
asas memakai ‘u7f/adat istiadat yang benar dan asas masing-
masing bertanggung jawab terhadap dosanya. (Pancasilawati,
2012)

Asas berasal dari bahasa Arab, asasun. Artinya dasar,
basis, pondasi. Jika kata asas dihubungkan dengan hukum,
yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang
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dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan
berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan
hukum. Asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai rujukan
untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan
hukum. Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam
terutama al-Qur’an dan hadis yang dikembangkan oleh akal
pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. (Al
2022)

Asas hukum Islam terbagi atas: pertama, asas-asas
umum yang meliputi semua bidang dan segala lapangan
hukum yaitu, asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas
kemanfaatan. Kedua, asas-asas dalam lapangan hukum pidana,
antara lain: asas legalitas, asas larangan memindahkan
kesalahan pada orang lain dan asas praduga tidak bersalah.
Ketiga, asas-asas dalam lapangan hukum perdata, antara lain:
asas kebolehan atau mubah, asas kemaslahatan hidup, asas
kebebasan dan  kesukarelaan, asas menolak mudarat,
mengambil manfaat, asas kebajikan, asas kekeluargaan, asas
adil dan berimbang, asas mendahulukan kewajiban dari hak,
asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, asas
kemampuan berbuat, asas kebebasan berusaha, asas
mendapatkan hak karena usaha dan jasa, asas perlindungan
hak, asas hak milik berfungsi sosial, asas yang beritikad baik
harus dilindungi, asas resiko dibebankan pada benda atau
harta, tidak pada tenaga atau pekerja, asas mengatur, sebagai
petunjuk dan asas perjanjian tertulis atau diucapkan di depan
saksi. (Wahyuni, 2013)

D. Karakteristik Hukum Islam
Hukum Islam memiliki karakteristik sebagai berikut:
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. Hukum Islam merupakan bagian dari agama Islam
schingga hukum Islam bersumber dari agama islam dan
tidak mungkin bertentangan dengan agama Islam.

. Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari tiga
kerangka dasar Islam yang disebut dengan syariat. Oleh
karenanya hukum Islam tidak dapat terlepas dari aqidah
dan akhlak.

. Hukum Islam bersifat universal, tidak lekang oleh zaman
dan tidak lapuk oleh waktu. Hal ini dikarenakan hukum
Islam terdiri dari dua aspek. Perfama, syariah sebagai
ketentuan yang final, stagnan dan pasti. Kedua, fikih sebagai
ketentuan yang dapat diperbaharui, dinamis dan zann: yang
menjadi antisipator atas perkembangan zaman.

. Hukum Islam ditemukan dan digali dengan menggunakan
metode ushul fikih.

. Hukum Islam mengatur manusia sebagai individu sekaligus
mengatur manusia sebagai bagian dari masyarakat.

. Hukum Islam diterima dan dilaksanakan oleh setiap muslim
berdasarkan  pada  kerelaan pada  dirinya untuk
menjalankannya atau dapat dikatakan bahwa berlakunya
hukum Islam pada muslim adalah berbanding lurus dengan
kondisi keimanan umat.

. Hukum Islam eksistensinya adalah untuk menjamin
kemaslahatan manusia. Hukum Islam menghormati
manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga serta memelihara
kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan.

. Hukum Islam berlaku dengan mendasarkan pada tingkatan
kemaslahatan.  Yakni untuk menjamin terpenuhinya
kemaslahatan daruriyat, mewujudkan kemaslahatan hajiyat
dan terlaksananya kemaslahatan zahsiniyat.
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9. Hukum Islam selalu mendahulukan kewajiban daripada hak
dan mendahulukan amal daripada pahala.

10.Hukum Islam dapat dibagi menjadi hukum zk/kfi dan
hukum wad’i. Hukum falkifi terdiri dari lima kaidah yang
dikenal dengan al-abkam al-khamsah, yakni wajib/fardhu,
sunnat, haram, makruh dan mubah. Sedangkan hukum
wad’i terdiri dari sebab, syarat dan halangan (wani’) untuk
terwujudnya atau terlaksananya suatu hukum. (Anshori &
Harahab, 2008)

Hukum Islam kategori syariat bersifar sabat (konsisten,
tetap), artinya tetap berlaku universal di sepanjang zaman,
tidak mengenal perubahan dan tidak boleh disesuaikan dengan
situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi inilah yang justru harus
menyesuaikan diri dengan syariat. Hukum Islam yang bersifat
murunah (fleksibel, elastis), tidak harus berlaku universal,
mengenal perubahan serta dapat disesuaikan dengan situasi
dan kondisi. Meskipun demikian, hukum Islam mempunyai
sifat dan karakteristik yang berbeda dengan hukum budaya,
yaitu:

1. Hukum Islam adalah serentetan peraturan yang digunakan
untuk beribadah. Melaksanakannya merupakan suatu
ketaatan yang pelakunya berhak mendapat pahala dan
meninggalkan atau menyalahinya merupakan suatu
kemaksiatan yang pelakunya akan dibalas dengan siksaan di
akhirat.

2. Kepatuhan kepada hukum Islam merupakan tolok ukur
keimanan seseorang;

3. Hukum Islam bersifat jabi dan salbi, artinya hukum Islam

itu  memerintahkan, mendorong dan menganjurkan
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melakukan perbuatan ma’ruf (baik) serta melarang
perbuatan mungkar dan segala macam kemudharatan.

4. Hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan,
tetapi juga berisi ajaran-ajaran untuk pribadi-pribadi muslim
sejati, berakhlak mulia, berhati suci, berjiwa tinggi serta
mempunyai kesadaran akan segala tanggung jawab.
(Mauluddin, 2004)

Karakteristik hukum Islam adalah:

1. Sabat (statis) dalam sasaran dan tujuan, murunah (dimanis)
dalam uslub dan cara.

2. Sabat (statis) pada prinsip-prinsip dasar, wurunah (dinamis)
pada masalah cabang dan parsial (j#37yat dan fura)).

3. Sabat (statis) pada penegakan agama dan akhlak, wurunab
(dinamis) pada masalah keduniaan dan ilmu. (Mauluddin,
2004)

Dasar-dasar hukum Islam yang universal bersifat
konstan dan abadi. Keberadaannya seperti aturan alam semesta
yang mengokohkan kedudukan langit dan bumi agar tidak
bergeser atau saling bertabrakan. Sementara cabang-cabang
hukum Islam yang parsial bersifat elastis dan bisa berubah
sehingga terdapat potensi dinamika. Keberadaannya seperti
berbagai perubahan parsial yang terjadi di alam semesta dan
kehidupan yang selalu mengikuti dinamika manusia. Dalam
hukum Islam terdapat wilayah yang tertutup, tidak menerima
perubahan dan dinamika, yakni hukum-hukum yang telah pasti
(qat’). inilah yang menyebabkan terpeliharanya kesatuan
pemikiran dan perilaku umat. Sedangkan wilayah yang terbuka
meliputi hukum-hukum yang tidak pasti (zanni), baik dari segi
sumbernya (gat al-subuf) maupun penunjukannya (qgat’i al-
dilalah), yang merupakan bagian terbesar dari hukum-hukum



12

fikih. Wilayah inilah yang menjadi tempat ijtihad, yang antara

lain mengarahkan fikih ke dalam dinamika, perkembangan dan

pembaruan. (Aibak, 2017)

Menurut Yusuf al-Qaradhawy karakteristik hukum

Islam antara lain:

1. Hukum Islam bersifat teistis (rabbaniyah); kesucian
perundang-undangannya tidak tertandingi. Pencipta syariat
bukanlah manusia yang memilki kekurangan dan kelemahan
melainkan Dia adalah pemilik seluruh makhluk dan semua
urusan di jagad raya ini. Syariat Islam bukan hanya
mengatur urusan duniawi semata atau akhirat semata,
melainkan mengatur keduanya.

2. Hukum Islam bersifat etis (akblagiyah); syariat Islam bukan
hanya memperhatikan aspek rabbaniyah melainkan juga
aspek etis (akblagiyah). Salah satu bukti sifat etis syariat
adalah memelihara idealisme moral dengan membatasi
pertimbangan akal dalam menjaga tatanan dan sistem suatu
masyarakat. Di antara hal yang termasuk dalam masalah ini
adalah etika perang. Syariat Islam tidak memperbolehkan
para tentara berperang dengan tujuan memenangkan
peperangan, membakar bangunan, menebang pepohonan,
rumah ibadah dan membunuh orang yang tidak layak
dibunuh seperti anak kecil, perempuan dan orang jompo
serta hal-hal lain yang sering diwasiatkan oleh Rasulullah
saw. dan para khalifah kepada para panglima perang. (Arif,
2018)

3. Hukum Islam bersifat realistis (waqiiyyah); keistimewaan
lain yang dimiliki syariat Islam adalah bersifat realistis. Sifat
realistis yang lain adalah mempertimbangkan kondisi
darurat yang kadang terjadi dalam kehidupan manusia, baik
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yang Dbersifat individual maupun kelompok. Syariat
memberlakukan hukum-hukum khusus dalam kondisi
darurat. Syariat menghalalkan yang haram, baik makanan,
pakaian, perjanjian maupun hubungan muamalah,
kebutuhan  sekunder  (bajiyal)  kadang-kadang  dapat
dikategorikan ~ sebagai  kebutuhan  darurat, untuk
memudahkan umat dan mencegah bahaya yang
ditimbulkannya.

. Hukum Islam bersifat humanistis (isaniyah); pengertian
humanistis adalah bahwa syariat Islam diciptakan untuk
manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya
terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat
dikekang. Syariat Islam diciptakan untuk manusia sesuai
dengan kapasitasnya tanpa memandang ras, warna kulit,
tanah air dan status.

. Hukum Islam bersifat keteraturan (famasug); keteraturan
adalah bekerjanya semua individu dengan teratur dan saling
bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, tidak saling
benci, tidak saling sikut dan tidak saling menghancurkan.

. Hukum Islam bersifat komprehensif (symmul); keistimewaan
syariat Islam yang lain adalah sifatnya yang komprehensif,
mengatur seluruh aspek kehidupan. Syariat mengatur aspek
ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan
Tuhannya. Mengatur aspek keluarga, seperti nikah, talak,
penyusuan, nafkah, wasiat, warisan dan lainnya yang
mengatur berkaitan dengan pembinaan keluarga muslim.
Mengatur aspek sirkulasi keuangan, seperti perdagangan,
perniagaan, industri, sistem bagi hasil, pertanian, pegadaian,
asuransi, pemindahan utang, deposito, hibah dan utang
piutang. Mengatur aspek ekonomi yang berkaitan dengan
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pendayagunaan, pembagian, penjualan modal, pengaturan
baitul mal, pengelolaan zakat, pajak dan rampasan perang.
Mengatur berbagai sanksi hukum. Mengatur tata cara
menyelenggarakan acara peradilan dan mengadukan kasus,
seperti  mengatur  kehakiman, dakwaan, kesaksian,
pengakuan dan sumpah dengan cara peradilan untuk
menyelesaikan perselisihan dan menciptakan keadilan di
tengah-tengah manusia. Mengatur masalah undang-undang
dasar yang berkaitan dengan pengaturan sistem hukum dan
perundang-undangan dasar, seperti kewajiban mengangkat
pemimpin dan  kriteria-kriterianya,  pemilihan  dan
pemberhentian  pemimpin, hak-hak dan kewajiban
pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyat dan
lembaga legislatif. Mengatur hubungan antar negara. Aspek
ini mengatur hubungan antara negara Islam dan negara-
negara lain, baik saat damai maupun perang; juga mengatur
hubungan negara dengan warga negara non-Muslim yang
berada di wilayahnya. (Zakiyah, 2021)

E. Posisi Hukum Islam dalam Ilmu Hukum

Secara garis besar, hukum dibagi atas tiga sistem, yakni
hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat (sipil). Hukum
Barat ini dulu dibawa oleh Belanda dan Inggris ke negeri-
negeri jajahannya. Hukum Barat ini diberlakukan di Indonesia
dimaksudkan sebagai pengganti hukum adat dan hukum Islam.
(Eril & Wahid, 2020) Ini membuktikan bahwa jauh sebelum
lahirnya hukum Barat (sipil) telah lahir hukum adat dan hukum
Islam. Bahkan hukum yang pertama lahir adalah hukum Islam.
Hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.
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Menurut sejarah, hukum Islam masuk ke Indonesia
bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia pada abad
pertama Hijriyah atau abad ke tujuh Masehi dan sudah
berkembang di Nusantara sekitar abad ke tiga belas Masehi.
Hukum Islam telah menyatu dengan hukum adat terlihat di
beberapa daerah terdapat pepatah seperti pada adat
Minangkabau “adat basandi syarak, syarak basandikan kitabullah”
(adat bersendikan syara’, syara bersendikan kitabullah). Dari
pepatah adat tersebut tersirat bahwa masyarakat Minangkabau
menempatkan al-Qur’an sebagai dasar bagi pengaturan tingkah
laku sosial dan sebagai sumber hukum yang menjadi pedoman
dalam berbagai segi kehidupan sosial. Kasus-kasus seperti itu
juga dijumpai pada adat-adat daerah-daerah lain di nusantara
seperti Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung dan
Aceh. (Rusli, 1999) Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam
sebagai rahmat dan sesuai dengan fitrah manusia meskipun
belum diakui secara yuridis.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia telah terlihat adanya
keinginan bangsa Indonesia memiliki hukum nasional yang
diwarnai dan dijiwai oleh hukum agama. Hukum islam sebagai
tatanan hukum yang ditaati oleh masyarakat dan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari hukum nasional. Hukum
Barat dan hukum adat hanya dapat diserap selama tidak
bertentangan dengan pancasila. Menurut Sayuti Thalib, pakar
hukum Islam Universitas Indonesia, bagi orang Islam berlaku
hukum Islam karena hal tersebut sesuai dengan keyakinan,
cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya sedangkan
hukum adat hanya berlaku bagi orang Islam kalau tidak
bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. (Rusl,

1999)
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Masyarakat di belahan dunia Barat mengakui hukum
alam sebagai bentuk tatanan resmi ideal yang terdiri atas hak
dan kewajiban tertinggi, maka hukum Islam juga dipandang
sebagai sistem resmi ideal oleh umat Islam, sebagai suatu
hukum ketuhanan, keberadaannya dianggap sempurna, abadi
dan benar-benar dianggap hukum yang sesungguhnya, dibuat
dan berlaku sepanjang masa dengan karakter universal yang
bisa diterapkan seluruh umat manusia. Menurut Amin Ahsan
Islahi dalam Islamic law : Concept and Codification, ada perbedaan
yang mendasar antara hukum Islam dengan hukum buatan
manusia (Man Made /law). Hukum buatan manusia muncul
bersamaan dengan kebutuhan manusia ketika mereka sudah
berbentuk komunitas, sedangkan hukum Islam muncul untuk
memenuhi kebutuhan manusia manakala masih berbentuk
individu. Hukum buatan manusia dibentuk dari kebiasaan dan
tradisi masyarakat, sedangkan hukum Islam berdasarkan
wahyu yang bersumber dari Tuhan sebagai pencipta manusia.
Logika hukum yang dipakai adalah hukum ketuhanan (Islam)
lebih sempurna dari hukum buatan manusia karena hukum
ketuhanan dibentuk oleh Tuhan sendiri. Artinya, Tuhan tidak
mungkin menciptakan hukum yang tidak sesuai dengan kodrat
makhluk ciptaannya. (Syaukani, 2000)

Kedudukan hukum Islam dalam negara Republik
Indonesia tidak hanya secara umum ada dalam pasal 20 atau 24
Undang-Undang Dasar 1945, secara khusus tercantum di
dalam pasal 29 ayat 1. Dalam pasal tersebut jelas disebutkan
bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Menurut Prof. Hazairin, kaidah fundamental dalam pasal 29
ayat 1 dapat ditafsirkan sebagai berikut:
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1. Negara Republik Indonesia tidak boleh ada atau tidak boleh
berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah
agama yang berlaku bagi pemeluk agama.

2. Negara wajib menjalankan syariat semua agama yang
berlaku di Indonesia, kalau untuk menjalankan syariat itu
memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ini berarti bahwa
negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang
berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa
Indonesia (yang menjadi pemeluk agama bersangkutan)
kalau pelaksanaannya memerlukan bantuan penyelenggara
negara. Artinya adalah negara berkewajiban menjalankan
syariat agama untuk kepentingan pemeluk agama yang
diakui keberadaannya dalam negara Republik Indonesia.

3. Syariat yang tidak memerlukan kekuasaan negara untuk
melaksanakannya karena dapat dijalankan sendiri oleh
setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi
kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri untuk
menjalankannya menurut ketentuan agama masing-masing.
(Sulaikin Lubis, 2018)

Hukum Islam akan menjadi sumber bahan baku
penyusunan hukum nasional Indonesia. Ini berarti bahwa
sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu sumber bahan
baku dalam pembentukan hukum nasional, hukum Islam
sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang ada padanya,
dapat berperan aktif dalam proses pembinaan hukum
nasional. Kemauan dan kemampuan hukum Islam itu harus
ditunjukkan oleh setiap orang Islam, baik pribadi maupun
kelompok yang mempunyai komitmen terhadap Islam dan
ingin hukum Islam berlaku bagi umat Islam dalam negara
Republik Indonesia.
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BAB 2
RUANG LINGKUP, CIRI DAN TUJUAN
HUKUM ISLAM
Oleh: Muthmainnah, S.H, 1., M.S.I

A. Ruang Lingkup Hukum Islam

Allah menciptakan manusia dibumi bukan tanpa sebab,
Allah  mempunyai tujuan dan maksud agar manusia
memelihara dan memanfaatkan segala fasilitas dibumi dengan
sebaik-baiknya. Tentunya manusia dalam memelihara bumi ada
petunjuk yang diberikan Allah, bahwa manusia diciptakan
untuk mengabdi dan menjadi khalifah dibumi. Melalui Nabi
Muhammad petunjuk berupa Al-Qur’an sudah dirancang
sedemikian rupa lengkap untuk kebutuhan manusia khususnya
orang Islam. Sehingga Al-Qur’an itu menjadi sumber hukum
bagi orang Islam dalam menentukan peraturan dan hukum-
hukumnya (Shomad, 2010). Sabda Nabi menjadi panduan yang
kedua setelah Al-Qur’an, menjadi pelengkap dan penunjang
dalam hukum Islam (Ramli, 2021). Agama Islam memberikan
panduan kenyamanan dengan mengharamkan tindakan yang
merugikan sesamanya. Tanpa panduan ini, masyarakat akan
mengalami keributan, yang mana perilaku-prilaku haram
dilakukan, mengancam kenyamanan dan integritas sosial. Maka
Al-Qur’an sebagai panduan dari Allah, masyarakat dapat
membangun fondasi yang kuat, menciptakan kebahagiaan dan
keamanan bagi setiap individu. Larangan Allah bukanlah
batasan, melainkan pedoman untuk menjalani kehidupan yang
benar dan terhindar dari kesalahan (M. Igbal, 2023).

Manusia ketika lahir didunia sudah dikenai oleh
hukum, dalam hidupnya manusia juga diatur oleh hukum,
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bahkan sampai meninggal pun dipengaruhi oleh hukum, maka
manusia tanpa hukum akan terjadi kekacauan, keributan,
ketidaknyamanan dan ketidak harmonisan. Ketika lahir
manusia harus memiliki akte kelahiran sebagai identitasnya, ini
menandakan manusia sejak lahir sudah terkena hukum. Akte
kelahiran sebagai bukti lahirnya seseorang dari ayah siapa dan
ibu siapa, apa jenis kelaminnya dan kapan dia lahir yang
disahkan oleh pemerintah lewat dukcapil, sehingga dengan
akta kelahiran ini identitas sesecorang akan mudah dikenali
yakni namanya, nama ayahnya, nama ibunya, tanggal lahirnya,
nomor induknya dan tempat lahirnya. Jika sesorang tidak
memiliki identitas maka dalam hal kepengurusan lainnya akan
menjadi sulit dan rumit seperti mau mendaftar sekolah formal.
Dalam kehidupannya manusia didampingi oleh hukum dari dia
bangun sampai mau tidur lagi. Misalnya bangun tidur dia wajib
bersih-bersih diri dan bersih-bersih kamarnya, jika tidak maka
orang lain yang terganggu seperti bau badan, kamar
berantakan tentunya orang lain merasa jijik dan terganggu.
Ketika dijalan dia harus jalan lewat kiri tidak boleh lewat
ditengah atau dikanan karena akan menyebabkan oranglain
celaka. Itu merupakan contoh kecil efek hukum dalam
kehidupan manusia. Manusia perlu aturan-aturan yang harus
ditaati dan di jalani agar terjadi kenyamanan, ketertiban dan
keadilan (Hamzani, 2018).

Kata hukum Islam terdiri dari dua suku kata yaitu kata
hukum dan kata Islam. Kata hukum berarti ketentuan dan
ketetapan, kata Islam terdapat dalam Al-Qut’an, yaitu kata
benda yang berasal dari kata kerja salima kemudian menjadi
Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, atau
penyerahan (diri) dan kepatuhan (Wibowo, 2021). Hukum
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Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum
perorangan dan hukum umum hal ini karena dalam hukum
privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga
sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti figih Islam
meliputi: ibadah dan muamalah (Dr. Rahidin.,S.H.,M.Ag,
2016). Ibadah itu mengatur hubungan manusia dengan
Pencipta-Nya, kalau muamalah hubungan antara manusia
dengan manusia lainnya. Dalam konteks ini, muamalah terdiri
dari beberapa bidang, di antaranya: (a) munakahat, (b)
wiratsah, (c) muamalat dalam arti khusus, (d) jinayat atau
uqubat, (e) al-ahkam as-shulthaniyyah (khilafah), (f) siyar, dan
(¢) mukhasamat (Dr. Rahidin.,S.H.,M.Ag, 2016).

Bahwa persoalan atau masalah-masalah kontemporer
saat ini bisakah semua diselesaikan oleh Al-Qur’an dan sunnah
Rasul, maka dalam hal ini membuka pinyu ijtthad dalam
penetapan hukum, sebagai contoh adalah Umar bin Khattab
dalam beberapa kasus menunjukkan kepiawaian ijtihad yang
sangat tajam visinnya dalam pencarian tujuan huum. Umar
menolak memberikan zakat kepada muallaf3 yang secara tegas
ditetapkan oleh al-Qur“an Surat al-Taubah ayat 60 karena ia
menganggap bahwa sifat muallaf adalah sifat yang tidak tetap,
schingga suatu saat bila sifat itu sudah tidak ada maka
dialihkan kepada orang lain yang lebih berhak.4 Sikap dan
tindakan tersebut, menurut Ahmad Amin, membuktikan
kepada kita bahwa ia tidak hanya sekedar mengunakan ratio
(ra’yu) dalam menetapkan hukum bagi peristiwa yang tidak ada
nasnnya, akan tetapi lebih jauh ia berusaha menenukan
maslahah yang menjadi tujuan dishari“atkannya sesuatu
hukum (Muhyidin, 2019). Lain halnya di Andalusia, ada tokoh
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Ibnu Hazm yang sangat tekstualis dalam mengembangkan
tradisi pemikiran zahiri. Aliran utama tradisi figh yang
berkembang di Andalusia adalah mazhab Maliki akan tetapi
ternyata peninggalan intelektual Ibnu Hazm tidak bisa
dianggap remeh. Dialah yang secara sistematis menulis karya
besar dalam ushul figh (al-thkam fi Ushul al-Ahkam) dan figh
(al-Muhalla) yang banyak mendapat pujian ulama figh antara
lain Ibnu Qudamah dan Syekh“Izzudin bin Abdu al-Salam al-
Dimashqi (Muhyidin, 2019). Hukum Islam dalam konteks
syariah dalam arti universal mengandung arti bahwa hukum
Islam memuat ajaran-ajaran universal seperti ajaran keadilan,
persamaan, kasih sayang, kesejahteraan, toleransi, saling
menghargai perbedaan, kebijaksanaan, dan ajaran-ajaran
universal lainnya. Syariah dalam konteks ini bersifat kekal,
tidak dapat diubah dan dapat diberlakukan kepada semua umat
manusia tanpa ada perbedaan prestise (Hamzani, 2018).
Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia
dengan Rabb-Nya disebut ibadah mahdhah. Sedangkan bagian
hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan
manusia, manusia dengan dan alam/benda disebut muamalah
(ghaira mahdhah).Dengan kata lain, ruang lingkup hukum
Islam meliputi keyakinan spiritual (akidah rukhiyah) dan
ideologi politik (akidah al-siyasah). Spiritualisme Islam yang
pribadi manusia dengan Allah Swt. yang terangkum dalam
akidah dan ubudiyah. Sedangkan ideologi hukum Islam yang
membahas seluruh urusan keduniaan yang terangkum dalam
hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan
sesamanya, baik menyangkut bidang pemerintahan, ekonomi,
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sosial, politik luar negeri, pendidikan dan sebagainya

(Hamzani, 2018). Hal ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. Hukum ibadah (mahdhah) adalah hukum yang mengatur
hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu iman, shalat,
zakat, puasa, haji, berqurban, sedekah, infak..

2. Hukum kemasyarakatan, yaitu hukum yang mengatur
hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat:
muamalah, munakahat, dan ukubat (Wibowo, 2021).

Penjelasan mengenai muamalah, munakahat dan
ukubat adalah sebagai berikut:

a) Muamalah mengatur tentang harta benda (hak, obligasi,
kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian,
pinjaman, titipan, pengalihan utang, syarikat dagang, dan
lain-lain).

b) Munakahat, yaitu hukum yang mengatur tentang
perkawinan dan perceraian serta akibatnya seperti iddah,
nasab, nafkah, hak curatele, waris, dan lain-lain.

¢) Ukubat atau Jinayat, yaitu hukum yang mengatur tentang
pidana seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina,
pembunuhan serta akibat-akibatnya (Wibowo, 2021).

Hukum Islam sebagai tatanan dalam hukum modern
dan salah satu sistem hukum yang berlaku di dunia,
substansinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia atau
sekurang-kurangnya mencakup empat aspek.

1. Mencakup aspek ibadah, yaitu hukum-hukum yang
mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta.

2. Mencakup aspek yang berhubungan dengan keluarga
(ahwal al-syakhsiyah), yaitu hukum-hukum yang mengatur
tentang nikah, talak, rujuk, wasiat, waris dan hadhanah.
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3. Mencakup aspek  muamalah, yaitu hukum yang
berhubungan dengan antar manusia, seperti transaksi jual
beli, gadai, hibah, utang-piutang, pinjam-meminjam,
mudharabah, joint usaha, luqatah, dan sebagainya yang
bertujuan mengatur agar terjadi keserasian dan ketertiban.

4. Mencakup aspek ekonomi, seperti hal-hal yang berkaitan
dengan perkembangan kekayaan dan pemakaiannya,
termasuk hukum zakat, baitul maal, harta ghanimah, fa’i,
pajak dan hal-hal yang diharamkan seperti riba, menimbun
harta dan memakan harta anak yatim (Hamzani, 2018).

B. Ciri-ciri Hukum Islam

Bagian hukum Islam ini memiliki ciri-ciri;

1. Dapat dilaksanakan langsung tanpa melibatkan orang lain
ataupun institusi negara.

2. Bersifat tetap (taugqifiyah), tidak boleh ada pengurangan,
penambahan, modifikasi.

3. Jika ada pengembangan hanya sarana/alat yang digunakan
(contoh, masjid, transportasi dalam melaksanakan ibadah
haji) ((Hamzani, 2018).

Selain ciri-ciri diatas tak luput pula dari prinsip-prinsip
Hukum Islam. Prinsip dasar hukum Islam ada 4 (empat) hal,
yaitu:

1. Hukum Islam meminimalkan beban sehingga tidak
mempersulit dan memberatkan. Banyak bukti yang
menunjukkan pengangkatan kesulitan tersebut, ada yang di
bidang ibadah dan ada yang di bidang muamalah. Dalam
bidang ibadah dapat dilihat pembebanan al-Quran sehingga
mudah dilaksanakan tanpa ada kesulitan dan kepayahan.
Misalnya, ketentuan boleh menjama’ dan mengqashar shalat



27

ketika seseorang sedang bepergian, boleh tidak berpuasa
ketika sakit dan bepergian, dan diwajibkan zakat dan haji
dengan persyaratan tertentu. Dalam bidang muamalah
kemudahan banyak dijumpai secara menyeluruh. Tidak
adaaturan-aturan resmi atau formal yang harus ditkuti
untuk sahnya suatu akad. Yang terpenting dalam hal ini, ada
kerelaan di antara kedua belah pihak yang melakukan akad
(Tim Dosen Hukum, 2020).

. Hukum Islam memperhatikan kesejahteraan umat manusia
seluruhnya. Kemaslahatan manusia menjadi acuan penting
dalam penetapan hukum Islam. Untuk mewujudkan
kemaslahatan ini ada lima hal yang harus dijaga oleh setiap
Muslim, yaitu: 1) menjaga agama (iman), 2) menjaga jiwa, 3)
menjaga akal, 4) menjaga keturunan, dan 5) menjaga harta.
Kelima hal ini sekaligus juga menjadi tujuan disyariatkannya
hukum dalam Islam.

. Hukum Islam mewujudkan keadilan secara merata. Islam
memandang semua manusia sama. Tidak ada perbedaan di
antara manusia di hadapan hukum. Perbedaan derajat,
pangkat, harta, etnis, bahasa, bahkan agama tidak dapat
dijadikan alasan untuk tidak berbuat tidak adil. Al-Quran
surat al-Maidah (5): 8 menegaskan larangan berbuat zalim
(tidak adil) terhadap suatu kaum karena didorong oleh
kebencian. Masith banyak lagi ayat al-Quran yang
memerintahkan keadilan diiringi dengan pemberian pahala
dan melarang berbuat zalim yang diiringi dengan pemberian
hukuman, dan ketentuan seperti ini juga banyak ditemukan
dalam Sunnah.

. Ditetapkan secara bertahap. Seperti diketahui, al-Qur’an
turun kepada Nabi Muhammad SAW, Secara berangsur-
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angsur, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan
petistiwa, situasi, kondisi yang terjadi. Dengan cara ini
hukum yang dibawanya lebih disenangi oleh jiwa
penganutnya dan lebih mendorongnya untuk menaati
aturan-aturannya. Hikmah yang pokok dari penetapan
hukum secara bertahap ini adalah untuk memudahkan umat
Islam dalam mengamalkan setiap hukum yang ditetapkan
(Tim Dosen Hukum, 2020).

C. Tujuan Hukum Islam

Allah menciptakan manusia dibumi diantaranya adalah
untuk beribadah dan menjadi khalifah dibumi. Hukum Islam
adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang
diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya
di dunia dan akhirat. Perkataan yang diturunkan oleh Allah
dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu
ciptaan Allah bukan ciptaan manusia hal ini karena yang
berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah Allah
mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan
hukum yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan
mengharamkan yang lainnya (Ichsan, 2015). Tujuan Allah
tersebut tertuang dalam hukum Islam berupa Al-Qur’an dan
sunnahnya, Dimana didalamnya memiliki tujuan yang sangat
mulia bagi kehidupan manusia. Tujuan hukum Islam adalah
aturan yang mengarahkan setiap perilaku dan tindakan
manusianya dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dengan
mentaati serta menghindari apa yang telah menjadi
hukumNya. Tujuan Allah SWT. mensyariatkan hukumnya
adalah  memelihara  kemaslahatan  manusia,  sekaligus
menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat.
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Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan
(taklif), yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman
sumber hukum yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis (M. N.
Igbal et al., 2023). Al Qur’an surah Al-Mu'minun ayat 115
Allah memberi penegasan bahwa manusia diciptakan bukan
untuk main-main (tanpa tujuan), berikut Firman Allah dalam
surat Al-Mu’minun ayat 115

s Ae 2y = =
7,/'/,./.‘Y\f’§\, t1E e ASUEE G A
Oy TRl eND R R

Artinya: Apakah kamn mengira babwa Kami menciptakan kamu
main-main (tanpa ada maksud) dan kamu tidak akan
dikembalikan kepada Kami?

Keberadaan hukum itu sendiri tidak dapat terlepas dari
tujuan serta harapan manusia sebagai pelaku atau subjek
hukum, dan harapan manusia sebagai pelaku hukum disini
dapat kita kategorikan sebagai tujuan khusus diantaranya :

1. Kemashlahatan hidup bagi diri dan orang lain

Tegaknya Keadilan

Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum

Saling control di dalam kehidupan bermasyarakat

A

Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan

tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial.

0. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab (M.
N. Igbal et al., 2023)

Secara umum bahwa tujuan hukum Islam adalah
kebabagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak,
dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan
mencegah atau menolak mudarat yaitu yang tidak berguna bagi
hidup dan kehidupan. Pada awalnya aspek kajian hukum Islam
atau yang disebut maqasid al-syar’ah ini merupakan cabang
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dari kajian ushul al-figh. dalam perkembangan lanjutannya,
terdapat banyak upaya untuk menghubungkan bidang maqasid
al-syari’ah atau filsafat hukum Islam ini dengan semua aspek
kehidupan dalam komunitas muslim. Banyak cendekiawan
Islam berpendapat bahwa konstruksi maqasid al-syari’ah
memiliki dua komponen utama, yaitu: magasid dan syari’ab.
Magqasid al-syari’ah adalah dasar hukum Islam dan tanpa itu
hukum Islam tidak akan memiliki arti apa-apa. Beberapa ahli
hukum membandingkan semangat hukum tersebut dengan
tubuh manusia. Tubuh manusia hanya berfungsi jika ada
kehidupan di dalam tubuh. Demikian pula, maqasid al-syari’ah
sebagai falsafah umum hukum Islam adalah ruh hukum Islam
dan mekanisme dinamisnya. Ada hubungan yang melekat
antara hukum Islam dan tujuannya yang lebih tinggi. Tidak ada
filosofi hukum yang dapat diturunkan atau dikurangkan dari
sumber lain kecuali dari sumber-sumber Islam (Darmalaksana,
2022).

Dalam mengaplikasikan = syari', pendekatan yang
inklusif dan empatik menjadi krusial. Memahami prinsip-
prinsip syari' secara mendalam memungkinkan implementasi
yang lebih berarti, di mana aturan-aturan syariat tidak dilihat
sebagai beban, tapi sebagai alat untuk menciptakan kehidupan
yang lebih seimbang dan adil. Pendekatan ini membentuk
sebuah masyarakat yang tidak hanya mematuhi aturan secara
formal, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam dan
responsif terhadap kebutuhan serta realitas yang dihadapi oleh
manusia (M. Igbal, 2023).

Tujuan hukum Islam adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan (masalih) umat manusia, dan memastikan
pertumbuhan (tazkiyah) dan keadilan (qisht). Secara spesifik
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tujuan hukum Islam disebut dengan magqasid al-shariah yang

merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang

mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di

dunia dan akhirat yang bersendikan pada lima hal:

1.

Perlindungan agama (hifdz al-din) yang mengkerucut dalam
bentuk figh al-ibadah, yang Dberisi aturan yang
mengharuskan manusia berhubungan dengan Allah Swit.
dan kewajiban bertijtihad mempertahankan agama.
Perlindungan jiwa (hifdz al-nafs) yang mengkerucut dalam
bentuk figh al-jinayah yang mengharuskan manusia
menjaga diri dari berbagai tindakan-tindakan yang
berhubungan dengan pidana.

. Perlindungan akal (hifdz al-‘aql) yang mengkerucut dalam

bentuk aturan- aturan yang mengharuskan manusia
menghindarkan diri dari berbagai perbuatan-perbuatan
yang merusak akal seperti larangan mengkonsumsi barang-
barang yang memabukkan (khamar) baik berwujud benda
cair maupun padat.

Perlindungan keturunan dan kehormatan (hifdz al-‘irdl)
yang mengkerucut dalam bentuk figh munakahat dan figh
mawaris yang mengharuskan manusia menjaga keturunan
dan kehormatan dalam bentuk menjalankan aturan- aturan
dalam bidang perkawinan dan kewarisan dalam segala
aspeknya.

. Perlindungan harta (hifdz al-maal) yang mengkerucut dalam

bentuk figh al-mu’amalah yang mengharuskan manusia
menyadari bahwa segala yang ada di langit dan di bumi
adalah milik Allah Swt. dan manusia hanya sebagai
pemegang amanah yang nantinya akan
dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Manusia harus
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menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan
tunduk dengan berbagai aturan yang melekat padanya
seperti zakat, infaq, sedekah, hibah, wakaf dan lain
sebagainya (Hamzani, 2018).
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BAB 3
AS SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM
Oleh: H.Ahsan Irodat, Lc., M.H

A. Pendahuluan

As Sunnah menjadi salah satu hal yang sering
dibicarakan dan dikaji oleh para ahli dalam perkembangan
studi Islam bertujuan untuk mengembangkan ilmu tentang
sunnah Rasulullah. As Sunnah juga merupakan sumber hukum
kedua dalam Islam. Selain daripada itu Sunnah juga sebanding
dengan Al-Qur’an tingkat kesakralannya. Meskipun demikian,
jika dilihat dari segi sejarahnya yang mengkodifikasian hadis
dilakukan setelah Rasulullah wafat bisa menjadi titik lemah
bagi agama Islam.

Kata-kata “Sumber Hukum Islam” pula merupakan
terjemahan dari lafazh Masadir al- Abkdm. Kata-kata tersebut
tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis
oleh ulama-ulama Fiqih dan Ushul Figth klasik. Untuk
menjelaskan arti sumber hukum Islam, mereka menggunakan
al-adillah  al-Syariyyah. Penggunaan mashadir al-Abkdm oleh
ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkan adalah
se-arti dengan istilah  alAdillah  al-Syariyyah. Dan  yang
dimaksud Masddir al-Abkdm adalah dalil-dalil hukum syara’
yang diambil (dzstzmbathkan) daripadanya untuk menemukan
hukum. Sumber hukum dalam Islam, ada yang disepakati
(muttafaq) para ulama dan ada yang masih dipersilisihkan
(mukhtalaf). Adapun sumber hukum Islam yang disepakati
jumhur ulama adalah Al Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Para
jumhur Ulama juga sepakat dengan urutan dalil-dalil tersebut
di atas (Al Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas), namun dari
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kalangan Mu’tazilah menempatkan akal dalam urutan pertama
sebelum Al-Qur’an, sunnah, ijma dan giyas.

Allah Swt telah mempersiapkan Nabi Muhammad Saw
dengan persiapan yang matang dan sempurna untuk
memikul 7isalah da’wah, menanamkan ‘aqidah yang benar,
serta mengajarkan syari’at kepada manusia. Karena itu Allah
Swt menurunkan sebuah kitab kepada Nabi-Nya Muhammad
Saw, yang tidak ada keraguan dalam kitab tersebut, yaitu al-
Quran al-Karim. Kitab ini adalah mu’jizat terbesar yang
diberikan Allah Swt kepada Nabi-Nya, di dalamnya terdapat
keterangan dan dalil-dalil yang abadi tentang kebenaran Nabi
Muhammad Saw.

Allah  Swt memerintahkan Nabi Muhammad Saw
untuk menjelaskan semua yang diturunkan kepadanya.
Penjelasan dan keterangan inilah nantinya yang dinamakan
dengan Sunnah. Allah Swt berfirman dalam QS An-Nahl Ayat
44:

Artinya  Kami  turunkan  kepadamn Al Quran, agar kamu
menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan
kepada mereka dan supaya mereka berpikir.

Kedudukan Sunnah dalam pembinaan hukum Islam
dan pengaruhnya dalam kehidupan kaum muslimin tidak dapat
diragukan. Barangsiapa yang menela’ah al-Quran dan Sunnah,
niscaya akan menemukan sumbangsih Sunnah dalam syari’at
Islam. Namun masih ada sebahagian orang-orang yang tidak
menerima Sunnah sebagai sumber hukum, padahal sudah jelas
bahwa Sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua,
setelah Al- Qur’an. Hal ini dikarenakan Sunnah merupakan
penafsiran Al-Qur’an dalam praktik atau penerapan ajaran
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Islam secara faktual dan ideal. Mengingat bahwa pribadi Nabi
merupakan perwujudan dari Al-Qur’an yang ditafsirkan untuk
manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan
sehari- hari.

Dilihat dari periwayatannya, Sunnah berbeda dengan
Al-Quran. Al- Qur’an semuanya diriwayatkan secara
muttawatir, sehingga tidak diragukan lagi kebenaran atau
kesahibannya. Adapun Sunnah, sebagiannya di riwayatkan
secara muttawatir dan sebagian lainnya secara abad. Dengan
demikian, jika dilihat dari periwayatannya Sunnah muttawatir
tidak perlu diteliti lagi karena tidak diragukan kebenarannya,
adapun Sunnah ahad, masih memerlukan penelitian. Dengan
penelitian itu, akan diketahui, apakah Sunnah yang
bersangkutan dapat diterima periwayatannya ataukah tidak.

B. Pengertian Sunnah

Sunnah secara literal adalah jalan, baik jalan
kebaikan ataupun jalan keburukan, sementara sunnah
menurut pemaknaan terminologis para muhadditsin,
sunnah adalah sabda, perbuatan, ketetapan, sifat (watak
budi atau jasmani) baik sebelum menjadi Rasulullah SAW.

maupun sesudahnya. Berdasar definisi ini, sunnah

merupakan sinonim dari hadis (al-A’zhami, 1992: 1). Para
ushuliyyin mendefinisikan sunnah dengan sabda, perbuatan,
ketetapan, sifat yang dapat dijadikan sebagai sumber syariat.
Di sini, dapat dilihat adanya perbedaan mengenai definisi
sunnah menurut #shuliyyin dan sunnah menurut mubadditsin.
Jika  ushuliyyin hanya berkepentingan terhadap sunnah

sebagai sumber hukum, maka tidak demikian halnya dengan
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mubadditsin - yang menggolongkan segala sesuatu yang
bersumber dari Rasulullah SAW. sebagai sunnah, baik yang
memiliki konsekuensi hukum ataupun tidak. Sehingga
pemaknaan  sunnah  menurut  mubadditsin - lebih  luas
jangkauannya daripada pemaknaan sunnah menurut
ushuliyyin. Hal ini dapat dimengerti mengingat fokus
perhatian para ushuliyyin adalah sunnah dalam kapasitasnya
sebagai sumber hukum Islam. Mereka memandang
Rasulullah SAW. sebagai sosok yang menjelaskan hukum
syariat dan meletakkan kaedah-kaedah kepada para
mujtahid sepeninggal beliau (Tarmizi M. Jakfar, 2011: 124).
Adapun sunnah menurut para fuqaha adalah
suatu sifat hukum atas suatu perbuatan yang apabila
dikerjakan memperoleh pahala, sementara jika ditinggalkan
maka tidaklah berdosa. Pemaknaan ini dilatarbelakangi
bahwa para fugaha memposisikan sunnah sebagai salah satu
hukum syara’ yang lima yang mungkin berlaku terhadap
suatu perbuatan.
Secara etimologis, Sunnah berarti perjalanan, yang baik
maupun yang buruk. Sesuai dengan sabda Rasul Saw.:
O e e sdm L dae (e ad s La el alh L Lis 2SY) (A G "
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Artinya: Siapa saja yang memberi contoh/ tuntunan perbuatan yang
baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut, serta
pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala
mereka sedikitpun. Dan Siapa saja yang memberikan contob

Jalan yang buruk, maka ia akan menadapatkan dosa
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perbuatan tersebut dan dosa orang yang mengikutinya, tanpa
mengurangi dosa mereka sedikitpun.

C. Kedudukan Sunnah

Umat Islam sepakat bahwa apa saja yang datang dari
Rasulullah Saw. baik ucapan, perbuatan, atau taqrir yang
sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan ahad dengan
sanad  yang  shahih, wajib  kita ~mengimani dan
mengamalkannya. Sunnah menempati kedudukannya yang
sangat penting setelah al-Quran. Ia merupakan sumber kedua
dalam ajaran Islam, namun kewajiban mengikuti Sunnah sama
wajibnya dengan mengikuti al-Quran. Hal ini karena Sunnah
mempunyai fungsi penting terhadap al-Quran. Tanpa
memahami dan menguasai Sunnah, siapa pun tidak akan bisa
memahami al-Quran dengan utuh. Sebaliknya orang yang tidak
memahami al-Quran tidak akan bisa memahami Sunnah,
karena al-Quran merupakan dasar hukum pertama, yang di
dalamnya terdapat dasar dan garis besar syari’at, dan Sunnah
(Sunnah) merupakan dasar hukum kedua, yang di dalamnya
terdapat penjabaran dan penjelasan dari garis besar yang
terdapat dalam al-Quran. Oleh karena itu, antara Sunnah dan
al-Quran mempunyai kaitan yang sangat erat,yang tidak bisa
dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut,
kedudukan Sunnah dalam Islam tidak dapat diragukan karena
terdapat banyak penegasan tentang hal ini di dalam al-Quran
maupun dalam Sunnah Nabi Muhammad Saw.
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D. Dalil-dalil kehujjahan Sunnah
1. Dalil al-Quran

Dalam al-Quran banyak ayat yang menegaskan tentang
kewajiban mengikuti Allah yang digandengkan dengan
kewajiban mengikuti Rasul-Nya.Di antara dalil-dalil tersebut
adalah:

Firman Allah dalm Q.S Ali Imran ayat 31-32,

Artinya:  Katakanlah, Jika kamu  (benar-benar) mencintai Allab,
tkutilah Aku, niscaya Allah mengasibi dan mengampuni
dosa-dosamm.  Allah  Maba — Pengampun  lagi  Maha
Penyayang. Katakaniah: ""T'a'atilah Allah dan Rasul-Nya,
Jika kamu  berpaling, maka sesunggubnya Allah  tidak
menynkat orang-orang kafir'".

Dalam Q.S An-Nisa ayat 59, Allah berfirman,

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kammn. kemudian jika
kamu  berlainan  Pendapat — tentang  sesnatn, Maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnabnya), jika kanmu benar-benar beriman kepada Allah

dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (baginm)
dan lebih baik akibatnya

Dalam Q.S al-Maidah ayat 92,

Artinya: dan taatlah kamn kepada Allah dan taatlah kamn kepada
Rasul-(Nya) dan  berbati-hatilah. jika kamn berpaling,
Maka  ketabuilah babwa Sesunggubnya kewajiban Rasul
Kami, hanyalah  menyampaikan (amanat Allah) dengan
terang.
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Di samping itu , banyak juga ayat yang mewajibkan
ketaatan kepada Rasul secara khusus dan terpisah, karena pada
dasarnya keta’tan kepada Rasul berarti ketaatan kepada Allah
Swt. Di antaranya adalah:

Dalam Q.S al-Hasyr ayat 7,
lArtinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan

apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanilah. dan
bertakwalah  kepada Allah.  Sesunggubnya Allah Amat
keras hukumannya.
Terdapat juga dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 65 dan 80,
Q.S Ali Imran ayat 31, Q.S An-Nur ayat 50, 62, dan 63, Q.S al-
A’raf ayat 158.

2. Dalil dari Sunnah

Begitu pula halnya dalam Sunnah-Sunnah Nabi Saw,
banyak kita temukan perintah yang mewajibkan kita mengikuti
Nabi Saw dalam segala perkara. Di antaranya adalah:

Ol (el IS0 8 plu s ade A e ) Jous ol B S e
Aindl Jas el ot JB S A Jgms g il o 1 I el g W) A
(sl ol 5)) ¢ (ol 88 Jlac g

Artinya: Dari Abi Hurairah, babwa rasulullah Saw. bersabda: Setiap
umatkn pasti akan masnk surga, kecuali yang enggan.

Sababat bertanya: Siapa yang enggan it wahai Rasulullah?

Beliau menjawab: siapa saja yang menta’atiku pasti akan

masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku, sunggub ia
telah enggan. (H.R Bukhari)
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Artinya: Kalian harus berpegang dengan Sunnabku, dan sunnab
Khulafa  ar-Rasyidin  yang memperoleh  hidayah. Gigitlah
kuat-knat dengan gigi- gerabammu. Waspadalah terhadap
sesuatu hal yang barn (dalam ibadah),karena tiap-tiap yang

baru itu bid’ah, dan setiap bid'ab itu sesat.

ey AN Cagigh () Y1 A ey QUSH cusfl 3 Vi) — # Al
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Artinya: Ketahuilah sesunggubnya akn diberikan al-Quran dan yang
seperti al-Quran bersamanya (Sunnab).

Mala g ade d) o dll Jpuy JB B e il oy 3 8 oo
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Artinya: Dari Abi Hurairah semoga Allah meredbainya, la berkata:
Telah  bersabda Rasulullah  Saw: “Akn  tinggalkan dua

perkara yang apabila kalian berpegang tegub pada kednanya,

kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu al-Quran
dan Sunnabku.”

3. Ijma’ Shahabah dan umat berikutnya

Umat Islam telah sepakat tentang wajibnya beramal
dengan Sunnah Nabi Saw yang shahih, bahkan yang demikian
termasuk memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Kaum
muslimin sejak masa sahabat Rasulullah Saw, tabr’in, tabi’
tab’in, dan generasi-generasi sesudahnya sampai hari ini
mereka selalu mengembalikan setiap persoalan agama kepada

al-Quran dan sunnah, berpegang dengannya, dan menjaganya.
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Di antara dalil-dalil yang menyatakan para sahabat dan
tabi’in berpegang kepada al-Quran dan sunnah adalah:

a) Dalam sebuah riwayat Abu Bakr pernah berkata:”Aku tidak
akan meninggalkan sesuatupun yang diamalkan oleh
Rasulullah Saw. karena aku khawatirbila aku meninggalkan
perintahnya aku akan sesat”.(HR. Ahmad)

b) Umar berkata:”Sesungguhnya aku mengutus para qadhi
agar mereka mengajarkan al-Quran dan Sunnah Nabi Saw
kepada Umat agar merecka membagi rampasan perang
dengan adil, dan barangsiapa ragu-ragu hendaklah ia datang
menemuiku.”(HR. Darimy)

¢) Umar bin Khatab berdiri di hadapan Hajar Aswad seraya
berkata: “Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau adalah
batu, engkau tidak bisa mendatangkan manfaat dan bahaya,
seandainya aku tidak melihat Nabi Muhammad Saw
menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu.”(HR.
Ahmad)

d) Sa’id bin Musayyab mengatakan:”Aku berwudhu seperti
wudhunya Rasulullah Saw dan aku shalat seperti shalatnya
Rasulullah Saw.”(HR. Ahmad)

e) Ali berkata tentang berdiri ketika jenazah lewat: “Aku
pernah melihat Rasulullah Saw. berdiri, maka kami berdiri,
dan beliau duduk, maka kamik pun duduk.”

Masih ~ banyak  lagi  contoh-contoh  tentang
berpegangnya para sahabat dan tabi’in terhadap sunnah Rasul
Saw. yang kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya.
Seorang tabi’in yang bernama Mutharrif bin Abdullah bin
Syakhir pernah ditanya oleh seseorang, “Janganlah engkau
sampaikan kepada kami melainkan al-Quran saja.” Mutharrif
berkata: “Demi Allah kami tidak menghendaki ganti dari al-
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Quran, tapi kami ingin penjelasan dari orang yang lebih
mengetahui tetntang al-Quran daripada kami, yaitu Rasulullah
Saw. Beliau menjelaskan, menerangkan maksud dan tujuan
firman Allah, serta merinci hukum-hukumnya dengan Sunnah
beliau yang suci. Beliau adalah qudwah bagi kaum muslimin,
oleh karena itu berpeganglah kalian dengan Sunnah
sebagaimana kalian berpegang dengan al-Quran, dan jagalah
Sunnah sebagaimana kalian menjaga al-Quran.”

4. Dalil ‘Aqli (logika)

Tidak dapat diterima oleh akal, ketika orang-orang
yang menerima al-Quran tidak menerima al-Quran. Karena
dalam al-Quran yang mereka imani terdapat perintah untuk
patuh dan percaya pada Sunnah tersebut. Kita tidak tahu,
bagaimana cara shalat orang yang menentang Sunnah, karena
tata cara shalat tidak ada dijelaskan dalam al-Quran. Begitu
juga dengan ibadah-ibadah lain, penjelsan-penjelasannya hanya
ada dalam Sunnah.

E. Fungsi Sunnah
1. Fungsi Sunnah Dalam Ajaran Islam
Dalam Ajaran Islam Sunnah dijadikan sebagai manhaj

‘amali. Sunnah menjalankan fungsi-fungsinya yang sangat

penting dalam Islam. Di antara fungsi-fungsi Sunnah terhadap

ajaran Islam adalah:

a) Sunnah sebagai manhaj sywmuli, yaitu manhaj yang sudah
mencakup  semuanya, manhaj yang komprehensif.
Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah Swt. dalam QS
An-Nahal ayat 89:
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Artinya: dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran)
untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta
rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah
dir.

Sangat disayangkan, bahwa sebahagian kaum muslimin

sekarang ini memahami Sunnah secara parsial, tidak
menyeluruh, ada yang mengetahui Sunnah itu hanya sebatas
jenggot, bersiwak, dll, dan mereka lupa manhaj syumuli
dalam Sunnah. Dalam artian mereka mengamalkan Sunnah
itu dan mengabaikan yang lain.
Sunnah  Manhaj Mutawazin,  yaitu ~ manhaj  yang
menyeimbangkan anatara jasad dan ruh, antara akal dan
hati, dunia dan akhirat, teori dan praktek, antara kebebasan
dan tanggung jawab, hak individu dan jama’ah. Ketika
Rasulullah melihat Abdullah bin ‘Amru terlalu berlebihan
dlam  beribadah  (puasa, shalat, dll), Rasulullah
mengingatkannya dengan mengatakan: “Sesungguhnya
badanmu juga punya hak istirahat, matamu juga punya hak
tidur, keluargamu juga punya hak atasmu... maka
berikanlah hak setiap yang punya hak atasmu.”

Sunnah Manhaj Takamuli (saling melengkapi).

Fungsi Sunnah terhadap al-Quran
Sudah kita ketahui bahwa Sunnah mempunyai

kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Ia menempati

posisi ke dua setelah al-Quran. Al-Quran sebagai sumber

pertama memuat hukum-hukum yang bersifat global, yang

perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Di sinilah sunnah

menempati fungsinya sebagai sumber kedua.
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Dalam hubungan As Sunnah dengan Alqur'an dilihat
dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai
berikut :

a. Muagqid
Yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah
ditetapkan Al-Qur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh As
Sunnah, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam Al-
Qur'an dan dikuatkan oleh As Sunnah.
b. Bayan
Yaitu As Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-
Qur,an yang belum jelas, dalam hal ini ada tiga hal :

(1) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qut'an yang
masith mujmal.
Misalnya perintah shalat dalam Al-Qut'an yang mujmal,

diperjelas dengan Sunnah. Demikian juga tentang zakat, haji
dan shaum. Dalam Shalat misalnya.

(2) Membatasi kemutlakan ( zagyid al-muthlag)
Misalnya: Al-Qut'an memerintahkan untuk berwasiat,
dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya. Lalu kemudian As
Sunnah membatasinya.

(3) Mentakhshishkan keumuman,
Misalnya: Al-Qur’an mengharamkan tentang bangkai, darah
dan daging babi, kemudian As Sunnah mengkhususkan
dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut,
belalang, hati dan limpa.
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(4) menciptakan hukum baru.
Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring
kuat, dan burung yang berkuku kuat, dimana hal ini tidak
disebutkan dalam Al-Qut'an.

G. Independensi Sunnah Sebagai Sumber Hukum

Para Ulama sepakat tentang kedudukan Sunnah
sebagal bayani (menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum
al-Quran). Hal ini tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh
semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi Saw
ditugaskan Allah Swt. Namun dalam kedudukan Sunnah
sebagai dalil yang independen (berdiri sendiri) dan sebagai
sumber kedua setelah al-Quran, menjadi perbincangan dan
perbedaan di kalangan ulama. Perbedaan ini muncul
disebabkan oleh firman Allah yang menjelaskan bahwa Islam
telah sempurna, oleh karena itu tidak diperlukan lagi sumber
lain selain al-Quran, ternasuk Sunnah

Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  Sunnah
berkedudukan sebagai sumber atau dalil setelah al-Quran, dan
mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk
semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan beberapa
alasan, di antaranya adalah:

1. Banyak ayat al-Quran yang menyuruh umat Islam untuk
mentaati Rasul Saw. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkai
dengan ketaatan kepada Allah Swt. Sepeti yang terdapat
dalam Qs Annisa’ ayat 59 dan 80.

Yang dimaksud dengan mentaati Rasul dalam ayat adalah
mengikuti semua yang dikatakan dan dilakukan Rasul
sebagaimana tercakup dalam Sunnahnya.

2. Allah menyuruh umat untuk beriman kepada Rasul dan
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menetapkan beriman kepada Rasul bersama dengan
kewajiban beriman kepada Allah (al-Araf ayat 158)

3. Ayat-ayat al-Quran menetapkan bahwa apa yang dikatakan
Nabi seluruhnya berdasarkan wahyu (al-Najm ayat 3-4).

Menurut Ramadhan Buthi dari segi kehujjahannya, al-
Quran sama kedudukannya dengan Sunnah, yaitu sama-sama
dijadikan  dalil  hukum, walaupun dalam urutannya
(tingkatannya) kita letakkan setelah al-Quran.

Dalam kitab al-Muwafaqat dikatakan bahwa tingkatan
Sunnah setingkat di bawah al-Quran, artinya, ketika ada
pertentangan antara keduanya maka diambil yang ada dalam al-
Quran. Di antara dalilnya adalah:

1. Al-Quran bersifat Qath’i, sedangkan Sunnah bersifat
Zhanni. Qath’i harus didahulukan daripada zhanni.

2. Sunnah adalah penjelas dari al-Quran, atau menambahkan
apa yang ada dalam al-Quran, kalau begitu maka yang
menjelaskan berada dibawah yang dijelaskan, karena yang
menjelaskan tidak aka nada kalau tidak ada yang dijelaskan,
tetapi yang dijelaskan akan tetap ada walaupun tidak ada
yang menjelaskan.

3. Ada banyak Sunnah yang menerangkan bahwa tingkatan
Sunnah tidak sama dengan al-Quran, tetapi Sunnah berada
di bawah al-Quran. Di antaranya adalah Sunnah Mu’az bin
Jabal yang akan berhukum dengan Sunnah ketika tidak ada
lagi keterangan dalam al-Quran.

4. Imam Asy-Syaukani juga berpendapat bahwa Sunnah
adalah dalil yang independen dalam penetapan hukum.
Sunnah mempunyai kekuatan dalam penetapan halal dan
haram seperti al-Quran.
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Setelah melihat pendapat-pendapat di atas berikut
dengan dalil-dalil mereka, penulis berpendapat bahwa Sunnah
sama dengan al-Quran dari segi ia dipandang sebagai sumber
asli dalam hukum, tetapi dari segi kekuatan dan tingkatannya
Sunnah berada di bawah al-Quran, ia merupakan dalil setelah
al-Quran. Sunnah juga independen dalam penetapan hukum
ketika hal tersebut didiamkan dalam al-Quran.

H.Penutup

Sunnah  difungsikan  sebagai  hujjah  dalam
mengistinbatkan beberapa hukum Islam yang salah satunya
yaitu sunnah Qanliyah (perkataan Nabi) merupakan hadis Rasul
yang pernah beliau ungkapkan di berbagai kegiatan
dakwahnya. Di samping itu, keberadaan As-Sunnah menjadi
petunjuk untuk umat Islam dalam menjalankan aktivitas
hidupnya sehari-hari, baik secara individua atau kelompok.

Sunnah merupakan keterangan Nabi Muhammad SAW
baik berupa ucapan (sunnabh ganliyah), perbuatan (sunnab filiyah),
maupun ketetapan Nabi (sunnab tagririyah). Sunnah pula
merupakan sumber hukum kedua setelah al Qur’an. Hal
demikian itu disebabkan adanya perbedaan sifat, yaitu al
Qur’an bersifat ghati al wurud, sedangkan sunnah bersifat
dzhanni al wurnd.

Dari segi kekuatan, Sunnah berada satu tingkat di
bawah al-Qur’an. Fungsi Sunnah terhadap al Qur’an adalah
sebagai penguat (fz'gid) atas apa yang dibawa al Qur’an,
kemudian juga sebagai penjelas (zabyin) atas apa yang terdapat
dalam al Qur’an, selain itu pula keduduan Sunnah sebagai
mustaqillatnl hukmi atau menetapkan hukum baru yang belum
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ada hukumnya dalam al Qur’an. Oleh karenanya maka
sesungguhnya fungsi Sunnah sebagai sumber hukum Islam
dan al Qur’an merupakan dua hal yang menyatu sebagaimana
tak terpisahkan antara mubayyin dan mandbu al bayan, mufashil
dan mandhn jjmal dan antara juz’i dan kwulli. Adalah al Qur’an
yang membawa syariat secara ijmal dan sunnah yang

menjelaskannya secara juz’i.
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BAB 4
IJTIHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM
Oleh: Ratna Suraiya, S.H.I., M.HI.

A. Definisi Ijtihad dan Perkembangannya dalam Sejarah
Pemikiran Hukum Islam

Secara etimologi, istilah i) (G#rhad) adalah
dikeluarkan dari asal kata %) (dibaca a/-Juhd atau al-Jahd) yang
berasal dari kata ketja %32 - %3 (jahada-yajhadn) yang berarti
“mengerahkan  daya kemampuan” dan  “bersungguh-
sungguh.”(Ahmad, 1969: 486). Kemudian dari kata tersebut
mengalami peninggian makna (mubalaghah) sehingga menjadi
Agia)  (Gtihad), yang hanya digunakan untuk sesuatu yang
mengandung beban dan kesulitan. Oleh sebab itu, istilah z#ihad
secara etimologi lebih populer diterjemahkan sebagai : “upaya
pengerahan segala kemampuan dan kesungguhan untuk
memperoleh tujuan tertentu”( Qardhawi: 1986).

Para ahli bahasa Arab telah menjelaskan dengan
gamblang mengenai arti kata zi#had dalam kamus-kamus
mereka. Sementara untuk menjelaskan terminologinya dalam
diskursus hukum Islam ada sedikit masalah. Hal itu
dikarenakan kata zi#zhad dalam perkembangan maknanya tidak
sebagaimana yang dibayangkan selama ini, karena ia
mengalami dua fase pemaknaan yang masing-masing
memberikan dua model definisi, yaitu antara z#had dalam
makna khusus dan dalam makna umum ( Yahya : 2000)

1. Ijtihad dalam makna khusus; Maksudnya adalah
mendefinisikan istilah 7#had dengan membatasi ruang
lingkupnya pada persoalan-persoalan hukum yang tidak
direspons oleh teks-teks shariah yang otoritatif; al-Quran,
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Sunnah dan Ima’. Di sini jtibad tidak dilakukan untuk
menginterpretasi makna-makna hukum dari sumber literal
secara langsung, tetapi untuk mengungkap makna hukum
melalui rasio dengan masih mengikuti kerangka metodologi
tertentu yang —dalam perumusannya— berpijak pada dasar-
dasar metodologi yang telah tersirat dalam teks-teks
kewahyuan. Oleh karena penyandarannya atas teks-teks
kewahyuan dilakukan secara tidak langsung maka
pengamalan zi#ihad rasional ini diposisikan sebagai alternatif
terakhir setelah teks-teks otoritatif tidak lagi memberikan
kepastian hukum atas suatu persoalan, dan termasuk pada
tingkat otoritas teks ini adalah za‘ Ijma‘ (konsensus ulama)
pada awalnya juga merupakan hasil dari pikiran rasional
seorang ulama, namun karena hasil pemikiran tersebut
memiliki kesamaan dan kemufakatan bagi seluruh ulama
sehingga dianggap bahwa indicator (%/ah) hukum dari
persoalan yang didiamkan oleh #as telah terungkap,
sehingga urgensinya dianggap lebih kuat dari sekedar zizzhad
personal. Sehingga dalam teori hukum Islam konvensional
kita kerap menjumpai graduasi dalil atau sumber-sumber
hukum Islam adalah berjumlah empat; al-Quran, Sunnab,
yma', dan Ijtibad atau giyas, menurut kesepakatan mayoritas.
Pembatasan konsepsi 7#had pada persoalan di luar teks
adalah sebuah pandangan yang mentradisi di kalangan ahli
fikih pada masa permulaan Islam. Sebagaimana mereka
memiliki kecenderungan untuk tidak banyak tanya atas
masalah-masalah keagamaan yang muncul karena khawatir
bisa  memperkeruh  pemahaman  mereka  sendiri
(Muhammad :17). Sikap diam dan patuh sepenuhnya
terhadap titah agama menjadi sebuah karakteristik tersendiri

yang berlanjut hingga masa Sahabat dan masa setelahnya.
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Para ulama golongan Sahabat cenderung untuk tidak
banyak tanya dan terhitung sedikit melandasi fatwa-
fatwanya dengan j#had dan bahkan mereka benar-benar
tidak menyukai berpedoman hukum dengan dalil rasional
itu.  Hal ini disebabkan karena mereka khawatir
mencampur-adukkan ajaran agama dengan penalaran rasio
yang dekat dengan hawa nafsu (Al Qurthubi :2006) Namun
demikian, bukan berarti bahwa ulama fikih yang hidup di
masa awal Islam tidak menerapkan j#7had sama sekali, hanya
saja prosentase aplikasinya dalam penggalian hukum lebih
didominasi oleh dimensi literal kewahyuan.

Kecenderungan semacam ini terus berlanjut hingga di
masa imam-imam mujtahid dan berlaku sebagai doktrin
dalam berfikih sekalipun problematika hukum semakin
menantang. Pada gilirannya di masa imam al-Shafi’i (150-
204 H.) ketika pemikiran hukum Islam mulai tersaji ke
dalam sebuah teori yang baku. Maka yang terlihat adalah
kecenderungan untuk tetap menempatkan j#had sebagai
alternatif terakhir setelah tiga dalil hukum yang otoritatif
tidak menjelaskan solusi hukum (Shakir : 1979). Iitihad
menurut al-Shafi’i adalah apa yang ia namakan sebagai gzyas
(konsep analogi) itu sendiri. Proses analogi dilakukan
karena ditemukan indicator (%/ah) yang sama antara
persoalan yang telah tersurat pada teks dengan persoalan
baru yang tidak tersurat. Konsep ini memberikan arti
bahwa, muatan hukum yang secara eksplisit disebutkan
oleh teks digunakan untuk persoalan lain yang tidak
disinggung oleh teks. Dengan kata lain, analogi tidak bisa
dilakukan secara bebas tetapi dengan berpijak pada
kerangka berpikir literalisttk walaupun secara tidak
langsung.
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Dari sini dapat dipahami bahwa konsepsi 7tibad versi
al-Shafi’i adalah upaya penalaran makna hukum yang
terproyeksikan  pada  persoalan-persoalan yang  tidak
direspons oleh teks-teks wahyu, untuk dilakukan
rasionalisasi tetapi dengan tetap berpijak pada kerangka
berpikir literalistik kewahyuan (Abu Zayd : 1992). Karena
konsep tihad tidak memiliki persinggungan langsung
dengan wahyu dan lebih menekankan kepada analogi
sehingga keberadaannya tidak dikatagorikan sebagai kaidah
interpretasi teks (fabm al-Nas) melainkan sebagai dalil
tersendiri setelah al-Quran, sunnah, dan zma’. Terminologi
ytihad dengan makna khusus inilah yang kemudian diamini
oleh para ulama pengikut madhhab dan lainnya.

2. Ijtihad dalam makna umum; Mencermati pemaknaan
ytibad secara khusus di atas dipahami bahwa ztihad
dilakukan ketika tidak ada teks-teks keislaman yang
otoritatif. Dengan berlalunya waktu, z##bad mengalami
perkembangan yang cukup berarti . Qiyas yang sebelumnya
diamalkan untuk memberikan hukum pada masalah yang
tidak memiliki teks diperluas berkaitan dengan teks-teks.
Qiyas tidak lagi terpenjara hanya terkait dengan masalah
yang tidak memiliki teks saja. Bahkan lebih dari itu, usaha-
usaha penyempurnaan % wsul al-Figh semakin mendapat
perhatian. Terutama berkaitan dengan masalah memahami
teks.

Abu al-Husain al-Basri (w. 436 H.) dalam bukunya a/-
Mu'tamad menuliskan : “Ketahuilah bahwa para ahli fikih
mengkatagorikan masalah-masalah  j#had berkaitan juga
dengan al-Quran seperti niat dalam berwudn dan tertib
(berurutan satu persatu), demikian juga bahwa huruf wawu
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memiliki arti tertib dan terkumpul” ( al-Basri al-Mu’tazili :
1964). Lebih dari itu, Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H.)
berpendapat bahwa cakupan z#had —sebagai dalil rasional—
tidak keluar dari bingkai teks. Alasan beliau terkait erat dengan
sumber-sumber dalil yang menurutnya ada empat; pertama al-
Quran, kedua Sunnab, ketiga ijma’, serta keempat dalil rasional
dan istishab  yang keduanya menunjukkan tidak adanya
pertangeungan jawab seorang mukallaf di hadapan Allah
sebelum ada teks yang sampai padanya”( Hamid al-Ghazali :
2000). Al-Ghazali memperluas jangkauan zt/had kepada segala
bentuk upaya yang bertujuan memperoleh pengetahuan
hukum shariah. Untuk itu dalam pendefinisian ztibad
dituliskan dengan kalimat umum yang mencakup interpretasi
teks dan juga penalaran rasio. Dalam definisi terminologinya,
ytibad adalah : “mengerahkan kemampuan seorang mujtahid
dalam mencari keyakinan (pengetahuan) atas hukum-hukum
shari’ah”. Sedangkan makna z#had yang sempurna adalah :
“dengan mengerahkan segala kemampuan untuk memperoleh
tujuan, dengan upaya maksimal di mana kemampuan diri tidak
dapat lagi memberikan sesuatu yang lebih untuk
memperolehnya.

Terlihat sebuah perbedaan yang sangat mendasar
berkaitan dengan pandangan wulama sebelumnya yang
membatasi 7j#had hanya pada masalah yang tidak memiliki teks,
sementara ulama setelah mereka menjadikan teks sebagai
kajian ztzhad. Pada awalnya 7itzhad adalah intaj al-Ma'rafi (hasil
pemikiran) sementara sekarang berubah menjadi fahm al-Nas
(memahami teks). Beberapa wulama yang memberikan
pemaknaan z#had dalam makna umum ini adalah Abu Ishaq
al-Shayrazi (W. 472 H.), Sayf al-Din al-Amidi (w. 631 H.),
Nasir al-Din al-Baydawi (w. 685 H.), al-Futuhi, al-Shanqiti,
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Muhib Allah ibn ‘Abd al-Shakur, ‘Ala’ al-Din al-Bukhari, dan
selainnya ( Yahya Muhammad et el: 21)

Sebagian lainnya tidak hanya terhenti pada teks tetapi
melebarkannya mencakup masalah-masalah akal. Sebagaimana
dapat ditemukan pada definisi z#hbad yang ditulis oleh Abu
Muhammad al-Salimi (W. 1332 H). Ia mendefinisikan ztibad
sebagai : “Usaha keras seorang ahli fikih untuk mendapatkan
solusi masalah lewat shari’ah (al-Quran dan Swnnh) atau akal.
Sesungguhnya saya menyebutkan itu mencakup akal karena
ytihad juga berlaku padanya” (Hamid al-Salimi : 1978) Dapat
dikatakan bahwa ini adalah sebuah usaha untuk meluaskan
sumber-sumber hukum shari‘ah yang oleh mayoritas ulama
ada empat; al-Quran, Sunah, lima’ dan Qiyas. Ijtibad dalam
makna umum adalah murni sebagai sebuah proses kerja ilmiah
untuk menyimpulkan sebuah hukum dari sumber-sumbernya.
Ijtihad dalam konteks ini bukan sumber hukum shari’ah dan
tidak akan pernah menjadi sumber hukum shari’ah.

Ijtihad dalam makna umum —yang bertindak sebagai
dalil hukum untuk masalah-masalah di luar teks dan sebagai
alat untuk menginterpretasi teks— dalam perkembangan
diskursus hukum Islam saat ini menjadi tawaran alternatif
untuk menjembatani dua arus pemikiran yang berseberangan.
Yakni antara pihak yang ingin mengembalikan konsepsi
hukum Islam kepada pola tekstual dan yang cenderung over
rasional sehingga melakukan interpretasi hukum tanpa
metodologi dan batasan-batasan yang jelas. Walaupun pada
dasarnya gagasan mereka sama-sama sebagai upaya
pembaharuan atas pola-pola pemikiran agama yang cenderung
doctrinal, _Baca lebih jauh_ (‘Ali Jum’ah : 1993).

Secara terminologis menurut para pakar pendefinisian
ijtihad dalam (Zuhayli : 1037).
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1. Pengerahan kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan
bertaraf asumtif (3hann) atas hukum-hukum syara’, dengan
upaya maksimal di mana kemampuan diri tidak dapat lagi
memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Definisi ini
diungkapkan oleh Al-Amudi, dan Ibn al-Hajib. Dengan
pengertian ini, ijtthad hanya belum mencakup pengetahuan
bertaraf gabanni, kebenaran gath’i (pasti) belum tercakup di
dalamnya. Begitu pula, pengetahuan bertaraf kebenaran
ghanni yang tidak diakui legalitasnya, masih terakomodasi
dalam definisi ini.

2. Pengerahan kemampuan dari seorang mujtahid dalam
mencapai keyakinan atas hukum-hukum syara'. Definisi
yang diungkapkan Al- Ghazali ini berkebalikan dengan
definisi pertama, yakni mengkaitkan ijtihad dengan obyek
hukum berdimensi kebenaran pasti, padahal, sebagian besar
produk ijtithad adalah pengetahuan bernalar hann:.

3. Pengerahan kemampuan dalam menemukan hukum-hukum
syara Definisi yang dilontarkan Al-Baidlawi ini mencakup
dimensi kebenaran rasio (‘aqlyyab) dan doktrinal (nagliyyabh),
kebenaran pasti (qath’Z) dan kebenaran asumtif (gbanni).

4. Al-Zarkasyi  mendefinisikan ~ bahwa  ijtthad  adalah
pengerahan segenap kemampuan dalam menemukan
hukum-hukum syari’at berdimensi praktik (amaliyyah)
dengan jalan menggalinya dari sumber-sumbernya
(zstinbath). Definisi mengecualikan aktivitas penggalian
hukum-hukum syari'at berdimensi keyakinan. Aktivitas
semacam ini tidak dinamakan ijtihad kendati para pakar

teologi menyebutnya juga dengan ijtihad.
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B. Pensyariatan Ijtihad

Ijtihad merupakan salah satu pilar pokok tegaknya
syari’at. Banyak dalil yang menunjukkan anjuran untuk
melaksanakannya, baik secara eksplisit maupun implisit. Di
antara dalil-dalil tersebut adalah firman Allah :

B AL Gy L G a3 Gally i e G G

Artinya : Sesunggubnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an)
kepadamu  (Nabi Mubammad) dengan  hak  agar kamu
memutuskan/ mengadili (perkara) di antara manusia dengan
apa yang telah Allah ajarkan kepadanm.

(QS : An-Nisa’ 105).

5308 o 3 LY s 5

Artinya @ Sesunggubnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS: Ar-Rum 21)

Dari As-Sunnah kita temukan banyak hadis yang
memberikan justifikasi tentang keharusan ijtihad. Di antaranya
adalah hadits yang dijadikan z#dla/ oleh Imam Al-Syafi’l dari
‘Amr bin al-‘Ash, ia mendengarkan Rasulullah bersabda :

Al A% TaAls 3880 282135 o) oAl Al Clals 3giats sl &)
(ploas sl ol 5 )

Artinya : Jika seorang hakim menghukumi dengan berijtihad kemudian
benar, maka baginya dua pahala, jika ia menghukumi
dengan bergjtibad dan ternyata salah, maka baginya satu
pabala (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan juga hadis Mu’adz bin Jabal tatkala mendapatkan
pembekalan Rasulullah SAW. Sebelum diutus sebagai gadli ke
daerah Yaman. Ketika Rasulullah menanyakan, apa yang
dijadikannya dasar pengambilan Keputusan, Muadz menjawab,
Al-Qur’an, kemudian sunnah Rasul-Nya, dan ijtthad sebagai
jalan terakhir, bila tidak ditemukannya penjelasan dalam dua
sumber syari’at tadi.
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C. Ruang Ijtihad

Al-Ghazali menggariskan, bahwa permasalahan-
permasalahan yang boleh untuk dijadikan obyek ijtihad adalah
setiap hukum syara’ yang tidak terdapat dalil Qath’i (Al-
Zarkasyi : 2000) yang menjelaskan. Karena permasalahannya
permasalahan yang berdimensi rasional serta hal-hal yang
berkaitan dengan teologi bukan merupakan wilayah cakupan
ijtihad, karena kebenaran dalam permasalahan-permasalahan
ini adalah monopolistic, hanya satu, sedangkan sang pembuat
kesalahan akan mendapatkan dosa. Sementara yang
dikehendaki oleh objek ijtihad di sini adalah permasalahan-
permasalahan yang mana pembuat kesalahan tidak dianggap
berdosa. Sedangkan status hukum shalat lima waktu, kewajiban
zakat dan hal-hal lain yang telah disepakati keberadaan dan
kebenarannya oleh umat, adalah termasuk doktrin-doktrin
syari’at yang sangat jelas, dalil-dalilnya pun ga#h% sehingga
orang yang memiliki pemikiran berbeda dengan kesepakatan
umat di atas, akan mendapatkan dosa pula, dan inipun bukan
merupakan wilayah cakupan ijtthad (AL-Ghazali : Juz II
hlm.354). Karenanya dalam keterkaitannya dengan aktivitas
jjtthad,  hukum  syara’ terklarifikasikan  dalam  dua
pengelompokan besar, hukum hukum syari’at yang bisa
dijadikan sebagai obyek ijtihad, dan hukum-hukum syari’at
yang tidak dapat dijadikan sebagai obyek ijtihad.

Hukum-hukum syari’at yang tidak dapat diberlakukan
secara obyek ijtthad, adalah hukum-hukum syari’at yang secara
luas telah diketahui kaum muslimin, secara sekilas dapat
dipaham pesannya, atau hukum yang ditetapkan dalil berstatus
qath’tyy al-tsubuth sekaligus gath’iyy al-dilalah, seperti kewajiban
shalat lima waktu, puasa, zakat, haji, dua kalimah syahadat,
keharaman zina, pencurian,gbamar, pembunuhan, dan sanksi-
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sanksi hukumannya yang secara tegas dan lugas disampaikan
dalam Al-Qur’an, sebagaimana ayat :

~aila Tl gha 205 08 15880 0305 4130

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka
deralah tiap-tiap seorang dari kednanya seratus kali dera (
QS: An-nur 2)
Ayat ini telah jelas maksudnya dalam hal jumlah
cambukan.
SN ) 85 5Dl | sadl
Artinya: Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat( QS: An-Nisa’
77)

Telah jelas maksud yang dikehendaki dari shalat dan
zakat setelah al-sunnah mengajarkan kita implementasi dari
dua kewajiban tersebut. Demikian pula hadits mwutawatir yang
menjelaskan tentang tata cara memenuhi kewajiban zakat.

Sedangkan hukum-hukum yang dapat dijadikan obyek
ijtthad adalah hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan
dalil-dalil yang zbanniyy al-tsubut, atau berdimensi salah
satunya,serta hukum-hukum yang tidak dijelaskan oleh nash
berdimensi ghanniyy al-tsubut, maka bentuk ijtihad diarahkan
pada penelitian tentang sanad dan jalan periwayatan hingga
sampai pada kita, serta penilaian taraf kapabilitas(dabih,
kemampuan hafalan)dan akseptabilitas para Riwayat (‘adalab,
integritas moral). Seringkali terjadi perbedaan pandangan dan
penilaian masing-masing mujtahid mengenai status para
periwayat sekaligus dalil yang diriwayatkannya. Sebagian dari
mereka menerima sebuah hadis misalnya, karena kemantapan
hati dan keyakinannya akan adanya dalil tersebut. Sebagian
yang lain menolak dalil tersebut karena meragukan status
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periwayatannya. Dari sinilah timbul perbedaan kesimpulan
hukum di antara para mujtahid dalam permasalahan fikih.

Bila Nash yang ada berdimensi ghannniyy al-dilalah,
maka bentuk ijtthad diarahkan pada penelitian tentang
pemahaman makna yang dikehendaki dari nash tersebut, serta
kekuatan penunjukkan atas makna. Terkadang nash tersebut
memiliki cakupan umum atau mutlak, terkadang berupa shighat
amar ( bentuk perintah) atau naby (bentuk larangan)terkadang
menunjukkan #ash secara eksplisit atau implisit. Atau suatu
dalil secara verbal bercakupan umum, dan tetap diberlakukan
keumumannya, atau di-fakbsish pada sebagian cakupannya
dengan dalil lain. Dalil berdimensi mutlak terkadang tetap
diberlakukan kemutlakannya, atau dibatasi dengan gayyid dari
dalil yang lain. Bentuk perintah, kendati pada dasarnya
menunjukkan kewajiban, tidak jarang pula menunjukkan
hukum sunnat, mubah, bahkan haram. Begitu juga bentuk
larangan, meski pada dasarnya menunjukkan hukum haram,
tidak jarang pula menunjukkan hukum makruh, demikian
seterusnya.

Dan bila permasalahannya yang membutuhkan
justifikasi secara syara’ tidak terdapat penjelasan status
hukumnya dalam #ash atau ijma’, maka bentuk ijtihad
diarahkan pada penalaran-penalaran logis, seperti qiyas, stzhsan,
mashlabah mursalah, nrf, istishhab atau dalil kontroversial lainnya.

Demikian, secara umum dapat disimpulkan, bahwa
ruang ijtihad adalah permasalahan-permasalahan yang tidak
dijelaskan sama sekali oleh #ash, atau permasalahan-
permasalahan yang terdapat penjelasannya dari zash yang
bukan qath’i, ijtthad tidak boleh diterapkan pada
permasalahan-permasalahan yang gath’, seperti hal-hal yang
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harus diyakini dengan simpul keyakinan yang mantap dari
prinsip-prinsip dasar agama.

D.Hukum Ijtihad dan Eksistensi Mujtahid Sepanjang
Masa

Tatkala pengetahuan terhadap hukum-hukum Allah
dalam setiap problematika kehidupan merupakan sesuatu yang
mutlak diperlukan, sementara mewujudkan hal ini dengan
penalaran logika bukan merupakan kewajiban individual, maka
keberadaan aktivitas ijtthad bagi para mujtahid adalah suatu
kewajiban kolektif (fardbu kifayah). Asumsi semacam ini
diutarakan oleh banyak ulama’. Namun, secara terperinci,
hukum melakukan ijtihad bagi seorang mujtahid terbagi dalam
empat kategori, fard/u ‘ain ( kewajiban individual), fardlu kifayah
(kewajiban kolektif) dan bahkan haram (al-Zubhaili : op.cit, Juz
10).

Ijitihad merupakan fardhu ain atas seorang mujtahid
dalam dua kondisi. Pertama, tatkala ia menemui suatu
permasalahan  yang berkenaan dengan dirinya, yang
membutuhkan solusi secara syara'. Dalam kondisi ini ia
diharuskan segera melakukan ijtthad, kemudian melakukan
hasil ijtithad tersebut, la tidak diperbolehkan bertaqlid pada
selainnya dalam rangka kepentingannya, atau kepentingan
selainnya. Karena cetusan hukum seorang mujtahid adalah
hukum Allah, sebatas asumsinya. Karenanya, beramal dengan
sesuatu yang diduga kuat sebagai hukum Allah adalah
keharusan. Kedua, tatkala ia ditanyai oleh seseorang
berkenaan dengan suatu kejadian yang harus segera
mendapatkan solusi jawaban secara syara’ sementara tidak ada
seorang pun mujtahid selain dirinya. Dalam kondisi ini
pun,jjtihad merupakan satu-satunya jalan yang harus ia
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lakukan, dengan segera bila kebutuhan mendesak, atau secara
jangka Panjang jika kebutuhan belum mendesak. Hal ini karena
ketiadaaan ijtihad menyebabkan suatu kondisi zz’&bir al-bayan
‘an waqti al-hajat (penundaan kejelasan hukum saat dibutuhkan),
dan secara syara’, hal ini tidak boleh terjadi.

Ijitihad merupakan fardhu kifayah bila suatu kasus
hukum yang terjadi, diharapkan pada lebih dari seorang
mujtahid. Bila seorang dari mereka telah memenuhi kewajiban
melaksanakan aktivitas ijtthad guna menemukan Solusi
hukumnya, maka kewajiban atas yang lain menjadi gugur. Bila
tidak seorangpun melakukannya, maka semuanya berdosa.

Ijtihad berdimensi hukum sunnah tatkala suatu kasus
hukum secara factual belum terjadi. Dengan ijtthad dalam
permasalahan ini hingga membuahkan sintesa hukum, seorang
mujtahid telah mempersiapkan perangkat hukumnya begitu
kasus semacam itu benar-benar terjadi. ijtthad bisa berhukum
haram bila dilakukan pada tataran argumentasi #ash yang gath’,
atau dengan melanggar consensus ulama’dalam sebuah
fjma’yang valid.

Dari celah kesimpulan di atas, timbul pertanyaan besar,
yakni tatkala dalam konteks social kemasyarakatan, ijtihad
merupakan suatu keniscayaan dalam menemukan Solusi
hukum dari problematika yang mengemuka, mungkinkah
dalam suatu masa tidak terdapat seorang pun mujtahid?

Permasalahan klasik yang sejak lama menjadi bahan
perdebatan para ‘ulama ini muncul mengiringi paket pemikiran
taglid, fanatisme madzhab dan puncaknya mengembang pada
suatu keputusan kontroversial pendeklarasian tertutupnya
pintu ijtithad.Wahbah al-Zuhaili menuturkan, bahwa mayoritas
ulama’ berpandangan, sangat mungkin, dalam suatu masa tidak
terdapat seorang pun mujtahid. Di antara mereka yang
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berpandangan demikian adalah Al-Razi, Al-Ghazali dan Al-
Qaffal. Mereka berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW:

uﬁgj\&@zgﬂpu,j\g‘@-*-'Lc\ﬁ\eu\u&ym &)
o )5 1 3HE A Wt Gl A0 e 33 13 S elalad)
aale Oal 5 s2e il 5 2eal s lagill ol 5 ) skl 513l e
(e &l e (e
Artinya : Sesunggubnya, Allah tidak mencabut ilmu begitu saja, yang
dicabut-Nya dari para hamba. Akan tetapi Allah mencabut
- dengan  mencabut (mewafatkan)para wulama’, hingga
tatkala tidak tersisa seorang pun wulama’ maka manusia
mengambil orang-orang yang bodoh sebagai peminpin, mereka
ditanyai kemudian berfatwa tanpa ilmn. Mereka sesat dan
menyesatkan. (HR. Bukhari, Muslim, Turmudzi dan
Ibnu Majah dari Abdullah bin ‘Umar)

Nabi SAW. Memberitahukan pada kita tentang
datangnya suatu zaman yang dipenuhi orang-orang bodoh,
tidak seorang pun mujtahid. karenya, pernyataan ketidak
mungkinan suatu zaman tanpa kehadiran seorang pun
mujtahid adalah pendustaan terhadap berita yang disampaikan
Rasul, sementara muatan dusta dalam berita yang dibawa Rasul
adalah suatu kemustahilan.

Di pihak lain, sekelompok ulama’ berpandangan
bahwa suatu zaman tanpa kehadiran mujtahid. Ada dua
argumentasi yang mereka ajukan dalam memperkuat tesis ini
(Al-Zubhaili : ibid, Juz II, 1070).

Pertama, sabda Rasulullah :
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Artinya: Tidak henti-hentinya umat ini menampakkan kebenaran,
tidak membabayakan mereka penentangan orang-orang yang
menentangnya, hingga datang perintah Allah (yakni hari
kiamat). (HR. Muslim)

Kandungan hadis di atas tidak akan terwujud secara
nyata bila dalam suatu masa tidak terdapat seorang pun yang
menunjukkan atas kebenaran sementara fungsi semacam ini
hanya dapat dijalannkan oleh seorang mujtahid.

Kedua, ijtthad adalah fardbu  kifayah, karena
problematika umat dari masa ke masa senantiasa mengemuka.
Dan, dalam konteks syariah, Solusi penyelesaiainnya tidak lain
hanyalah ijtthad. Maka jika dalam suatu masa tidak terdapat
seorang pun yang melakukan aktivitas (mujtahid), maka sama
halnya umat bersepakat atas kebatilan, sementara syara’
memberikan garansi keterpeliharaan umat Muhammad saw
dari kesepakatan berbuat dosa.

Dari argumentasi kedua kubu pemikiran di atas,
dengan dua hadits yang seakan-akan kontradiktif, barangkali
perlu adanya kompromi. Yakni, bahwa hadits pertama
diarahkan pada suatu masa di mana telah muncul tanda-tanda
besar akan terjadinya kiamat, berupa terbitnya matahari dari
arah barat atau tanda-tanda yang lainnya. Sedangkan hadis
kedua, kandungan maknanya dibatasi hingga masa-masa akhir
menjelang terjadinya kiamat. Yakni bahwa mujtahid senantiasa
muncul pada setiap masa, hingga matahari terbit dari arah
terbenamnya. Kompromi semacam inilahyang ditawarkan oleh
Al-Subuki. Ia menyatakan bahwa secara rasional, ketiadaan
mujtahid dalam suatu masa, bukanlah hal yang mustahil.
Namun, secara factual, hal ini tidak pernah terjadi (Al-Mahalli :
1995).
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E. Stratifikasi Mujtahid

Ijtihad yang merupakan derajat tertinggi dalam bidang
keilmuan syari’at islam, tentu saja persyaratan yang harus
dipenuhi untuk menuju ke sana begitu ketat. Namun,
kualifikasi seorang mujtahid mutlak seperti empat imam
pendiri madzhab. Seiring dengan dengan melemahnya gairah
keilmuan dan merebaknya paradigma taqlid di kalangan para
cendekiawan muslim, muncul term mujtahid dengan sandaran-
sandaran tertentu, seperti mujtahid muqayyad, mujtahid
madzhab, mujtahid fatwa dan sebagainy. Beragam pula model
pembagian dan staratifikasi mujtahid yang diungkapkan para
teoritis. Salah satunya adalah sebagaimana paparan berikut (Al-
Zuhaili,ibid : Juz II).

Pertama, mujtahid mustagill, yaitu seseorang yang
memiliki kemampuan menggali hukum langsung dari Al-
Qur'an dan hadits, dengan menggunakan teori-teori ushul dan
kaidah yang mereka ciptakan sendiri, seperti Qiyas istihsan,
sadd al-dzara, mashlahah mursalah dan lain-lain. Masuk dalam
kategori ini, adalah semua fuqaha' shahabat, dan sebagian
tabi’in.seperti Sa'id bin al-Musayyab dan Ibrahim al-Nakha'.
Dari generasi setelahnya seperti Ja'far al-Shadiq, Muhammad
Al-Baqir, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Al-Syaf’l, Ahmad bin
Hanbal, Al-Auza'i, Laits bin Said, Sufyan al-Tsauri, Abu Tsaur,
dan lain-lain. Mereka semua adalah mujtahid mustagill (mandiri,
independen) meskipun pendapat-pendapat sebagian mereka
tidak terbukukan secara khusus, hanya teriwayatkan secara
lisan dan ditemukan dalam sebagian kitab-kitab terdahulu.
Mujtahid mustaqill sebagaimana diungkapkan Ibn al-Qayyim,
telah terputus semenjak pada ahd ke-4 H. Namun Al-Suyuthi
menyanggah asumsi ini, ia mengklaim babwa mujtahid
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mustaqill tetap wujud sampai akhir zaman. Hal ini berlandaskan
sebuah hadits:
o150) el e 33 G A 20s 08 5 e 31 el Sl
(30 ‘;Jocqj\aﬁi
Artinya: Sesunggubnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini
(umat Islam) pada penghujung setiap seratus tabun orang-
orang yang memper- baharui permasalahan agamanya’. (HR.
Abu Dawud dari Abu Hurairah ra.)

Kedua, mujtahid wuthlag ghair mustaqill - al-muntasib,
yaitu seseorang yang sudah memenuhi kriteria-kriteria sebagai
mujtahid, namun ia belum mampu menciptakan kaidah dan
ushul secara mandiri, dan masih berpegang pada kaidah dan
ushul madzhab imamnya. Dalam Ungkapan lain mujtahid @/
muntasib adalah seseorang yang menggunakan kerangka dasar
imamnya kemudian melakukan penalaran hukum dalam
cabangnya. Dari kalangan Hanafiyyah ada Abu Yusuf,
Muhammad bin Hasan, dan Zafr Dari kalangan Malikiyyah
seperti Abdurrahman bin Qasim, Al-Asyhab, Ibn Wahb dan
Ibn Abd al-Hakam Dart kalangan Syafi'iyyah terdapat Al-
Buwaithi. Za’farant dan Al-Muzani. Mujtahid semacam ini
tidak pernah terputus pada periode-periode awal setelah
periode shahabat.

Ketiga, mujtahid muqgayyad al-madzhab, yaitu seseorang
yang memiliki kemampuan mencetuskan hukum-hukum yang
belum pernah dijelaskan oleh para imam madzhab dengan
berpegang pada kaidah ushul serta terinspirast dari perilaku
pencetusan hukum cabangan figh imamnya (#bag, atau
semacam qiyas atas teks pendapat imam madzhab). Mujtahid
semacam ini,, sebagaimana diungkapkan kalangan Malikiyyah,
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adalah orang-orang yang tugasnya hanya menyamakan ‘iat
figh yang dikemukakan para pendahulu- nya ke dalam
permasalahan-permasalahan  yang tidak mereka jelaskan.
Mujtahid dengan strata demikian 1n1 tidak akan terputus kapan
saja. Dar kalangan Hanafiyyah sepertt Hasan bin Ziyad, Al-
Karkhi dan Al-Thahawi, dan kalangan Malikiyyah seperti Al-
Abhart dan Ibn Abi Ziyad. Dart kalangan Syafi'iyah seperti
Abu Ishaq al-Syairazi.

Keempat, mujtahid ‘arjih, yaitu seseorang yang
memiliki kemampuan melakukan farjih (preferensi, penguatan
dengan pembandingan dalil-dalil), memberikan penelitian
terhadap pendapat-pendapat para imam madzhab atau
pendapat imam madzhab dengan para muridnya. Mujtahid
tarjib ini dalam kapasitasnya masih berada di bawah tingkatan
mujtahid  mugayyad ~ Al-Nawawi  dalam  sebuah  karya
monumentalnya, Al-Majmu’ menyatakan bahwa dirinya adalah
orang yang mampu memahami ilmu agama, hafal dengan
pendapat dan fatwa imamnya, mengetahui argumen-
argumennya dan mempunyai kemampuan menetapkan, men-
tarjih, memberikan penelitiaan kuat dan lemahnya pendapat.
Termasuk dalam strata ini adalah Abu al- Hasan al-Quduri dan
Al-Marghinani, pengarang kitab Al-Hidayah dari kalangan
Hanafiyyah.

Kelima, mujtahid fatwa, yaitu orang-orang yang
memiliki  kepedulian  terhadap  kelangsungan  madzhab
imamnya dengan turut melestarikan, mengutip, mengkaji dan
mengupas pendapat imamnya. akan tetapi belum mampu
melakukan tarjih dan meyang mberikan penialain  kuat
lemahnya sebuah pendapat. Orang seperti ini, sebagaimana



69

terungkap dalam sebuah keterangan, termasuk kategori
muqallid. Ibn Abidin bertamsil, mereka adalah orang-orang
yang belum bisa membedakan antara kurus dan gemuk kanan
dan kiri. Mereka mengadopsi apa saja yang mereka peroleh,
seperti halnya pencari kayu di waktu malam. Mujtahid
semacam ini sudah banyak pada masa-masa akhir ini.
Sementara itu, Ibn al-Qayyim menjelaskan stratifikast mujtahid
(atau lebih tepatnya mufti) dan klasifikasinya dalam model
yang berbeda. Ia mengklasifikastkannya dalam empat
pembagian (Al-Qayyim : 1973).

Pertama, seseorang yang mengetahui kitab-kitab
Allah, hadits-hadits Rasulullah serta fatwa para shahabat. Ia
menggunakan kemampuannya untuk berijtihad dalam hukum
permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan
menggunakan dalil-dalil tersebut. Pada suatu kesempatan ia
bertaqglid kepada mujtahid lain, namun hal ini tidak menafikan
kapasitasnya sebagai seorang mujtahid. Sebab, hampir tidak
pernah dijumpai, para mujtahid yang tidak bertaqlid kepada
mujtahid lain dalam sebagian persoalan. Imam Al-Syafr’i yang
telah disepakati kemampuan ijtihadnya dalam permasalahan
haji bertaglid kepada Imam Atha’. Mujtahid semacam ini
diperbolehkan untuk berfatwa dan meminta fatwa kepadanya.
Dengan kapasitas kemampuan setaraf dengan mujtahid seperti
ini, telah tercapailah kewajiban melakukan ijtihad. Mereka
termasuk dalam kategori para pembaharu agama, sebagaimana
dalam hadits yang dipaparkan sebelumnya. Senada dengan
hadits tersebut, Ali bin Abi Thalib pernah berkata: "Dunia
tidak akan pernah sunyi dari orang-orang yang menegakkan
kebenaran karena Allah".

Kedua, seseorang yang memiliki kemampuan
mencetuskan hukum- hukum permasalahan dengan berpegang
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pada kaidah wushul para imam madzhab. Ia mampu
mencetuskan hukum-hukum yang belum pernah dijelaskan
imam madzhabnya dengan menganalogkannya dengan cetusan
hukum sang imam, tanpa harus bertaglid kepada imamnya,
baik dalam pencetusan hukum maupun pemaparan
argumentasinya. Seperti Al-Qadi Abu Ya'la dart kalangan
Hanafiyah.

Ketiga, seseorang yang memiliki kemampuan
melakukan analisis atau ijtthad terhadap pendapat-pendapat
imamnya, mampu menetapkannya dengan argumen dan
mengukuhkan fatwanya, akan tetapi ia enggan berlainan
pendapat dengan imamnya dalam permasalahaan apapun.
Selama ia menemukan hukum yang pernah dijelaskan imam
madzhabnya, ia tidak akan berpindah pada yang lain. Banyak
di antara mereka yang beranggapan, tidak perlu mengetahui
katab-kitab Allah, sunah Rasul-Nya, dan pengetahuan bahasa
dan gramatika Arab, karena mereka telah menganggap cukup
dengan pendapat-pendapat yang pernah dijelaskan imamnya.
Pendapat imam madzhab bagi para pengikutnya layaknya Al-
Qutr'an dan hadits.

Keempat, sescorang yang mendalami figh madzhab
imamnya, meng- hafalkan fatwa-fatwa dan hukum-hukum
cabangannya, sekaligus meng- ikrarkan dirinya dalam bertaqlid
buta kepada imamnya. Andai saja mereka mengemukakan Al-
Qur'an dan hadits, hanyalah sekedar zabarruk saja, bukan
karena berhujah. Mereka beranggapan imamnya lebih alim
daripada yang lain, schingga tatkala menemukan fatwa
shahabat yang bertentangan dengan pendapat imamnya, yang
mereka adopsi adalah pendapat imamnya, bukan pendapat
shahabat.
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BAB 5
ASAS-ASAS HUKUM ISLAM
Oleh: Susiana,SHI,MA

Hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang
bersumber dari ajaran agama Islam, yang diwahyukan melalui
Al-Qur'an dan Hadis. Sistem hukum ini mengatur berbagai
aspek kehidupan umat Islam, baik yang bersifat pribadi
maupun sosial. Asas-asas hukum Islam mencakup prinsip-
prinsip dasar yang mendasari penerapan hukum dalam
kehidupan sehari-hari, serta cara pandang terhadap keadilan,
moralitas, dan etika.

Asas-asas hukum Islam mencakup konsep-konsep
tundamental seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan,
yang diterjemahkan dalam berbagai peraturan dan ketentuan
hukum. Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa
penerapan hukum Islam tidak hanya mencerminkan kepatuhan
terthadap teks-teks suci, tetapi juga relevan dan bermanfaat
bagi masyarakat.(Mohammad Fadel,2018)

Dalam memahami asas-asas hukum Islam, penting
untuk merujuk pada literatur yang membahas teori dan praktik
hukum Islam secara mendalam. Buku-buku tersebut
memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip
hukum ini diterapkan dalam konteks sosial dan historis yang
berbeda. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh
gambaran yang komprehensif tentang bagaimana hukum Islam
membentuk norma dan aturan dalam masyarakat Muslim.
(Bagir Manan,20200

Perbuatan masyarakat Islam yang di dalamnya terdapat
perbuatan pidana, perdata yang meliputi perkawinan,
muamalah, perkawinan diatur dalam setiap hukum yang
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meliputi asas itu sendiri. Sesuatu hal yang paling mendasar dari
tiap hukum tercantum dari asas itu sendiri, sehingga kita perlu
mengetahui pengertian asas itu tetlebih dahulu agar diketahui
kejelasannya. Asas dalam hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu asas
umum yang mencantum segala ketentuan semua hukum dalam
islam itu sendiri.

Sedangkan asas khusus yang meliputi asas dalam
hukum pidana, muamalah, kewarisan dan pernikahan.
Asas umum itu sendiri meliputi asa  keadilan  yang  selalu
ditegaskan dalam islam untuk selalu ditegakkan dalam
kehidupan masyarakat. Asas kepastian hukum dan asas
kemanfaatan juga terdapat didalamnya. Asas khusus itu sendiri
seperti asas legalitas dalam hukum pidana, asas suka sama suka
dalam hukum muamalah, asasindividual dalam hukum
kewarisan, dan asas kekeluargan dalam hukum perkawinan,
dan masih banyak lagiasas khusus itu sendiri.

Asas berasal dari kata asasun yang mengandung arti
dasar, basis, pondasi. Secara terminologi asas adalah landasan
berpikir yang sangat mendasar. Jika dihubungkan dengan
hukum, dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan, ada
tiga pengertian kata asas (1) hukum dasar, (2) dasar (sesuatu
yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat, dan (3) dasar
cita-cita, atau cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau
negara. Sepertia halnya Pancasila adalah dasar negara Republik
Indonesia.

Kata asas yang dihubungkan dengan hukum memiliki
arti berupa suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan
berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan
pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah suatu aturan Dasara
dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya
melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum.
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Peraturan konkret seperti Undang-undang tidak boleh
bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dengan
putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan system huku, karena
pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan
pijakan untuk mengembalikan segala masalah yang berkaitan
dengan hukum.

Asas-asas Hukum Islam
Hukum pada dasarnya ditetapkan untuk kemaslahatan
manusia. Dalam hukum Islam, ada lima asas yang menjadi
landasan (prinsip), yaitu:
a. Hifzbud diin (melindungi agama).
Hifzhun nafs (melindungi diri/nyawa).
Hifzhun nasal (melindungi keturunan).
Hifzhul irdh (melindungi kehormatan).
Hifzhul maal (melindungi harta/properti).

o a0 o

1. Hifzhud Diin (Melindungi Agama)

Asas hukum Islam mengenai hifzun diin, atau
melindungi agama, merupakan salah satu dari lima asas utama
dalam maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam).
Magqasid al-shari'ah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai
oleh hukum Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan dan
keadilan dalam kehidupan manusia.

Hifzun diin berarti melindungi agama, yaitu menjaga
dan mempertahankan agama Islam dari segala bentuk
ancaman, penyelewengan, dan gangguan. Ini mencakup
petlindungan terhadap keimanan, ajaran, praktik, serta hak
untuk menjalankan agama dengan bebas dan tanpa tekanan.

Hifzud Din memiliki peran yang sangat penting
dalam kehidupan umat Islam, baik secara individu maupun
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kolektif, tidak hanya mencakup perlindungan terhadap teks-
teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga mencakup
usaha untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan nilai-
nilai Islam diterapkan secara benar dalam kehidupan sehari-
hari. Berikut adalah beberapa aspek penting dari Hifzud Din:

Penjagaan Terhadap Teks Suci: Upaya menjaga
kemurnian Al-Qur'an dan Hadis dari penyelewengan. Ini
termasuk penulisan, pengajaran, dan penghafalan teks-teks
suci dengan ketelitian dan kesungguhan.
Pelestarian Ajaran dan Tradisi: Melindungi ajaran dan
praktik agama dari penyimpangan. Ini melibatkan
pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan
penegakan hukum-hukum syariah.
Perlindungan Terhadap Komunitas Muslim: Menjaga
persatuan dan kekuatan komunitas Muslim, melawan
ancaman yang bisa merusak keutuhan dan kesejahteraan
umat Islam.
Pendidikan dan Dakwah: Mendidik generasi mendatang
tentang ajaran Islam dan melakukan dakwah (penyebaran
ajaran agama) untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam
diterima dan dipahami dengan baik. (Al Mawardi,Abu Al
Hasan,2004)

Agama dalam Islam merupakan landasan fundamental

yang melandasi berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang

berkaitan dengan pribadi, keluarga maupun masyarakat dalam

berbagai lingkup dan kaitannya, baik langsung maupun tidak

langsung, bersifat fisik maupun nonfisik.

Melindungi agama adalah prioritas utama dari seluruh

aspek kehidupan lainnya. Pengorbanan jiwa dan raga dalam

rangka mempertahankan agama merupakan wujud nyata
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melindungi agama itu sendiri. Oleh karena itu, orang yang
meninggal dalam rangka membela agama dikategorikan sebagai
mati syahid (pahlawan) dan dijamin menempati posisi jannah
(surga) tanpa melalui hisab (proses perhitungan).

Amat disayangkan, jika ada wumat Islam yang
mengorbankan  agama untuk  kepentingan-kepentingan
temporer, seperti kepentingan  politik, ekonomi, dan
sebagainya. Seharusnya, sebagai pahlawan harus senantiasa
memanfaatkan potensi pada dirinya demi agamanya. Sikap yang
demikian itulah sebagai perwujudan dari manusia sebagai
khalifah (pemangku amanat) Allah di muka bumi.

Hifzun diin adalah prinsip dasar dalam hukum Islam
yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan agama
Islam dari segala bentuk ancaman. Prinsip ini didukung oleh
berbagai sumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, dan qiyas,
dan merupakan salah satu pilar penting dalam maqasid al-
shari'ah. Perlindungan tethadap agama ini penting untuk
memastikan bahwa ajaran dan praktik Islam dapat berlangsung
dengan baik dalam masyarakat.

2. Hifzhun Nafs (Melindungi Diri/Nyawa)

Manusia menurut kodratnya ingin bertahan hidup.
Oleh karena itu, manusia secharusnya berupaya melindungi diri
agar terhindar dari berbagai bahaya yang mengancam dirinya.
Berbagai hal yang dapat mengganggu kelangsungan hidup
harus diupayakan dengan mengerahkan segenap kemampuan.
Perintah Allah dalam rangka mempertahankan diri tersebut
terdapat dalam banyak ayat, antara lain: walaa tulguu bi-aidiiknm
tlat tablukah (janganlah kamu jatuhkan dirimu ke jurang
kebinasaan). (Al Qur’an.Al Baqarah 195)

Hifzun nafs, yang dalam bahasa Arab berarti
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"melindungi diri," adalah konsep dalam Islam yang merujuk
pada upaya untuk menjaga dan melindungi jiwa atau diri
seseorang dari berbagai bahaya baik secara fisik maupun
spiritual. Ini termasuk perlindungan terhadap keschatan tubuh,
kesehatan mental, serta moral dan spiritual individu. Prinsip ini
merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam yang
dikenal sebagai maqasid al-shariah, yang juga mencakup
petlindungan agama, akal, keturunan, dan harta.(Hadisr
Bukhori Muslim,2664)

Aspek Hifzun Nafs:

e Perlindungan terhadap Kesehatan Fisik: Islam
menganjurkan menjaga kesehatan tubuh melalui pola
makan yang sechat, olahraga, dan pencegahan terhadap
penyakit. Ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW
yang sering mengingatkan umatnya tentang pentingnya
menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh.

e Perlindungan terhadap Kesehatan Mental dan
Emosional: Islam menckankan pentingnya menjaga
keseimbangan mental dan emosional. Ini dapat dilakukan
melalui praktik spiritual seperti shalat, dzikir, dan doa, serta
menjaga hubungan yang schat dengan keluarga dan
masyarakat.

¢ Perlindungan terhadap Moral dan Spiritual: Menjaga
diri dari perbuatan dosa dan maksiat serta memperkuat
iman dan tagwa merupakan bagian dari hifzun nafs. Islam
mengajarkan umatnya untuk menghindari tindakan yang
dapat merusak moral dan spiritual, serta berusaha
memperbaiki diri secara terus-menerus.

Di antara contoh hukum yang berkaitan dengan asas
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ini, antara lain tentang larangan melakukan bunuh diri. Bunuh
diri termasuk perbuatan dosa besar. Demikian pula dengan
hukum gisas (nyawa dibalas dengan nyawa), ditetapkan
berkaitan erat dengan asas ini.

Hifzun nafs atau melindungi diri dalam Islam
mencakup berbagai aspek kehidupan yang meliputi kesehatan
fisik, kesejahteraan mental dan emosional, serta integritas
moral dan spiritual. Upaya menjaga dan melindungi diri ini
merupakan tanggung jawab setiap Muslim dan merupakan
bagian integral dari ajaran Islam.

3. Hifzhul Aql (Melindungi Akal)

Hifdzul Agl atau melindungi akal adalah salah satu
prinsip utama dalam Magqasid al-Shariah, yakni tujuan-tujuan
syariah Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga
dan menghargai kesehatan serta kemampuan berpikir
individu. Dalam Islam, akal atau intelektual dianggap sebagai
salah satu nikmat besar dari Allah yang harus dilindungi dan
dipelihara dengan baik. Berikut adalah aspek-aspek utama
dari Hifdzul Aql:

Melindungi Kesehatan Mental dan Kognitif: Islam
memandang kesehatan mental sebagai hal yang sangat
penting. Perilaku yang dapat merusak akal, seperti konsumsi
alkohol dan narkoba, dilarang karena dapat mengganggu
kemampuan berpikir dan penilaian seseorang. Konsep ini
berkaitan dengan perlunya menjaga kebugaran mental dan
emosional agar individu dapat berpikir dengan jernih dan
mengambil keputusan yang bijaksana.

Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan: Islam sangat
menghargai  pencarian ilmu dan pendidikan. Nabi
Muhammad SAW bersabda, "Menuntut ilmu adalah wajib
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bagi setiap Muslim" (HR. Ibn Majah). Dengan memperoleh
pengetahuan, individu dapat meningkatkan kapasitas kognitif
dan membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan
mereka.

Menghindari Hal-Hal yang Merusak Akal: Prinsip ini
juga mencakup perlunya menjauhi kegiatan atau substansi
yang dapat merusak akal dan fungsi kognitif. Ini termasuk
menghindari stres berat yang berlebihan serta perbuatan-
perbuatan yang dapat merusak kesehatan mental.

Menggunakan ~ Akal untuk Kebaikan: Islam
mendorong umatnya untuk menggunakan akal mereka
dengan cara yang positif, yaitu dalam membuat keputusan
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan
manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.(Al Sheha,Abdul
Rahman,2011)

Manusia adalah makhluk berakal. Yang membedakan
manusia dengan makhluk lain adalah karena manusia
mempunyai akal. Oleh karena itu, memelihara dan
mengembangkan akal haruslah diberdayakan. Menuntut ilmu
termasuk salah satu cara untuk memfungsikan akal tersebut
dengan optimal. Penyimpangan dalam memfungsikan akal
dapat berakibat kepada hilangnya fungsi kemanusiaan itu
sendiri.

Untuk menjaga terpeliharanya fungsi akal dengan baik,
perlu dihindari hal-hal yang dapat merusak akal tersebut,
seperti mengkonsumsi minuman keras, narkotika, dan obat-

obat psikotropika lainnya. Oleh karena itu, Islam

3

menetapkan aturan-aturan yang melarang mengkonsumsi
makanan dan minuman yang dapat merusak akal.
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4. Hifzhu Al-irdh wan-Nasl (Melindungi Kehormatan
dan Keluarga)

Hifzhu al-irdh (melindungi kehormatan) berarti
menjaga reputasi dan martabat seseorang dari fitnah,
pencemaran nama baik, dan tindakan-tindakan yang
merendahkan. Kehormatan adalah bagian yang sangat
dihargai dalam masyarakat Islam, dan segala bentuk
penghinaan atau pencemaran terhadap individu dianggap
sebagai pelanggaran serius. Sementara itu, Hifzhu an-nasl
(melindungi keluarga) mengacu pada perlindungan terhadap
struktur keluarga dan keturunannya, serta memastikan
hubungan dalam keluarga terjaga dengan baik.

Dalam konteks hukum Islam, prinsip ini diterapkan
melalui berbagai aturan yang mengatur perilaku sosial dan
hubungan antar individu. Misalnya, hukum tentang zina dan
penistaan, serta peraturan mengenai hak dan kewajiban dalam
pernikahan dan perceraian, semuanya berkontribusi untuk
melindungi kehormatan individu dan keutuhan keluarga.

Di luar hukum formal, prinsip ini juga memiliki
implikasi sosial yang penting. Pendidikan dan kesadaran
tentang nilai-nilai kehormatan dan keluarga berperan dalam
membentuk perilaku masyarakat yang lebih etis. Penanaman
nilai-nilai ini di masyarakat bertujuan untuk menciptakan
lingkungan yang saling menghormati dan mendukung
struktur keluarga yang stabil. (Said Aqil Husin Al
Munawwar, 2024)

Pada kodratnya manusia adalah makhluk seksual.
Dengan  naluri  seksual tersebut manusia mencari
pasangannya dan dapat melanjutkan  keturunannya.
Kecintaan terhadap pasangan (suami/istri) dan keturunan
(anak cucu) kadang-kadang melebihi ketimbang kecintaan
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terthadap dirinya sendiri. Oleh karena kecintaan terhadap
anak istri itu, seseorang berupaya melindungi keluarganya
dari berbagai hal yang dapat mengganggu keutuhan dan
kelangsungan keluarganya.

Dalam hal ini, Islam memerintahkan umatnya untuk
menikah dan menjauhi perzinaan. Tujuan dari perkawinan
itu sendiri tidak lain adalah untuk memelihara kebersihan
turunannya dan sekaligus menjaga kehormatan dirinya.

Dalam memenuhi kebutuhan naluri seksualnya,
kadang-kadang manusia melakukan penyimpangan sehingga
tidak mengindahkan aturan-aturan yang berkaitan dengan
dirinya dan bahkan merugikan orang lain. Hal ini dapat
dilihat seperti dalam kasus pelecehan seksual dan
perkosaan.  Untuk  mencegah  terjadinya  praktek
penyimpangan tersebut, Islam mengaturnya melalui hukum
pidana perzinaan.

5. Hifzhul Maal (Melindungi Harta/Properti)

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia
memerlukan unsur materi. Dalam rangka memenuhi
kebutuhan materi tersebut manusia bekerja sesuai dengan
kondisi dalam lapangan kehidupannya. Ada yang bertani,
nelayan, dan ada yang menjadi pegawai. Hasil jerih payah dari
usaha manusia tersebut haruslah disimpan (saving) dan
dikembangkan (investing). Untuk melindungi harta properti
tersebut, Islam mengaturnya melalui aturan- aturan dalam
bukum  mu'amalah  (hukum  perdata), khususnya yang
menyangkut bisnis dan perdagangan. Dalam memenubhi
kebutuhan-kebutuhan  hidupnya, kadang kala terjadi
penyimpangan dengan cara yang tidak halal, seperti
melakukan tindak pencurian dalam berbagai bentuknya
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(termasuk korupsi dan manipulasi), perampasan atau
perampokan, dan penipuan. Terjadinya bentuk pelanggaran
dalam memperoleh harta properti tersebut, diantisipasi
dengan ketentuan jarimah hudnd (tindak pidana yang mengatur
delik-delik ekonomi).

Hifdzul maal, atau melindungi harta, adalah salah satu
dari lima prinsip utama dalam maqasid al-shariah (tujuan
syariah) yang bertujuan untuk menjaga kepentingan manusia.
Prinsip ini menekankan perlunya melindungi dan mengelola
harta dengan adil, bijaksana, dan sesuai dengan aturan syariah
Islam. Hal ini mencakup menjaga harta dari kerugian,
penyalahgunaan, dan memastikan harta diperoleh dan
digunakan dengan cara yang sah.

Prinsip-prinsip Hifdzul Maal meliputi:

e Kepemilikan Harta dalam Islam:

Islam mengakui hak kepemilikan harta pribadi sebagai
bagian dari hak asasi manusia. Namun, hak ini disertai
dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa harta
diperoleh dan digunakan dengan cara yang sah dan sesuai
dengan syariah.

e [Larangan terhadap Pemborosan dan Pembajakan:

Islam melarang pemborosan dan penggunaan harta
secara tidak bijaksana. Al-Qur'an mengingatkan umat
Islam agar tidak menghamburkan harta secara boros,
seperti yang dinyatakan dalam Surah Al-Isra ayat 26: "Dan
Janganlah kamu  menghamburkan hartamu  secara  boros." Ini
menunjukkan pentingnya efisiensi dan pengelolaan yang
bijak dalam penggunaan harta. (Al-Qur’an, Surah Al-Isra
[17:26].)
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e Kewajiban Zakat dan Sedekah:

Zakat adalah kewajiban untuk membersihkan harta
dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Selain
itu, sedekah dianjurkan sebagai bentuk kepedulian sosial.
Kewajiban zakat ditegaskan dalam Al-Qur’an, seperti
dalam Surah Al-Baqarah ayat 177: "Tidaklah kebaikan itu
hanya menghadapkan wajabmn ke arab timur atan barat, tetapi
kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat,
kitab-kitab, dan nabi-nabi serta memberi harta yang dicintainya
kepada  kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, musafir,
pengemis, dan untuk memerdekakan hamba”. (Al-Qur’an, Surah
Al-Baqarah [2:177])

Penghindaran dari Riba dan Transaksi yang Tidak Adil:

Islam melarang praktik riba (bunga) dan transaksi
yang tidak adil. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi
harta dari eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam Al-Qut’an,
Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 275: " Orang-
orang yang makan (mengambil) riba tidak akan berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang dikena racun oleh syaitan (gila)
karena sentuban (racun) itu..."(Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah
[2:275]).

Perlindungan terhadap Hak-hak Harta:

Islam menekankan pentingnya melindungi hak milik
seseorang. Penyerobotan atau pengambilan harta orang
lain tanpa hak dilarang keras. Prinsip ini ditegaskan dalam
hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa
"Tidaklah seorang Muslim mengambil harta sandaranya tanpa
bak, kecuali ia akan menemui Allah pada hari kiamat dengan
membawa harta tersebut" (HR. Muslim).
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Asas-asas hukum Islam adalah fondasi penting yang
membentuk sistem hukum dalam tradisi Islam. Asas-asas ini
mencakup  prinsip-prinsip  dasar  seperti  keadilan,
kemaslahatan, dan kepatuhan kepada syariah. Konsep-konsep
ini tidak hanya memandu perilaku individu tetapi juga
struktur sosial dan hukum dalam masyarakat Islam.
Pemahaman yang mendalam tentang asas-asas ini sangat
penting untuk menerapkan hukum Islam dengan efektif,
menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan
masyarakat, serta memastikan bahwa hukum Islam dapat
beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Dalam praktiknya, asas-asas hukum Islam berfungsi
sebagai panduan untuk keputusan hukum, memastikan bahwa
semua aturan dan keputusan sesuai dengan nilai-nilai dasar
syariah. Hal ini juga mencerminkan fleksibilitas dan dinamika
hukum Islam yang memungkinkan penyesuaian terhadap
konteks sosial yang berubah tanpa mengabaikan prinsip-
prinsip fundamentalnya. Oleh karena itu, studi tentang asas-
asas ini bukan hanya penting untuk para ahli hukum Islam
tetapi juga bagi masyarakat umum untuk memahami
bagaimana hukum ini berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.
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BAB 6
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
HUKUM ISLAM
Oleh: Dr. Badrah Uyuni, M.A

A. Ruang lingkup hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam mencakup berbagai aspek
kehidupan yang bertujuan mengatur hubungan manusia
dengan Allah (bablun minallah) dan hubungan antar sesama
manusia (bablun minannas). Pada ranah ibadah, hukum Islam
mengatur tata cara peribadatan seperti shalat, zakat, puasa, dan
haji, yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan
menjaga spiritualitas umat Muslim. Di sisi lain, dalam konteks
muamalah, hukum Islam mengatur berbagai aspek sosial,
ekonomi, dan politik, termasuk perjanjian jual beli, hutang
piutang, kontrak kerja, serta hukum keluarga seperti
pernikahan, perceraian, dan warisan. Hukum pidana Islam juga
mengatur tata kelola kehidupan yang mencakup sanksi-sanksi
terthadap kejahatan seperti pencurian, perzinahan, dan
pembunuhan, dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak
individu serta masyarakat. Dengan cakupan yang luas ini,
hukum Islam menawarkan sistem yang komprehensif untuk
memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu
serta komunitas, dengan tujuan akhir tercapainya kemaslahatan
dunia dan akhirat. (Djalil & SH, 2014)

Selain Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama
hukum Islam, 7ima’ (konsensus) dan gzyas (analogi) memainkan
peran penting dalam pembentukan hukum Islam, terutama
dalam menghadapi isu-isu baru yang tidak secara eksplisit
diatur oleh teks-teks syar’i. Ijma’ merupakan kesepakatan para
ulama mujtahid dari suatu generasi atas suatu masalah hukum,
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dan memiliki otoritas tinggi karena mencerminkan pandangan
kolektif berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap Al-
Qur’an dan Hadis. [jma’ memastikan kontinuitas dan stabilitas
hukum dalam konteks yang selalu berubah. Qiyas, di sisi lain,
adalah proses analogi di mana ulama membandingkan masalah
baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks syar’i
dengan kasus yang ada di Al-Qur’an atau Hadis, berdasarkan
kesamaan illat (alasan hukum). Dengan qiyas, hukum Islam
dapat berkembang tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip
dasarnya, menjadikannya relevan dan aplikatif dalam
kehidupan modern. Kedua sumber ini, bersama dengan Al-
Qur’an dan Hadis, membentuk kerangka hukum Islam yang
dinamis dan fleksibel, memungkinkan penerapan hukum yang
adaptif terhadap tantangan zaman tanpa melupakan nilai-nilai
fundamental Islam. (Djalil & SH, 2014)

Dan hukum Islam atau syariah memiliki posisi yang
sangat sentral dalam agama Islam, karena ia berfungsi sebagai
panduan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat
Muslim, baik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah
maupun hubungan antar manusia. Dalam Islam, hukum tidak
hanya mencakup ritual keagamaan seperti shalat, puasa, zakat,
dan haji, tetapi juga meliputi aturan-aturan sosial, ekonomi,
politik, dan hukum pidana, schingga menciptakan
keseimbangan antara dimensi spiritual dan duniawi. Hukum
Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma’, dan qiyas,
merupakan manifestasi konkret dari perintah Allah dan ajaran
Nabi Muhammad yang bertujuan untuk menegakkan keadilan,
menjaga hak asasi manusia, dan memastikan kemaslahatan
umat. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam tidak sekadar
kewajiban legal, tetapi juga dianggap sebagai bentuk
pengabdian dan ketaatan kepada Allah, yang menjadi bagian
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integral dari keimanan dan akhlak seorang Muslim. Syariah
tidak hanya sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai
sistem moral dan etitka yang mengarahkan umat pada
kehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

B. Sejarah Perkembangan hukum Islam
1. Masa Nabi Muhammad SAW

Hukum Islam pertama kali terbentuk pada masa Nabi
Muhammad SAW melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah
(Al-Qut'an) dan dijelaskan serta dipraktikkan oleh Nabi dalam
bentuk Sunnah atau Hadits. Pada masa ini, hukum Islam masih
dalam tahap awal dan sangat bergantung pada situasi dan
kebutuhan masyarakat Muslim yang sedang berkembang di
Mekkah dan Madinah.

Di Mekkah, sebelum hijrah, fokus wahyu lebih banyak
pada aspek keimanan, akhlak, dan ibadah, karena umat Islam
masih dalam tahap awal pembentukan komunitas dan
menghadapi penindasan dari masyarakat Quraisy. Namun,
setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, di mana umat
Islam menjadi mayoritas dan memiliki otonomi, wahyu yang
turun mulai mengatur berbagai aspek kehidupan sosial,
ekonomi, politik, dan hukum. Di Madinah, Nabi Muhammad
SAW juga berperan sebagai pemimpin politik, sehingga beliau
menerapkan hukum Islam dalam mengatur masyarakat, baik
antar sesama Muslim maupun dalam interaksi dengan
komunitas lain seperti Yahudi dan kaum munafik.

Beberapa hukum yang ditetapkan selama masa Nabi
mencakup aturan-aturan ibadah seperti shalat, zakat, puasa,
dan haji, serta hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian,
dan warisan. Selain itu, hukum terkait muamalah (transaksi)
dan pidana mulai dibentuk, seperti larangan riba, pencurian,
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dan pembunuhan. Nabi Muhammad SAW seringkali
memberikan solusi hukum berdasarkan wahyu atau melalui
ijtthad beliau sendiri ketika menghadapi masalah yang tidak
memiliki ketentuan jelas dalam Al-Qur’an. (Pulungan, 2022)

Pada masa ini, hukum Islam bersifat dinamis dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nabi juga
mendorong musyawarah (sy#ra) dan konsultasi dengan para
sahabat untuk mencari solusi yang adil dan sejalan dengan
prinsip-prinsip  Islam. Inilah yang menjadi dasar awal
perkembangan hukum Islam, yang kemudian menjadi lebih
sistematis setelah wafatnya Nabi, saat para sahabat dan ulama
mulai mengkodifikasikan hukum-hukum tersebut melalui
ijtthad dan interpretasi yang lebih luas.

2. Masa Khulafaur Rasyidin:

Pada masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah
memberikan kontribusi besar dalam pengembangan hukum
Islam, terutama melalui penerapan ijtthad untuk menyelesaikan
masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan
Hadis. Abu Bakar dan Umar bin Khattab, misalnya, dikenal
menggunakan ijtthad dalam urusan pemerintahan, distribusi
harta, dan penegakan hukum. Khalifah Umar sering membuat
kebijakan yang adaptif, seperti menangguhkan hukuman
potong tangan saat masa kelaparan, menunjukkan fleksibilitas
hukum Islam dalam merespons kondisi sosial. Masa ini
ditandai oleh penerapan hukum yang dinamis, di mana para
khalifah tidak hanya mempertahankan tradisi Nabi, tetapi juga
menyesuaikannya  dengan  kebutuhan umat, menjaga
keseimbangan antara prinsip-prinsip syariah dan realitas sosial.
(Awaliah & Santalia, 2022)
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Periode ini, yang dimulai sejak awal wafat Rasulullah
SAW (t. 11 H) hingga akhir abad ke-1 Hijriyah, disebut sebagai
periode Sahabat. Pada masa ini, kekuasaan pembentukan
hukum berada di tangan para pembesar Sahabat, di antaranya
ada yang hidup hingga akhir abad pertama Hijriyah, seperti
Anas ibn Malik RA yang wafat pada tahun 93 H. Ciri-ciri
hukum Islam pada masa awal: fleksibel, responsif terhadap
kondisi social.

Pada periode Khulafaur Rasyidin (11-40 H),
pembentukan fikih Islam dimulai setelah wafatnya Nabi
Muhammad SAW. Meskipun hukum-hukum syariat telah ada,
para  sahabat menghadapi  tantangan  baru  akibat
perkembangan wilayah Islam yang luas, mencakup Mesir,
Syam, Persia, dan Iraq. Mereka harus berijtthad menggunakan
Al-Qur'an dan Hadits untuk menjawab masalah-masalah yang
belum diatur secara eksplisit. Karena Hadits belum dibukukan,
para sahabat berdiskusi intens untuk saling bertukar wawasan.
Ijtihad terutama dilakukan dalam masalah keluarga, akad, dan
kewajiban, menandai masa awal pengembangan fikih Islam
yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman.
(Akbar, 2021)

Pada masa tersebut, terjadinya perbedaan pendapat di
antara para sahabat dalam hukum Islam disebabkan oleh
beberapa faktor: (Awaliah & Santalia, 2022)

a. Tafsir yang Bersifat Zanni: Beberapa ayat al-ahkam (ayat
yang berisi hukum-hukum) memiliki makna yang bersifat

zanni (samar). Misalnya, kata "quru™

yang bisa berarti suci
atau haid. Hal ini menyebabkan perbedaan pemahaman di
antara sahabat.

b. Makna Hakikat atau Majas: Terkadang perbedaan

muncul karena perbedaan dalam memahami apakah suatu
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kata atau lafal dalam ayat memiliki makna hakikat atau
majas. Contohnya adalah penggunaan kata 'Ab' (ayah)
dalam persoalan warisan.

c. Perbedaan dalam Pemahaman Bahasa: Sahabat
memiliki perbedaan dalam pemahaman bahasa Arab,
termasuk istilah-istilah asing dan penggunaannya.

d. Pergaulan dengan Nabi Muhammad SAW: Tingkat
pemahaman terhadap Asbab al-Nuzul (sebab-sebab
turunnya ayat) dan Sunnah dipengaruhi oleh seberapa
sering seseorang bergaul dengan Nabi Muhammad SAW.
Semakin banyak bergaul, maka pemahaman semakin baik.

e. Perbedaan dalam Jenjang Pemahaman dan Hafalan:
Sahabat memiliki perbedaan dalam tingkat pemahaman,
hafalan, kemampuan istinbat (penarikan kesimpulan
hukum), serta kemampuan dalam menerjemahkan isyarat
dan nas-nas syariat.

f. Penguasaan dan Pemahaman Sunnah: Perbedaan juga
disebabkan oleh tingkat penguasaan dan pemahaman
terthadap Sunnah, serta penggunaan ra'y (pendapat analogi)
secara khusus yang tidak selalu sama.

g. Konteks dan Zaman: Lingkungan dan perubahan zaman
juga mempengaruhi pemahaman dan pandangan sahabat
terhadap beberapa masalah fikih.

3. Masa Tabi'in dan Taba'ut Tabi'in

Pada masa Tabi'in dan Taba'ut Tabi'in, peran ulama
dalam kodifikasi hukum Islam sangat signifikan. Setelah
periode Khulafaur Rasyidin, para ulama dari generasi ini
berfokus pada pengembangan dan penyusunan hukum Islam
yang lebih sistematis. Mereka mulai mengumpulkan dan
menyusun Hadits yang diterima dari generasi sebelumnya,
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melakukan analisis terhadapnya, dan menyusun kerangka
hukum yang lebih terstruktur. Proses ini melibatkan
pengumpulan berbagai pendapat dari para sahabat, analisis atas
perbedaan pendapat, serta penerapan prinsip-prinsip ijtihad
untuk menyelesaikan masalah yang belum ada ketentuannya.
Para ulama Tabi'in dan Taba'ut Tabi'in memainkan peran kunci
dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan pemahaman
hukum yang lebih komprehensif, yang menjadi landasan bagi
perkembangan hukum Islam berikutnya. (Syarifudin, 2014)

4. Masa Mazhab
Munculnya empat mazhab utama—Hanafi, Maliki,

Syafi'i, dan Hanbali—menandai perkembangan penting dalam

kodifikasi hukum Islam. Setiap mazhab dipelopori oleh imam

besar yang memiliki metode dan pendekatan berbeda dalam

menyusun hukum: (Zayyadi, 2020)

a. Mazhab Hanafi, diditikan oleh Imam Abu Hanifah,
terkenal dengan penggunaan 2’ (pendapat pribadi) dan
istibsan  (preferensi hukum) sebagai metode untuk
menangani kasus-kasus yang tidak jelas dalam Al-Qur'an
atau Hadits. Mazhab ini dikenal dengan fleksibilitas dan
keterbukaannya terhadap perubahan konteks sosial.

b. Mazhab Maliki, didirikan oleh Imam Malik bin Anas,
sangat berpegang pada sunnah Nabi dan praktik pendapat
sahabat di Madinah sebagai sumber hukum utama. Mazhab
ini lebih konservatif dan berfokus pada penerapan tradisi
lokal.

c. Mazhab Syafi'i, didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris
al-Syafi'i, mengembangkan metode yang lebih sistematis
dengan menggabungkan rzy dan Hadits. Imam Syafi'i
menetapkan prinsip-prinsip metodologis yang ketat untuk
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fjtthad, termasuk kaidah-kaidah ushul figh yang masih
digunakan hingga kini.

d. Mazhab Hanbali, didirikan oleh Imam Ahmad bin
Hanbal, dikenal dengan komitmennya yang kuat pada Al-
Qur'an, Sunnah, dan ijma’ sahabat. Mazhab ini sangat
konservatif ~dalam menerima pendapat dan lebih
menckankan pada teks-teks syar'i yang jelas.

Faktor-faktor Munculnya Mazhab

Faktor-faktor yang mendorong munculnya mazhab
meliputi kebutuhan untuk mengatasi masalah hukum yang
baru muncul di masyarakat yang berkembang, perbedaan
dalam pemahaman dan interpretasi teks-teks syar'i, serta
pengaruh konteks sosial dan budaya lokal yang berbeda-beda.
Proses kodifikasi melibatkan pengumpulan dan analisis Hadits
serta pendapat ulama sebelumnya, yang kemudian disusun
dalam bentuk yang sistematis untuk dijadikan rujukan hukum.
(Akbar, 2021)

Perbandingan Metode Kodifikasi Antar Mazhab:

Metode kodifikasi antar mazhab bervariasi: Mazhab
Hanafi mengutamakan s’y dan istihsan, Mazhab Maliki
berpegang pada sunnah dan praktik di Madinah, Mazhab Syafi'i
menggunakan pendekatan sistematis dengan kaidah ushul figh,
dan Mazhab Hanbali lebih ketat pada teks-teks syar'i.
Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam cara masing-
masing mazhab menanggapi dan mengatur masalah hukum
sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka anut.Kodifikasi
memiliki peran penting dalam perkembangan hukum,
terutama dalam menyediakan kepastian, keteraturan, dan
aksesibilitas hukum bagi masyarakat dan penegak hukum.
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Dengan proses kodifikasi, aturan-aturan hukum yang
bersumber dari berbagai keputusan, tradisi, atau doktrin
hukum disusun secara sistematis dan tertulis dalam satu
dokumen atau kumpulan perundang-undangan yang jelas. Hal
ini memungkinkan hukum yang tadinya bersifat tersebar dan
tidak terstruktur menjadi lebih mudah dipahami dan
diterapkan secara konsisten. Dalam konteks hukum Islam,
kodifikasi ~ membantu  mengharmonisasikan ~ berbagai
pandangan mazhab serta menyederhanakan akses terhadap
hukum syariah di era modern, misalnya dalam penerapan
hukum keluarga atau perbankan syariah. Kodifikasi juga
mencegah ketidakpastian hukum yang dapat muncul dari
interpretasi yang berbeda-beda, serta membantu negara-negara
dengan mayoritas Muslim dalam mengintegrasikan prinsip-
prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional mereka secara
formal dan teratur. Dengan demikian, kodifikasi tidak hanya
menjaga kontinuitas hukum, tetapi juga memungkinkan
hukum untuk lebih responsif terhadap perubahan sosial tanpa
mengorbankan prinsip dasarnya. (Syarifudin, 2014)

5. Masa Dunia Islam Abad Pertengahan
Pengaruh Politik dan Dinasti Islam

Pada masa Abad Pertengahan, dinasti-dinasti Islam
berperan besar dalam pengembangan institusi hukum dan
peradilan. Kekhalifahan Umayyah (661-750 M) yang pertama,
dengan pusatnya di Damaskus, memperkenalkan sistem
administrasi dan peradilan yang terstruktur. Contoh
pentingnya adalah penditian Diwan al-Qadba (kantor peradilan),
yang mengatur urusan hukum di seluruh wilayah kekuasaan
mereka, termasuk Andalusia (Spanyol) dan Afrika Utara. Di
bawah kekhalifahan Abbasiyah (750-1258 M), pusat kekuasaan
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berpindah ke Baghdad, yang menjadi pusat intelektual dan
hukum Islam. Abbasiyah mendirikan Bait  al-Hikmab,
perpustakaan dan lembaga penelitian yang mengumpulkan dan
menerjemahkan karya-karya ilmiah dari berbagai kebudayaan,
serta melatih hakim-hakim yang terampil dalam fikih. Mereka
juga mengembangkan sistem peradilan dengan pelantikan gad;
yang memiliki wewenang besar dalam mengadili kasus-kasus
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, a/-Qadi
al-Jurjani yang terkenal sebagai hakim Abbasiyah berperan
dalam penegakan hukum yang adil dan konsisten. Dinasti-
dinasti seperti Fatimiyah di Mesir dan Seljuk di Anatolia juga
memperkenalkan reformasi hukum dengan mengintegrasikan
prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem administrasi mereka,
seperti pendirian madrasah untuk pendidikan hukum dan
lembaga-lembaga peradilan yang terstruktur. (Tarigan, A,
2013)

Hukum Islam dan Kebudayaan Lokal

Selama periode ini, hukum Islam mulai menyatu
dengan hukum adat lokal di berbagai wilayah kekhalifahan,
menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif. Di Andalusia,
misalnya, hukum Islam berinteraksi dengan hukum-hukum
visigothik lokal. Sebagai contoh, Al-Hakam II, khalifah
Umayyah di Cérdoba, memerintahkan penggabungan hukum
Islam dengan kebiasaan lokal dalam urusan keluarga dan
warisan, memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan
praktik-praktik lokal. Di India, pada masa Dinasti Delhi,
hukum Islam diterapkan dengan mempertimbangkan hukum
adat Hindu dalam perkara pernikahan dan warisan, yang
menghasilkan sistem hukum yang mengakomodasi kebiasaan
lokal sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Di
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Nusantara, contohnya di Aceh, hukum Islam diintegrasikan
dengan hukum adat setempat. Sultan Alauddin Riayat Shah
dari Aceh, misalnya, mengadaptasi hukum Islam dalam sistem
pemerintahan sambil mempertahankan beberapa elemen
hukum adat. Di Jawa, penerapan hukum Islam dalam konteks
adat Jawa mencakup adaptasi hukum Islam pada praktik-
praktik lokal dalam pernikahan dan warisan. Proses integrasi
ini membantu hukum Islam diterima secara lebih luas dan
relevan dengan konteks sosial dan budaya setempat,
memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum tanpa
mengabaikan prinsip-prinsip syariah. (Miharja, 2014)

6. Masa Dunia Modern

Perkembangan hukum Islam di dunia modern
mencerminkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan
perkembangan zaman dan tantangan global. Di era
kontemporer, hukum Islam tidak hanya mempertahankan
relevansinya dalam konteks tradisional, tetapi juga menghadapi
tantangan globalisasi, perubahan sosial, dan kemajuan
teknologi.

Adaptasi terhadap Perkembangan Zaman

Di banyak negara Muslim, hukum Islam telah
mengalami  adaptasi  signifikan untuk = mengakomodasi
perubahan sosial dan perkembangan zaman. Misalnya, di
negara-negara seperti Arab Saudi dan Qatar, prinsip-prinsip
syariah tetap menjadi dasar utama sistem hukum, namun
mereka telah diperbarui untuk menangani isu-isu modern
seperti hak-hak wanita dan perlindungan konsumen. Di Arab
Saudi, terdapat upaya untuk mengintegrasikan prinsip syariah
dengan reformasi eckonomi melalui Vision 2030, yang
mencakup reformasi dalam sektor-sektor seperti investasi dan
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pariwisata, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip
syariah.
Tantangan Globalisasi
Globalisasi menghadapkan hukum Islam pada
tantangan baru, terutama dalam konteks interaksi dengan
sistem hukum sekuler dan norma internasional. Di negara-
negara dengan populasi Muslim yang signifikan namun tidak
mayoritas, seperti di Eropa dan Amerika Utara, komunitas
Muslim menghadapi tantangan dalam menyesuaikan praktik
hukum Islam dengan hukum nasional dan peraturan
internasional. Sebagai contoh, di Inggris, sistem hukum syariah
diakui untuk urusan keluarga seperti perceraian dan warisan di
bawah  Muslim  Arbitration  Tribunal, namun tetap harus
beroperasi dalam kerangka hukum sekuler Inggris.
Pengaruh Teknologi
Kemajuan teknologi juga memengaruhi hukum Islam,
terutama dalam bidang transaksi digital dan media sosial. Di
banyak negara, hukum Islam telah beradaptasi dengan
kemunculan fintech dan e-commerce. Misalnya, prinsip-prinsip
syariah diterapkan dalam perbankan syariah dan teknologi
keuangan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan sesuai
dengan larangan riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian).
Peran Ulama dan Akademisi
Ulama dan akademisi memainkan peran penting dalam
mengembangkan pemikiran hukum Islam yang relevan dengan
konteks modern. Mereka melakukan ijtihad untuk menjawab
isu-isu baru, seperti hak asasi manusia dan bioetika, dengan
pendekatan yang responsif dan adaptif. Misalnya, beberapa
ulama kontemporer telah membahas isu-isu seperti perawatan
kesehatan, hak-hak digital, dan peraturan tentang keberagaman
gender dalam konteks prinsip-prinsip syariah.
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C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan

Hukum Islam

Perkembangan hukum Islam dipengaruhi oleh

berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi.

Faktor Internal

1.

Al-Qur'an dan Sunnah: Sebagai sumber utama hukum
Islam, Al-Qut'an dan Sunnah memberikan dasar yang kuat
bagi penetapan hukum. Al-Qut'an memberikan prinsip-
prinsip dasar, sedangkan Sunnah menjelaskan dan
mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks
konkret.

Ijma' dan Qiyas: Ijma' (konsensus para ulama) dan Qiyas
(analogi) adalah metode penting dalam pengembangan
hukum Islam. Ijma' menunjukkan kesepakatan para ulama
pada isu tertentu, sedangkan Qiyas digunakan untuk
menyelesaikan masalah baru dengan menarik analogi dari
kasus-kasus yang telah ada.

. Pendapat Para Ulama: Pemikiran dan ijtthad para ulama

sangat berpengaruh dalam pengembangan hukum Islam.
Pendapat mereka membantu menafsirkan dan menerapkan
prinsip-prinsip syariah dalam konteks yang berubah-ubah.

Faktor Eksternal

1.

Politik: Perubahan dalam struktur politik dan kekuasaan
mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Dinasti-
dinasti seperti Umayyah dan Abbasiyah memainkan peran
besar dalam kodifikasi dan penerapan hukum Islam sesuai
dengan kepentingan politik mereka.

Sosial: Perubahan dalam struktur sosial dan kebutuhan
masyarakat seringkali mempengaruhi hukum Islam. Isu-isu
seperti hak-hak wanita, pendidikan, dan kesejahteraan sosial
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memerlukan penyesuaian hukum untuk mencerminkan
kebutuhan masyarakat.

3. Budaya: Integrasi budaya lokal dengan hukum Islam
menghasilkan variasi dalam penerapan hukum. Budaya lokal
seringkali mempengaruhi cara hukum diterima dan
dipraktikkan di berbagai wilayah.

4. Kontak dengan Peradaban Lain: Interaksi dengan
peradaban lain, seperti melalui perdagangan dan
penaklukan, membawa masuk ide-ide baru dan
mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Misalnya,
pengaruh Hellenisme dan Persia pada periode Abbasiyah
memperkenalkan metode-metode baru dalam hukum dan
administrasi.

D. Dampak Kodifikasi terhadap Hukum Islam
Kodifikasi hukum Islam membawa dampak yang
signifikan, baik positif maupun negatif.

1. Positif:

a. Standarisasi Hukum: Kodifikasi membantu menyatukan
dan standarisasi hukum dalam  berbagai  wilayah,
mengurangi perbedaan interpretasi dan penerapan hukum.

b. Kemudahan Pembelajaran dan Penerapan: Dengan
kodifikasi, hukum menjadi lebih terstruktur dan mudah
dipelajari serta diterapkan, memudahkan ulama dan praktisi
hukum dalam menjalankan syariah.

c. Memperkuat Identitas Mazhab: Kodifikasi memperkuat
identitas dan konsistensi mazhab tertentu, membantu
mempertahankan ajaran dan praktik yang spesifik.
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Negatif:

a. Kekakuan dalam Menghadapi Dinamika Zaman:

Kodifikasi  bisa  mengakibatkan = kekakuan  dalam
menerapkan hukum, sehingga sulit beradaptasi dengan
perubahan sosial dan kebutuhan zaman yang baru.
Perbedaan Pendapat Antar Mazhab: Kodifikasi bisa
memperbesar perbedaan pendapat antar mazhab, terutama
jika ada perbedaan dalam cara penafsiran dan penerapan
hukum.

Terbatasnya Ruang untuk Ijtihad: Dengan adanya
kodifikasi, ruang untuk ijtihad (penafsiran hukum baru)
bisa menjadi terbatas, mengurangi fleksibilitas dalam
menghadapi isu-isu kontemporer.

. Perkembangan Hukum Islam Pasca Kodifikasi

Pasca kodifikasi, hukum Islam mengalami berbagai

perkembangan:

a.

Peran Ulama dalam Menjaga dan Mengembangkan
Hukum Islam: Ulama terus memainkan peran penting
dalam menafsirkan, mengembangkan, dan menjaga
relevansi hukum Islam. Mereka melakukan ijtthad untuk
menanggapi tantangan-tantangan baru dan perubahan

sosial.

. Adaptasi Hukum Islam terhadap Perubahan Zaman:

Hukum Islam terus beradaptasi dengan perkembangan
zaman melalui reformasi dan penyesuaian. Adaptasi ini
penting untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam
konteks modern.

Munculnya Ijtihad Jari (jjtthad yang lebih kontemporer)
mulai muncul sebagai respons terhadap tantangan
modernitas, seperti teknologi dan globalisasi, yang
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memerlukan interpretasi hukum yang lebih dinamis dan
responsif.

d. Tantangan Modernitas terhadap Hukum Islam:
Hukum Islam menghadapi tantangan dari modernitas,
termasuk globalisasi, pluralisme, dan perubahan nilai-nilai
sosial. Ulama dan cendekiawan terus berusaha menanggapi
tantangan ini dengan pendekatan yang inovatif dan relevan.

Secara keseluruhan, perkembangan hukum Islam
mencerminkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan
perubahan, sambil tetap mempertahankan esensi dan prinsip-

prinsip dasarnya.

E. Isu Kontemporer dalam Hukum Islam

Contoh isu-isu kontemporer dalam hukum Islam
1. Hukum Keluarga

Perceraian: Dalam hukum Islam, perceraian diatur
secara detil dalam Al-Qut'an dan Sunnah. Proses perceraian
harus melalui tahapan tertentu, seperti masa iddah, untuk
melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam
praktik modern, tantangan muncul terkait dengan kesetaraan
hak antara suami dan istri, serta penegakan ketentuan
perceraian dalam konteks hukum positif di berbagai negara.
Misalnya, di beberapa negara seperti Arab Saudi dan Mesir,
hukum perceraian Islam masih diterapkan, tetapi di negara-
negara lain seperti Turki, sistem hukum yang lebih sekuler
mempengaruhi praktik perceraian.

Poligami: Poligami diperbolehkan dalam Islam
dengan batasan tertentu, seperti kemampuan untuk adil dalam
perlakuan dan nafkah. Namun, penerapan poligami
menghadapi tantangan dalam masyarakat modern yang lebih
mengedepankan monogami dan kesetaraan gender. Di negara-
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negara seperti Indonesia dan Malaysia, poligami tetap legal
tetapi dengan syarat-syarat yang ketat untuk mencegah
penyalahgunaan.

Warisan: Hukum warisan dalam Islam diatur dengan
jelas dalam Al-Qur'an, memberikan bagian yang pasti untuk
ahli waris. Namun, implementasi hukum warisan Islam dapat
menghadapi tantangan di negara-negara dengan sistem hukum
campuran atau sekuler. Misalnya, di India, komunitas Muslim
dapat memilih hukum warisan Islam, tetapi di negara-negara
seperti Inggris, hukum warisan mengikuti hukum Inggris.

2. Hukum Pidana

Hadd: ini mengacu pada pembuktian atas dasar
hukum Islam. Dalam konteks modern, pengadilan mungkin
menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip
hukum pidana Islam dengan standar bukti yang sesuai dengan
hukum positif.

Qisas (Pembalasan): Qisas adalah prinsip hukum
pidana dalam Islam yang mengizinkan pembalasan setimpal
untuk  kejahatan  berat seperti pembunuhan. Namun,
penerapan qisas dapat menimbulkan perdebatan dalam
konteks hak asasi manusia dan hukum internasional. Misalnya,
di beberapa negara seperti Iran dan Arab Saudi, gisas masih
diterapkan, sementara di negara-negara lain, hukuman mati
mungkin dilarang atau dibatasi.

Diyat (Ganti Rugi): Diyat adalah kompensasi finansial
untuk keluarga korban sebagai alternatif dari hukuman fisik.
Ini merupakan bagian dari hukum pidana Islam yang sering
diadaptasi dalam sistem hukum modern untuk menyediakan
bentuk ganti rugi yang sesuai. Misalnya, di Pakistan dan
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Bangladesh, diyat digunakan dalam konteks hukum pidana
sebagai bagian dari penyelesaian kasus kekerasan.

3. Hukum Ekonomi

Keuangan Islam: Keuangan Islam melibatkan
prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), dan transaksi
yang  adil.  Perkembangan  keuangan  Islam  telah
memperkenalkan  produk-produk seperti sukuk (obligasi
syariah) dan mudharabah (kemitraan). Di negara-negara seperti
Malaysia dan Arab Saudi, industri keuangan Islam berkembang
pesat dengan produk-produk keuangan syariah yang diatur
oleh lembaga pengawas.

Zakat: Zakat adalah kewajiban sedekah dalam Islam
untuk  membantu orang miskin dan membutuhkan.
Pengelolaan zakat seringkali menjadi isu di negara-negara
dengan sistem keuangan campuran, di mana lembaga-lembaga
zakat harus bekerja sama dengan pemerintah untuk
memastikan distribusi yang adil. Contoh sukses adalah
lembaga zakat di Indonesia yang berkolaborasi dengan
pemerintah  untuk memaksimalkan pengumpulan dan
distribusi zakat.

4. Hukum Internasional

Hubungan Internasional: Hukum Islam
mempengaruhi  hubungan antarnegara dalam  konteks
diplomasi, perjanjian, dan konflik. Prinsip-prinsip seperti
keadilan dan perdamaian sering diadopsi dalam perjanjian
internasional. Misalnya, perjanjian damai antara negara-negara
Islam dan non-Islamic, seperti Perjanjian Camp David antara
Mesir dan Israel, menunjukkan penerapan prinsip-prinsip
Islam dalam konteks diplomasi internasional.
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F. Globalisasi dan Hukum Islam
Globalisasi mempengaruhi penerapan hukum Islam

dalam berbagai cara. (Abdul, 2013)

1. Politik: Globalisasi sering memperkenalkan ide-ide baru
dan tekanan politik yang mempengaruhi bagaimana hukum
Islam diterapkan di negara-negara Muslim. Misalnya,
beberapa negara Muslim telah mengadopsi elemen hukum
internasional dalam hukum domestik mereka untuk
beradaptasi dengan standar global.

2. Sosial: Globalisasi mempengaruhi nilai-nilai sosial dan
budaya yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip
hukum Islam. Misalnya, globalisasi dapat memperkenalkan
konsep hak-hak individu yang mungkin bertentangan
dengan norma-norma tradisional Islam, seperti isu hak-hak
LGBTQ+.

3. Ekonomi: Keberadaan pasar global mempengaruhi sistem
keuangan Islam dengan memperkenalkan konsep-konsep
baru yang memerlukan adaptasi hukum Islam. Contoh
nyata adalah adopsi produk keuangan syariah dalam pasar
global seperti sukuk.

G. Tantangan dan Peluang Hukum Islam

Tantangan yang dihadapi hukum Islam melibatkan
beberapa aspek penting. Pertama, ada ketegangan antara
hukum Islam dan standar hak asasi manusia internasional,
terutama dalam isu-isu seperti hukuman mati, hak-hak wanita,
dan kebebasan beragama. Negara-negara seperti Iran dan Arab
Saudi sering kali menjadi pusat perdebatan mengenai
penerapan hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana
Islam. Kedua, kesetaraan gender menjadi tantangan signifikan
dalam hukum Islam, terutama terkait dengan hak wanita dalam
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perceraian, warisan, dan peran publik. Upaya reformasi di
negara-negara seperti Tunisia dan Maroko menunjukkan
adanya usaha untuk menyesuaikan hukum Islam dengan
prinsip-prinsip kesetaraan gender. Ketiga, integrasi hukum
Islam dalam sistem hukum campuran di negara-negara dengan
populasi multi-agama, seperti India, memerlukan penyesuaian
yang cermat untuk mengakomodasi perbedaan hukum,
menghadapi tantangan dalam harmonisasi hukum. (Sulthon,
2019)

Namun, terdapat juga peluang yang signifikan.
Reformasi hukum Islam memberikan kesempatan untuk
menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adaptif
terhadap tantangan kontemporer. Negara-negara seperti
Malaysia dan Indonesia menunjukkan kemajuan dengan
menerapkan reformasi hukum keluarga untuk meningkatkan
kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak individu. Selain
itu, globalisasi memberikan peluang bagi hukum Islam untuk
berinteraksi dengan sistem hukum internasional, seperti
terlihat dalam adopsi produk keuangan syariah di pasar global
dan keterlibatan lembaga internasional dalam mempromosikan
prinsip-prinsip  hukum  Islam dalam konteks global.
Perkembangan  hukum Islam  dalam konteks global
menunjukkan  kemampuannya untuk beradaptasi dan
berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan modern, sambil
menghadapi tantangan yang signifikan.

H. Relevansi Hukum Islam

Hukum  Islam  dapat tetap relevan dengan
perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya
melalui prinsip fleksibilitas dan universalitas yang dimilikinya.
Hal ini dikarenakan: (Adnan & Uyuni, 2021)
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. Ijtihad: Ijtihad adalah upaya seorang ulama untuk menggali
hukum dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-
Qur'an dan Hadis. Ijtthad memungkinkan penyesuaian
hukum Islam dengan konteks zaman tanpa mengabaikan
prinsip-prinsip dasar. Melalui ijtihad, para ulama dapat
menghadapi masalah baru yang tidak diatur secara langsung
dalam teks agama.

. Prinsip Maqasid al-Shariah: Hukum Islam memiliki
tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga lima hal pokok:
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip Maqasid ini
memungkinkan penerapan hukum yang fleksibel asalkan
sejalan dengan tujuan-tujuan dasar tersebut, sehingga nilai-
nilai inti tetap terjaga.

. Kaedah Fighiyah (Prinsip-prinsip Yurisprudensi):
Kaedah fighiyah merupakan prinsip-prinsip umum dalam
hukum Islam yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi.
Misalnya, kaedah “Kesulitan mendatangkan kemudahan”
memungkinkan hukum Islam memberikan solusi yang
relevan dengan situasi yang berubah, tanpa mengabaikan
prinsip-prinsip dasar agama.

. Fatwa dan Dewan Ulama: Ulama dan lembaga fatwa di
berbagai negara memainkan peran penting dalam menjaga
relevansi hukum Islam. Mereka memberikan panduan
hukum dalam situasi modern seperti teknologi, ekonomi,
dan kesehatan dengan tetap berpegang pada sumber utama.
. Kontekstualisasi Tanpa Kompromi Nilai: Prinsip-
prinsip dasar Islam, seperti keadilan, kebijaksanaan, dan
kasih sayang, dapat diterapkan dalam konteks modern
tanpa melanggar aturan-aturan fundamental agama.
Misalnya, dalam bidang ekonomi, hukum syariah tetap
memegang prinsip keadilan dan pelarangan riba, namun ada
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perkembangan dalam instrumen perbankan syariah yang
sesuai dengan sistem ekonomi global.

6. Pemanfaatan Teknologi dan Media: Untuk menjaga
relevansi di era digital, hukum Islam juga bisa disebarkan
dan diaplikasikan melalui media sosial, aplikasi digital, dan
platform online. Ini membantu dakwah dan pembelajaran
hukum Islam dapat diakses oleh lebih banyak orang dalam
format yang sesuai dengan gaya hidup modern.

Dengan kombinasi antara ijtihad, Maqasid al-Shariah,
kaedah fighiyah, dan peran ulama, hukum Islam tetap relevan
dan aplikatif dalam perkembangan zaman tanpa harus
mengorbankan nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Al-
Qur’an dan Hadis.
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BAB 7
HUKUM WARIS ISLAM
Oleh: Dr. Muhammad Asykur Muchtar, S.H.I., M.H.

A. Pengertian Kewarisan Islam

Dalam beberapa literatur hukum Islam terdapat
beberapa istilah untuk penamaan Hukum Kewarisan Islam,
seperti  fighi  mawaris, imu  faraidh, serta  hukum
kewarisan.(Muhibbin et.al.,2011). _A/Irs  atau  kewarisan
menurut bahasa adalah seseorang yang masih hidup setelah
yang lainnya meninggal dunia, dimana orang yang masih hidup
itu mengambil apa yang telah ditinggalkan oleh orang yang
telah meninggal dunia tersebut. Sedangkan menurut figih
adalah apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia
berupa harta benda atau hak-hak yang karena kematiannya itu
menjadi  hak ahli warisnya secara syar’i.(Wahbah Az
Zuhaili,.tth). Sedangkan I/jwu Miraats adalah kaidah-kaidah
figth dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap
ahli waris akan peninggalan dari pewaris.

Sedangkan secara terminologis, hukum kewarisan
Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak
pemilikan harta peninggalan (#rkah) pewaris, menentukan
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian
masing-masing. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan
Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta
peninggalan (#rkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang
berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-
masing ahli waris, serta mengatur kapan pembagian harta
peninggalan  pewaris  dilaksanakan.(Amin  Suma,2004).
Menurut Idris Ramulyo, wirasah atau hukum waris adalah
hukum yang mengatur segala urusan yang berhubungan
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dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian
yang lazim disebut hukum faraidh.(Idris Ramulyo,1991)

Limn mirats juga dinamakan dengan ilmu faraid, yang
artinya adalah masalah-masalah pembagian warisan. Sebab,
faraid adalah bentuk jamak dari kata fariidhah, yang diambil dari
kata fardhu yang berarti ‘penentuan’, dan faridhah yang berarti
‘vang ditetapkan’, karena didalamnya ada bagian-bagian yang
telah ditentukan. Oleh karena itu, kata a/~faraid lebih banyak
digunakan daripada kata yang lainnya. Pengkhususan istilah ini
karena Allah swt telah menerangkan di dalam al
Quran.(Wahbah Az Zuhaili, tth)

S T IR o
Terjemahnya :

“.....sebagai kewajiban dari Allah...” (QS/9:60)

Prof. T.M.Hasby As-Shiddiqi dalam bukunya Fighu!
Mawaris telah memberikan pemahaman mengenai pengertian
hukum waris (figh mawaris). Figh Mawaris ialah :

&l S g &)l g S e g Y ey g (e A Gy ale
Maknanya :

Ilmu yang dengannya dia dapat diketahui orang-orang

yang dapat mewarisi, orang-orang yang tidak dapat

mewarisi kadar yang diterima oleh masing-masing ahli
waris serta cara pembagiannya.( Hasbi Ash-

Shiddieqy,2001).

Dalam literatur hukum di Indonesia sendiri digunakan
pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari
bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka, dan hukum
kewarisan. Yang menggunakan hukum waris, memandang
kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu orang
yang menjadi subyek dari hukum kewarisan ini. Adapun yang
menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan
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yang menjadi objek dari hukum kewarisan ini.(Muhibbin
et.al.,2011).

Dalam istilah hukum yang baku digunakan adalah kata
kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibubuhi
awalan ke dan akhiran kata an. Kata waris itu sendiri dapat
berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula
sebuah proses. Dalam arti yang pertama tadi mengandung
makna hal ihwal yaitu orang yang menerima warisan dan dalam
arti yang kedua mengandung makna hal ithwal peralihan harta
dari yang sudah meninggal kepada yang masih hidup dan
dinyatakan berhak menerima warisan menurut hukum yang
diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang
yang beragama Islam.(Muhibbin et.al.,2011).

B. Pengertian Ahli Waris

Secara bahasa kata ahli waris dapat berarti keluarga,
namun tidak secara otomatis seorang keluarga dapat mewaris
peninggalan pewarisnya atau keluarganya yang telah meninggal
dunia. Karena kedekatan keluarga juga dapat mempengaruhi
kedudukan dan hak-hak seorang ahli waris untuk mendapatkan
warisan. Terkadang didalam keluarga yang dekat justru
menghalagi keluarga yang jauh untuk mendapatkan warisan
atau harta peninggalan si pewaris, atau ada juga keluarga yang
dekat tetapi tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak
menerima warisan, karena jalur yang dilaluinya dari garis
keturunan perempuan.(Dwi Putra Jaya.,2020).

Sedangkan menurut istilah ahli waris ialah orang yang
menerima atau memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan
dari tirkah atau harta peninggalan dari orang yang telah
meninggal dunia (pewaris). Untuk dapat dikatakan sebagai ahli
waris yang berhak menerima harta warisan tersebut
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disyaratkan dia telah dan hidup disaat terjadinya kematian si
pewaris. Dalam hal ini juga termasuk pengertian ahli waris
janin yang telah hidup didalam kandungan, meskipun
kepastian haknya baru ia peroleh setelah ia terlahir ke dunia
dalam keadaan hidup.(Ali Afandi.,1997). Hal ini juga berlaku
bagi seseorang yang belum pasti kematiannya. Tidak semua
ahli waris memiliki kedudukan yang sama, melainkan setiap
ahli waris memiliki tingkatan yang berbeda-beda secara tertib
sesuai dengan hubungannya dengan si pewaris.

Menurut Ali Afandi, ahli waris adalah sekumpulan
orang atau seseorang atau individu atau kerabat-kerabat atau
keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si pewaris dan
berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang
ditinggal mati oleh seseorang (pewaris). (Ali Afandi.,1997)

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris
adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris,
beraga Islam, meninggalkan ahli waris dan peninggalan (Pasal
171 huruf ¢ KHI) Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris
adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika
pewarisnya meninggal dunia, dan tidak ada halangan untuk
mewarisi.(Madani.,2014).

C. Dasar Hukum Waris dalam Islam

Sumber hukum kewarisan Islam adalah Al Quran, As-
sunnah, ijma’ para sahabat dan ijtthad para sahabat pada
sebagian kasus waris, seperti pada kasus kewarisan kakek
bersama saudara, sepertiga dari sisa untuk ibu setelah diambil
oleh seorang dari suami atau istri pada masalah #wariyatain,
kewarisan dzawil arham dan yang lainnya dari masalah-masalah
yang telah diijtihadkan oleh para sahabat.
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Masalah waris bukan hanya proses penerusan dan
pengoperan harta peninggalan dari si pewaris kepada seluruh
ahli waris, melainkan merupakan suatu ibadah yang mana
pihak-pihak penerima warisnya telah ditentukan.

Adapun sumber-sumber hukum merupakan sendi-
sendi dalam pembagian kewarisan Islam adalah sebagai
berikut:

1. Sumber Hukum Waris dalam Al Quran

Al Quran merupakan sumber hukum tertinggi dalam
menentukan suatu hukum. Dari sumber hukum pertama dan
utama dalam Islam ini ada lima ayat yang memuat tentang
hukum waris secara detail yaitu QS. An Nisa ayat 7, 11, 12 dan
176:

ST &5 s Gl Ll g 6535815 I @55 s st g
W 5588 & 53835 I 51T 855 WAk Canad L5 & 53584
Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu

bapak dan karib kerabat dan bagi perempuan da hak

bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan
kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian
yang telah ditetapkan

Sebelum ayat ini turun, laki-laki dewasa memonopoli
dalam pengambilan harta warisan. Wanita dan anak-anak tidak
mendapatkan bagian sedikitpun dari harta yang ditinggalkan
oleh ibu, bapak atau kerabat mereka. Maka Al Quran merubah
sistem yang cenderung menindas kaum lemah ini. Ayat 7
(tujuh) dari surah an-nisa diatas menetapkan bahwa semua
karib  kerabat akan mendapatkan bagian dari harta
peninggalan/warisan, baik laki-laki, wanita, maupun anak-
anak, walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu
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dengan yang lain, berdasarkan fungsi dan tanggung jawab
masing-masing para ahli waris.(Kadar M Yusuf.,2011)
2. Sumber Hukum Waris dalam Hadis

Terdapat banyak sekli hadis yang menunjukkan hukum
waris sebagai perinci terhadap al-quran dan penjelas makna-
maknanya, serta mendeskripsikan hukum yang belum
dijelaskan oleh al-quran. Diantaranya adalah:
el (il jall giall s 88 g ) J8 1 U8 Lagie dll) paza ) ulie ) o2

e Gia S8 a5 sed o L
Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda,

“Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang

berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang

paling utama”.

Hadis ini menjelaskan tentang mekanisme pembagian
harta warisan, dimulai dari memberikan bagian kepada ahli
wartis (ashabul furudh), kemudian diberikan kepada keturunan
laki-laki yag terdekat dengan pewaris sebagai penerima sisa
bagian (asabah).

D. Rukun dan Syarat Waris
1. Rukun Waris

Ada tiga unsur yang perlu kita perhatikan dalam waris
mewarisi, tiap-tiap unsur tersebut harus memenuhi berbagai
persyaratan. Unsur-unsur ini dalam kitab-kitab  fighi
dinamakan rukun, dan persyaratan itu dinamakan syarat untuk
tiap-tiap rukun.

Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang
menjadi pembahasan. Pembahasan ini tidak sempurna, jika
salah satu rukun tidak misalnya wali dalam salah rukun
perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali,
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perkawinan tersebut menjadi kurang sempurna, bahkan
menurut pendapat imam Maliki dan Imam Syaft’i perkawinan
tersebut tidaklah sah.(Muhibbin et.al.,2011).

Adapun syarat adalah sesuatu yang berada di luar
substansi dari permasalahan yang dibahas, tetapi harus
dipenuhi, seperti suci dari hadas merupakan syarat sahnya
shalat. Walaupun bersuci itu diluar dari gerakan shalat, tetapi
haruslah kita kerjakan sebelum kita melaksanakan shalat,
karena jika kita shalat tanpa bersuci terlebih dahulu, shalat kita
tidak akan sah.

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang
menjadi rukun waris mewarisi ada 3 (tiga) yaitu, harta
peninggalan (mauruts), pewaris atau orang yang meninggalkan
harta waris (muwarrits) dan ahli waris (waarisf). (Muhibbin
et.al.,2011).

a) Harta Peninggalan (Mauruts)

Harta peninggalan/wartisan (mauruts), yaitu harta benda
yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para
ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan,
melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris. Dan
yang dimaksud dengan #rkah yaitu apa-apa yang ditinggalkan
oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat
untuk dipusakai oleh para ahli waris. Apa-apa yang
ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan
sedemikian luas agar dapat mencakup kepada(Faizal & Nur,
2023)

1) Kebendaan dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan.

Misalnya; benda bergerak, benda tidak bergerak,

piutang-piutang si pewaris, surat-surat berharga, diyat, dan
lain-lain yang dipandang sebagai miliknya.



117

2) Hak-hak kebendaan.

Termasuk kelompok ini hak monopoli untuk
memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum, dan lain-
lain.

3) Benda-benda yang berada di tangan orang lain.(Ali
Hasan,1996)

Misalnya; barang gadaian, dan barang-barang yang
sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahterimakan
kepada orang yang sudah meninggal dunia.

4) Hak-hak yang bukan kebendaan.

Misalnya hak syuf ab, yaitu hak beli yang diutamakan
bagi tetangga /serikat, dan memanfaatkan barang yang
diwasiatkan atau diwakafkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta
warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama ia
sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (fzhz3),
pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Sedangkan
yang dimaksud dengan harta peninggalan ialah harta yang
ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang
menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa, harta warisan merupakan harta netto (harta
bersih), setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama
ia sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, biaya
pembayaran hutang, dan pembayaran wasiat si pewaris. Dan
harta warisan itu dapat berbentuk harta benda milik si pewaris
dan hak-haknya.

b) Orang yang Meninggalkan Harta Waris (Muwarrits)

Muwarrits adalah orang yang meninggal dunia dan
meninggalkan harta waris. Di dalam kamus besar bahasa
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Indonesia orang yang meninggal tersebut disebut dengan
istilah “pewaris”, sedangkan dalam kitab fighi; disebut dengan
istilah  muwarrits. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI),
pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang
dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan
agama, meninggalkan harta ahli waris dan harta peninggalan.

Bagi mmuwarrits berlaku ketentuan bahwa harta yang
ditinggalkan merupakan miliknya dengan sempurna, dan ia
benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan
maupun menurut hukum. Kematian seorang muwarrits
menurut para ulama fighi dibedakan menjadi tiga macam yakni,
mati baqiqy (sejat), mati hukmy (berdasarka putusan hakim),
dan mati zaqdiry (menurut dugaan).

c) Ahli Waris (Waarits)

Waarits adalah orang yang akan mewarisi harta
peninggalan si Muwarrits lantaran memiliki sebab-sebab untuk
mewarisi. Pengertian ahli waris disini adalah orang yang
mendapatkan harta waris, karena memang haknya dari
lingkungan keluarga pewaris. Namun, tidak semua keluarga
dari pewaris dinamakan (termasuk) golongan ahli waris.
Demikian pula orang yang berhak menerima (mendapat) harta
waris mungkin saja di luar ahli waris. (Muhibbin et.al.,2011).

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris
yaitu orang yang pada saat meninggal dunia memiliki
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,
beraga Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi
ahli waris. (Pasal 171 huruf ¢, KHI).

2. Syarat Waris

Waris mewarisi memiliki fungsi sebagai pergantian
kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang
telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang
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ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu, waris mewarisi
memerlukan  syarat-syarat tertentu, yakni meninggalnya
muwarrits (orang yang mewariskan).

Kematian seorang mmuwarrits itu menurut ulama
dibedakan menjadi tiga macam yaitu, mati hagigi (mati sejati),
mati Jukmy dan mati fagdiry. (Faturahman.,2011). Hidupnya
seorang warits (orang-orang yang mewarisi) disaat kematian
mwarrits. Para ahli waris yang benar-benar masih hidup di saat
kematian muwarrits, baik matinya itu secara haqigi, hukmy,
maupun Zaqdiry berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.

E. Penggolongan Ahli Waris

Dalam fikih mawaris penggolongan ahli waris terbagi
dari beberapa golongan yang meliputi, golongan ahli waris
laki-laki dan golongan ahli waris perempuan serta kelompok
atau golongan ahli waris dalam menerima harta warisan dari
pewaris. Sistem dalam penggolongan ahli waris menurut fikih
mawaris ini biasa juga disebut dengan kelompok ahli waris
sababbiyah dan ahli waris nasabiyah juga termasuk dalam sistem
hijab mabjub-nya. (Supardin,2020).

Penggolongan para ahli waris tersebut yang meliputi 14
golongan dari ahli waris laki-laki tersebut, jika semuanya ada
maka yang mendapat warisan dari si pewaris atau yang tidak
terhalang dalam menerima warisan, hanya 3 golongan saja,
yaitu : duda /suami, anak laki-laki, dan ayah. Ketiga macam
kelompok atau golongan ahli waris dari jenis laki-laki tersebut
tidak akan terhalang untuk menrima warisan selama mereka
tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat menghalangi
mereka menerima warisan dari si pewaris yaitu, memfitnah
apalgi sampai membunuh si pewaris, tidak dalam keadaan
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murtad, serta tidak dalam keadaan sebagai budak si pewaris.
(Supardin,2020).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan dilihat dari
bagian yang diterima ahli waris, atau berhak atau tidaknya
mereka menerima harta warisan, maka para ahli waris dapat
dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1) Dzawil Furudh (Ashab Furndp)

Ahli waris dzawil furudh (Ashab Furudh) adalah mereka
yang memiliki bagian yang telah ditentukan dalam Al Quran,
yaitu Y2, V4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Ahli waris yang
mendapatkan bagian / furudh 2 adalah anak perempuan bila
ia hanya seorang diri, saudara perempuan bila (kandung atau
seayah) ia hanya seorang saja dan suami, bila pewaris tidak
meninggalkan seorang anak. Ahli waris yang mendapatkan
bagian / furudh Y4 dan 1/8 adalah, suami bila pewatis (istri)
meninggalkan anak. Istri, bila pewaris (suami) meninggalkan
anak, istri bila pewaris meninggalkan anak.

Adapun ahli waris yang mendapatkan bagian / furudh
1/6, 1/3 dan 2/3 adalah, ayah bila pewaris adalah anak, kakek
bila pewaris tidak meninggalkan anak, ibu bila pewaris
meninggalkan anak, ibu bila pewaris meninggalkan beberapa
saudara, nenek bila pewaris tidak meninggalkan anak, seorang
saudara seibu laki-laki atau perempuan. Yang mendapatkan
bagian 1/3 adalah ibu bila ia mewarisi bersama ayah dan
pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara, saudara seibu
laki-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari seorang
Adapun ahli wartis yang mendapatkan bagian / furudh 2/3
adalah anak perempuan bila ia lebih dari dua orang dan
saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang
atau lebih.(Amir Syarifuddin,2005)
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2) Ahli waris Ashabah (yang mendapatkan semua harta atau
Ashabah)

Ashabah di dalam bahasa Arab berarti anak laki-laki
dari kaum kerabat dari pihak bapak. Para ulama telah sepakat,
bahwa mereka berhak untuk mendapatkan warisan. Adapun
ahli waris yang berkedudukan sebagai ashabah itu tidak berlaku
baginya ketentuan yang telah ditetapkan bagi ahli waris dzawil
Surudh.

Apabila seseorang meinggal dunia dan tidak memiliki
ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (dzawil furudh),
maka harta peninggalannya itu, diserahkan seluruhnya kepada
ahli waris ashabah. Akan tetapi, apabila ada diantara ahli waris
mendapatkan bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian
ahli waris ashabah. (Mardani,2014)

3) Ahli Waris Dzawil Arham

Ahli waris dzawil arham yaitu seseorang yang memiliki
hubungan darah dengan si pewaris, akan tetapi karena
ketentuan dari nash maka ahli waris ini tidak diberikan atau
tidak berhak menerima bagian harta warisan. Kecuali apabila
ahli waris yang masuk dalam golongan ashab al-furndh dan ashab
al-ushubah tidak ada. Contohnya, cucu perempuan garis
perempuan. (Mardani,2014)

Dalam kompilasi hukum Islam, ahli waris dzawil arham
tidak  dijelaskan  sama  sekali, boleh jadi  sebagai
pertimbangannya dalam kehidupan seperti sekarang ini
keberadaan dzawil arham jarang terjadi atau mungkin tidak
sejalan dengan ide dasar hukum kewarisan. Namun, karena
kemungkinan dalam kehidupan ini dzawil atham merupakan
sesuatu yang bisa saja terjadi. Terkadang untuk mengatasi
keberadaan ahli waris dzawil arham ini, maka akan ditempuh
penyelesaian melalui wasiat wajibah, atau wasiat. Karena bisa
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saja dzawil arham yang mempunyai hubungan darah sangat
dekat, tidak berhak menerima bagian warisan.(Ahmad
Rofik,2013)

F. Hikmah Pembagian Waris dalam Islam
Setiap syariat yang dibuat dalam Islam pasti memiliki
maksud serta tujuan yang jelas, tidak sekedar perintah yang
wajib dilaksanakan. Take terkecuali hukum waris Islam. Dalam
hal pembagian harta warisan, memiliki beberapa hikmabh,
diantaranya :
1) Keadilan
Setiap ahli warisa dalam hukum waris Islam
mendapatkan  bagian  sesuai  ketentuan yang adil,
sebagaimana diatur dalam Al Quran dan Hadis Nabi.saw.
2) Kepastian Hukum
Islam memberikan panduan yang sangat jelas tentang
siapa yang berhak menerima warisan dan yang tidak berhak
menerima warisan, siapa yang terhalang dan penyebab
terhalangnya menerima warisan, serta berapa bagian yang
akan diterima oleh setiap ahli waris.
3) Mencegah Sengketa
Dengan adanya aturan yang sangat jelas dalam Al
Quran dan Hadis Nabi.saw, diharapkan tidak akan ada
sengketa dalam keluarga terkait pembagian harta warisan.
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BAB 8
KORELASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
Oleh: Nur Faizah, S.H.I., M.A., M.H.I

A. Pengertian Hukum Adat

Secara etimologis, istilah "adat" berasal dari bahasa
Arab, yaitu kata a/-‘adat, yang bermakna suatu perilaku yang
dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan.
Dalam bahasa Indonesia, "adat" dimaknai sebagai "Aturan
atau tindakan yang lazim dilakukan sejak zaman dahulu.". Dari
konsep adat ini kemudian muncul istilah hukum adat, yaitu
aturan hukum yang bersumber dari adat istiadat serta budaya
masyarakat ~ setempat.  Cornelis ~ Van  Vollenhoven
mengemukakan bahwa hukum adat adalah "Kumpulan norma
tingkah laku yang, di satu sisi, memiliki sanksi hukum, dan di
sisi lain, bersifat tidak tertulis atau belum terkodifikasi.".

Sementara itu, Soerjono Soekanto mengartikan hukum
adat sebagai "serangkaian adat yang sebagian besar belum
tercatat secara formal (ongecodificeerd) dan bersifat memaksa
(dwang), serta memiliki sanksi hukum sehingga menimbulkan
akibat hukum (rechtsgevoly)". Pendapat Soekanto ini diperkuat
oleh Bushar Muhammad, yang menyatakan bahwa hukum adat
mencakup seluruh adat yang tidak tertulis, hidup dan
berkembang di tengah masyarakat, mencakup aspek
kesusilaan, kebiasaan, serta norma-norma yang memiliki
konsekuensi hukum. Ter Haar menambahkan pengertian
hukum adat sebagai keseluruhan aturan yang terwujud melalui
putusan-putusan para pejabat hukum (dalam pengertian luas)
yang memiliki kewibawaan serta pengaruh, di mana aturan
tersebut diterapkan secara spontan dan ditkuti dengan penuh
kepatuhan.
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Dari serangkaian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa
hukum adat adalah sistem hukum yang bersumber dari adat
istiadat, tradisi, dan kebiasaan yang hidup dan berkembang di
suatu masyarakat. Hukum ini bersifat tidak tertulis, tetapi
diakui dan dipatuhi oleh masyarakat setempat sebagai
pedoman untuk mengatur hubungan sosial, menyelesaikan
sengketa, serta menjaga keteraturan dan harmoni. Hukum adat
juga mengandung sanksi, baik fisik maupun sosial, bagi mereka
yang melanggar, dan meskipun tidak terkodifikasi, ia memiliki
kekuatan hukum yang kuat di dalam komunitas yang
menerapkannya.

Di Indonesia hukum adat mencakup norma dan aturan
yang berlaku di wilayah adat tertentu, di mana masyarakat
setempat menjalankan dan mematuhinya. Pelanggaran
terhadap norma-norma ini akan dikenakan sanksi, baik berupa
hukuman fisik maupun hukuman sosial. Hukum adat berbeda
di setiap daerah, hal ini mencerminkan keragaman budaya dan
tradisi yang dimiliki oleh berbagai kelompok etnis di seluruh

Nusantara.

B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Adat di
Indonesia

Hukum adat di Indonesia memiliki akar sejarah yang
panjang dan berakar dari kehidupan masyarakat Nusantara
sebelum masa kolonial. Sejak masa kerajaan-kerajaan kuno,
seperti Sriwijaya dan Majapahit, norma dan aturan yang
bersumber dari adat istiadat telah memainkan peran penting
dalam mengatur hubungan sosial, perdagangan, hingga politik.
Setiap suku bangsa di Nusantara memiliki adat istiadat sendiri
yang menjadi sumber hukum lokal dalam mengatur kehidupan
sehari-hati.
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1. Masa Pra-Kolonial

Pada masa ini, hukum adat sepenuhnya berfungsi
sebagai aturan yang dipegang oleh masyarakat lokal untuk
menjaga keteraturan. Masing-masing suku bangsa atau kerajaan
di Nusantara menerapkan hukum adat yang mencerminkan
nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi mereka. Hukum adat
berlaku di hampir semua aspek kehidupan, mulai dari tata cara
pernikahan, warisan, penyelesaian sengketa, hingga sanksi bagi
pelanggar norma masyarakat. Sifat hukum adat yang dinamis
memungkinkan aturan-aturan tersebut berkembang seiring
perubahan zaman.
2. Masa Kolonial

Salah satu prinsip penjajahan yang dipegang oleh Belanda
adalah memberikan toleransi terhadap masyarakat dan
lembaga-lembaga pribumi, sekaligus berupaya
mengintegrasikan mereka demi kepentingan  kolonial.
Kebijakan inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah Belanda
untuk mempertahankan keberadaan hukum adat.

Pada masa VOC, kajian tentang hukum adat sebenarnya
sudah mulai dilakukan, namun istilah "hukum adat" (adatrechi)
baru secara resmi diperkenalkan pada tahun 1900 oleh Snouck
Hurgronje. Istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada
berbagai bentuk adat yang memiliki konsekuensi hukum dalam
masyarakat.Perkembangan hukum adat mengalami perubahan
signifikan saat Belanda mulai menguasai wilayah Nusantara.
Pada masa ini, hukum adat tetap diakui dan diberlakukan di
kalangan  pribumi, namun pengaruh kolonial ~mulai
memasukkan elemen hukum Barat ke dalam sistem hukum
Indonesia. Cornelis van Vollenhoven, seorang ahli hukum
Belanda, adalah tokoh penting yang memperkenalkan konsep
hukum adat dalam dunia hukum modern. Ia mengemukakan
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bahwa hukum adat adalah hukum asli masyarakat pribumi
yang tidak boleh diabaikan atau dipinggirkan oleh hukum
kolonial.

Pada tahun 1848, pemerintah kolonial Belanda menetapkan
kebijakan pluralisme hukum, yang mengakui keberadaan tiga
sistem hukum yang berlaku bersamaan di Hindia Belanda,
yaitu:

1. Hukum Eropa (untuk orang Eropa),
2. Hukum Adat (untuk masyarakat pribumi), dan
3. Hukum agama Islam (untuk kaum muslim).

Dalam praktiknya, hukum adat tetap berperan dalam
kehidupan masyarakat pribumi, meskipun dalam beberapa
aspek, seperti pertanahan, pengaruh hukum Barat mulai
masuk dan membatasi ruang lingkupnya.

3. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, hukum
adat tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional.
UUD 1945, khususnya dalam Pasal 18B ayat 2, mengakui
keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat selama tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional dan nilai-nilai
Pancasila. Pengakuan ini memperkuat posisi hukum adat di
dalam struktur hukum Indonesia yang pluralistis.

Namun, pada masa Orde Baru, penerapan hukum adat
mulai terpinggirkan karena adanya sentralisasi hukum nasional
dan kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan
modernisasi. Banyak wilayah adat yang tergerus oleh
pembangunan infrastruktur, dan konflik agraria antara
masyarakat adat dengan pihak luar sering kali timbul akibat
perbedaan pandangan mengenai kepemilikan tanah.

4. Masa Reformasi dan Kontemporer
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Pada era reformasi, pengakuan terhadap hukum adat
kembali menguat. Gerakan masyarakat adat menjadi semakin
aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka, terutama
terkait pengelolaan sumber daya alam dan tanah ulayat. Pada
tahun 1999, UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia secara
jelas mengakui hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas
tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang mereka kelola
secara turun-temurun.

Saat ini, hukum adat masih memainkan peran penting
di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang
memiliki tradisi adat yang kuat seperti Bali, Sumatera Barat,
Papua, dan Kalimantan. Meski demikian, tantangan terus
muncul dalam menghadapi konflik antara hukum adat dengan
hukum nasional, terutama dalam hal pertanahan dan sumber
daya alam.

5. Perkembangan Hukum Adat di Era Modern

Dalam konteks modern, hukum adat tetap relevan,
terutama dalam pengaturan mengenai hak-hak ulayat dan
otonomi masyarakat adat. Lembaga-lembaga adat di berbagai
daerah terus mempertahankan peran mereka dalam
menyelesaikan sengketa, menetapkan aturan sosial, dan
menjaga keseimbangan masyarakat. Hukum adat juga
berkontribusi dalam isu-isu lingkungan, seperti konservasi
hutan dan lahan pertanian, karena banyak komunitas adat yang
mempraktikkan  pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan.

Dengan adanya pengakuan dari pemerintah, hukum
adat di Indonesia kini berfungsi sebagai salah satu pilar
penting dalam menjaga keadilan sosial di tingkat komunitas,
meski tantangan untuk memperkuat posisinya dalam sistem
hukum nasional tetap ada.



129

C. Definisi dan Prinsip Dasar Hukum Islam

Hukum Islam adalah “syariat Allah yang bersifat
menyeluruh berupa hukum-hukum yang terdapat di dalam al
Quran dan As-Sunnah (syari’ah) serta hukum-hukum yang
dihasilkan oleh para ahli hukum Islam dengan menggunakan
metode ijtihad (figh)”. Kajian mengenai hukum Islam
seringkali memahami hukum Islam sebagai syariah Islam atau
figh Islam, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar.
Syariah menurut bahasa bermakna alwarid yang berarti jalan
dan tempat keluarnya (mata) air. Sedangkan menurut istilah
adalah “Seperangkat norma yang mengatur masalah-masalah
bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, serta
bermuamalah dengan sesama manusia”. Al Fairuz Abady
menyebutkan bahwa syariat adalah apa-apa yang disyariatkan
Allah kepada para hambaNya.

Adapun prinsip-prinsip dasar hukum Islam mencakup
nilai-nilai keadilan, perlindungan hak asasi manusia (HAM),
dan keseimbangan sosial. Hukum Islam didasarkan pada
sumber-sumber fundamental seperti al-Qur’an dan Hadis,
dengan fleksibilitas melalui ijtthad dan analogi (Qiyas).
Meskipun prinsip-prinsip ini tetap universal, pelaksanaannya
dalam kehidupan sehari-hari tetap menyesuaikan dengan
konteks lokal dan perubahan zaman.

D. Eksistensi Hukum Adat dalam Hukum Islam

Mason C. Hoadley dalam tulisannya The Leiden
Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review) berpendapat
bahwa keberadaan hukum adat sebagai /Jving /aw bangsa
Indonesia semakin termarginalkan. Hukum adat, yang dulunya
merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang serta
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mampu menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan
masyarakat Indonesia, kini semakin kehilangan relevansinya.
Saat ini, realitas empiris menunjukkan bahwa masyarakat adat
menghadapi berbagai kompleksitas, terutama ketika hukum
adat bersinggungan dengan hukum positif. Contohnya, hak-
hak tradisional masyarakat sering kali bertentangan dengan
kepentingan investor yang didukung oleh sistem hukum
negara. Perkembangan Sistem Hukum Indonesia yang
cenderung lebih memilih model sistem hukum civil dari negara
barat dan polittk hukum Indonesia yang mengarah pada
kodifikasi dan unifikasi hukum, mempercepat hilangnya
eksistensi hukum adat dan pranata-pranatanya.

Eksistensi hukum adat di Indonesia semakin menutun,
sebagian besar disebabkan oleh pandangan yang menganggap
hukum adat sebagai sesuatu vyang terlalu tradisional,
ketinggalan zaman, dan kuno, sehingga dianggap tidak mampu
mengikuti perkembangan zaman modern. Implikasi dari
kebijakan hukum di Indonesia ini terlihat dalam penyelesaian
masalah masyarakat yang sering kali mengabaikan hukum adat
dan lebih mengutamakan hukum negara, meskipun hukum
adat sering kali lebih sesuai dengan konteks lokal.

Konflik horizontal antara masyarakat adat di suatu
wilayah, yang seharusnya dapat diselesaikan melalui lembaga
penyelesaian adat, sering kali tidak teratasi dengan baik.
Masalah utama yang sering muncul dalam kehidupan sehari-
hari adalah perbedaan pandangan antara penguasaan tanah
oleh masyarakat berdasarkan hak ulayat dan kepentingan
umum yang menjadi tanggung jawab negara. Contoh lain
adalah usulan untuk memperluas dasar pidana suatu perbuatan
hingga mencakup nilai-nilai hukum adat.
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Sebagai sistem hukum yang bersifat universal, hukum
Islam akomodatif terhadap sistem hukum yang berlaku di
suatu masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam memberikan
ruang bagi hukum Adat untuk tetap dilaksanakan oleh
masyarakat, tentunya dengan syarat tidak bertentangan dengan
nilai-nilai Islam. Hal ini terbukti dengan penerimaan Islam
terhadap adat atau ‘Urf sebagai bagian dati adilatul abkan (dalil
hukum). Bukti bahwa hukum Adat bisa diadopsi oleh Islam
yaitu sabda Nabi Muhammad
Sesunggubnya yang dianggap wummat Islam baik, maka di sisi
Allah juga akan dianggap baik. (HR. Ahmad)

Merujuk kepada makna Adat yang sama dengan ‘Urf
dalam Islam maka Allah berfirman :
Jadilah Engkau Pema’af dan surublah orang mengerjakan yang
ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S.
al-A'raf- 199).

Dengan demikian eksistensi hukum adat diakui oleh
Islam sebagai dalil hukum yang perlu dipertimbangkan dalam
menetapkan suatu hukum, selama tidak bertentangan dengan
nilai-nilai Islam.

E. Teori dalam Hukum Adat dan Hukum Islam

Dalam menghadapi adat masyarakat Arab, hukum
Islam mengambil beberapa pendekatan sebagai berikut:
1. Mengadopsi Adat Secara Utuh

Hukum Islam mengintegrasikan adat sepenuhnya, baik
dalam hal prinsip maupun pelaksanaannya. Contohnya adalah
pemberian uang tebusan darah (dia?) yang harus dibayar oleh
pelaku pembunuhan kepada keluarga korban, serta praktik jual
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beli ariyah, yakni menukar buah yang sudah kering (tamar)
dengan buah yang masih basah (ruthab) meskipun keduanya
dati jenis yang sama dan dengan takaran yang berbeda. Setelah
diadopsi oleh hukum Islam, adat ini tidak lagi dianggap
sebagai adat belaka, tetapi sudah menjadi bagian dari hukum
Islam, meskipun asalnya dari adat setempat.

2. Mengadopsi Adat pada Prinsipnya, tetapi Menyesuaikan

Pelaksanaannya dengan Hukum Islam.

Hukum Islam mengadopsi prinsip adat, tetapi dalam
pelaksanaannya disesuaikan dengan ajaran Islam. Misalnya,
dalam kasus 7a’ dan dzibar yang sudah ada dalam adat Arab
pra-Islam. Dgzibar adalah pernyataan seorang suami yang
menyamakan istrinya dengan ibunya. Dalam adat Arab pra-
Islam, pernyataan ini memutus hubungan suami-istri sekaligus
dianggap sebagai perceraian. Namun, dalam hukum Islam,
pernyataan dgzbar mencegah hubungan suami-istri, tetapi tidak
memutuskan perkawinan. Suami dapat kembali kepada istrinya
setelah membayar kaffarat dzibar.

Sementara itu, 7’ adalah sumpah suami untuk tidak
menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Dalam adat
pra-Islam, 7’ dianggap perceraian. Prinsip " diambil oleh
hukum Islam, tetapi penyelesaiannya disesuaikan dengan
norma Islami, di mana suami diberikan waktu untuk
memutuskan apakah ingin kembali kepada istrinya dengan
membayar kaffarat atau menceraikannya secara resmi.

3. Nasak)h atau Pembatalan Adat

Hukum Islam sepenuhnya menggantikan adat lama,
baik dari segi prinsip maupun pelaksanaannya, jika adat
tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini,
hukum Islam berlaku sepenuhnya dan menghapus praktik
yang tidak sesuai. Contoh dari pendekatan ini adalah
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pelarangan minum khamar (minuman keras) dan berjudi yang
merupakan kebiasaan umum dalam masyarakat Arab pra-
Islam.
4. Prioritas pada Hukum Islam Jika Terjadi Konflik dengan
Adat
Jika ada perbedaan prinsip antara hukum Islam dan
adat, maka hukum Islam harus diutamakan. Adat hanya dapat
dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan prinsip hukum
Islam. Misalnya, perbedaan antara hukum waris dalam adat
Arab yang bersifat unilateral dengan hukum waris Islam yang
bersifat bilateral. Dalam hal ini, hukum waris Islam
diutamakan, tetapi adat setempat masih dapat diakui jika tidak
bertentangan dengan prinsip dasar syariat.
Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa hukum
Islam menerima atau menolak adat tergantung pada nilai
kemaslahatan dan kemudaratan. Selama adat memberikan
manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan, adat tersebut
dapat terus diberlakukan. Adat yang bermanfaat dapat
dijadikan dasar hukum sesuai dengan kaidah a/-‘adalh
mubakkamah, yang berarti "adat dapat menjadi dasar penetapan
hukum."
Di Indonesia, hubungan antara hukum Islam dan adat
telah menghasilkan beberapa teori, salah satunya adalah:
1. Teori Receptio in Complexu
Secara harfiah, receptio in complexn berarti penerimaan
secara keseluruhan atau adopsi secara menyeluruh. Teori ini
dikemukakan oleh Lodewijk Williem Christian Van den
Berg. Ia berpendapat bahwa bagi penganut agama tertentu,
hukum yang berlaku adalah hukum agama mereka.
Misalnya, untuk umat Hindu, hukum Hindu yang
diterapkan, untuk umat Kiristen, hukum Kiristen yang
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diberlakukan, dan untuk umat Muslim, hukum Islam yang
ditkuti, meskipun ada beberapa penyimpangan atau
penyesuaian dalam pelaksanaannya.

. Teori Resepsi

Secara harfiah, "resepsi" berarti penerimaan atau
asimilasi. Teori ini membahas tentang hubungan antara
hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Dalam teori
ini, hukum adat berperan sebagai penerima, sedangkan
hukum Islam adalah yang diterima. Artinya, hukum Islam
dapat diberlakukan setelah diadopsi atau diintegrasikan ke
dalam hukum adat. Dengan kata lain, hukum Islam hanya
akan berlaku apabila telah diserap oleh hukum adat. Oleh
karena itu, meskipun substansinya berasal dari hukum
Islam, setelah diterima, secara formal ia dianggap sebagai
bagian dari hukum adat.

Teori ini didukung oleh Bertrand ter Haar, yang
berpendapat bahwa hukum adat dan hukum Islam tidak
dapat disatukan atau bekerja sama, karena keduanya
memiliki landasan yang berbeda. Hukum adat berakar dari
kenyataan yang ada di masyarakat, sedangkan hukum Islam
bersumber dari kitab fikih yang merupakan hasil pemikiran
manusia. Contohnya dalam kasus warisan, di Jawa
umumnya pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan
hukum adat di desa-desa, bukan melalui Pengadilan Agama.
Hukum waris Islam belum sepenuhnya diterima oleh
masyarakat adat Jawa, karena dianggap belum sesuai
dengan rasa keadilan mereka.

Teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh
Van Vollenhoven dengan konsep "area hukum" dan
"komunitas otonomi." Van Vollenhoven mencoba
menerapkan dualisme hukum, yaitu hukum Eropa dan
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hukum adat. Namun, teori ini mendapat penolakan keras
dari Hazairin, yang bahkan menyebutnya sebagai "teori
iblis" karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip
hukum Islam. Teori itu harus keluar dari bumi Indonesia
(receptie exit). Lebih lanjut Hazairin mengemukakan bahwa
teoriresepsi tersebut sama sekali tidak sesuai dengan kondisi
sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agama
Islam.
3. Teori Receptio in Contrario

Secara harfiah, receptio in contrario berarti penerimaan
yang tidak bertentangan. Teori ini menyatakan bahwa
hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah
hukum Islam, sedangkan hukum adat hanya dapat
diberlakukan jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
hukum Islam. Teori ini pertama kali digagas oleh Hazairin
dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Suyuti
Thalib.

Jika diperhatikan secara mendalam, teori Hazairin pada
dasarnya mirip dengan pandangan Van den Berg, namun
merupakan kebalikan dari eors resepsi yang dikemukakan
oleh Snouck Hurgronje. Teori ini dikemukakan oleh
Hazairin dan kemudian diperluas oleh Suyuti Thalib. Jika
dianalisis lebih mendalam, teori Hazairin pada dasarnya
mirip dengan pandangan Van den Berg, namun berbeda
dengan teori resepsi yang diajukan oleh Snouck Hurgronje.

F. Korelasi Hukum Adat dan Hukum Islam

Hukum adat dan hukum Islam di Indonesia memiliki
hubungan yang dinamis dan sering kali saling mempengaruhi
dalam praktik di masyarakat. Sebagai dua sistem hukum yang
memiliki akar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat
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Indonesia, keduanya berkembang bersamaan, terutama di
wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Korelasi ini terlihat dalam berbagai aspek, seperti dalam
pengaturan mengenai perkawinan, warisan, serta norma-
norma sosial yang berlaku di masyarakat.

1. Sinkretisme Hukum Adat dan Hukum Islam

Hukum adat di Indonesia sangat beragam, mengikuti
variasi budaya dari berbagai suku bangsa. Ketika Islam masuk
ke Nusantara, terutama melalui jalur perdagangan, penyebaran
agama ini tidak menggantikan adat istiadat secara keseluruhan,
melainkan terjadi akulturasi. Hukum Islam diadopsi dan
diadaptasi dalam konteks adat setempat. Sebagai contoh, di
banyak daerah, seperti Minangkabau dan Aceh, hukum adat
mengatur kehidupan sosial dengan mengintegrasikan nilai-nilai
dan prinsip-prinsip Islam.

Di wilayah Minangkabau, ungkapan "adat basandi
syarak, syarak basandi Kitabullah" mencerminkan bagaimana
hukum adat dan hukum Islam saling mendukung. Adat tetap
berlaku, tetapi dipandu oleh prinsip-prinsip Islam sebagai
landasan moral.

2. Hukum Perkawinan

Dalam hukum adat, pernikahan sering kali diatur
dengan tradisi lokal, tetapi hukum Islam juga memiliki
pengaruh yang kuat. Di banyak komunitas Muslim, aturan
pernikahan adat disesuaikan dengan syariat Islam, terutama
dalam hal ijab kabul, mahar, dan hak serta kewajiban suami-
istri. Namun, dalam beberapa masyarakat adat, seperti di suku-
suku tertentu di Sulawesi atau Sumatra, unsur-unsur adat tetap
muncul, misalnya dalam tata cara upacara pernikahan atau
aturan mengenai hubungan kekerabatan.
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3. Hukum Waris

Hukum waris adalah salah satu aspek yang sering kali
menimbulkan perdebatan antara hukum adat dan hukum
Islam. Dalam hukum Islam, warisan dibagi berdasarkan
ketentuan yang sudah jelas diatur dalam al-Qur’an, yang
menyatakan pembagian yang spesifik kepada ahli waris laki-laki
dan perempuan. Sementara itu, hukum adat di beberapa
daerah, seperti Minangkabau yang menganut sistem
matrilineal, mewariskan harta keluarga melalui garis keturunan
ibu, berbeda dengan prinsip patrilineal dalam hukum Islam.

Di beberapa kasus, terjadi kompromi antara hukum
adat dan hukum Islam, di mana pembagian warisan dilakukan
dengan memperhatikan keduanya. Namun, tidak jarang pula
terjadi  konflik ketika norma adat bertentangan dengan
ketentuan hukum Islam.

4. Penyelesaian Sengketa

Dalam penyelesaian sengketa, hukum adat sering kali
menjadi pilihan utama di masyarakat lokal. Namun, di wilayah
yang mayoritas penduduknya Muslim, penyelesaian sengketa
tersebut biasanya diwarnai oleh prinsip-prinsip hukum Islam,
terutama yang terkait dengan isu-isu keluarga, seperti
perceraian, perwalian anak, atau sengketa warisan. Lembaga
adat sering kali mengadopsi aturan-aturan syariah dalam
menyelesaikan masalah yang terjadi di komunitas Muslim.

5. Kolonialisme dan Dualisme Hukum

Pada masa kolonial, pemerintah Belanda menerapkan
sistem hukum yang pluralistis, di mana hukum adat dan
hukum Islam diakui bersamaan. Hal ini ditandai dengan
diberlakukannya hukum adat untuk masyarakat pribumi,
sementara hukum Islam diizinkan berlaku khusus dalam hal-
hal tertentu, terutama yang terkait dengan kehidupan pribadi



138

seperti perkawinan dan warisan. Namun, sering kali terjadi
tumpang tindih antara hukum adat dan hukum Islam, karena
keduanya saling mempengaruhi dalam praktik di masyarakat.
6. Era Kontemporer

Pada era modern, hubungan antara hukum adat dan
hukum Islam tetap relevan. Pengadilan Agama, yang berfungsi
sebagai lembaga peradilan untuk urusan yang terkait dengan
hukum Islam, sering kali harus mempertimbangkan norma-
norma adat dalam putusan mereka, terutama dalam wilayah-
wilayah di mana adat masih kuat. Pemerintah Indonesia,
melalui Pasal 18B UUD 1945, mengakui keberadaan hukum
adat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar
negara, yang juga dapat mencakup norma-norma Islam.

G. Kesimpulan

Korelasi antara hukum adat dan hukum Islam di
Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan unik
dalam kerangka hukum nasional. Keduanya merupakan sistem
hukum yang telah berakar kuat dalam masyarakat Indonesia,
dengan hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai tradisional
dan lokal, serta hukum Islam yang membawa prinsip-prinsip
syariah dalam kehidupan beragama dan sosial. Meskipun
memiliki latar belakang yang berbeda, kedua sistem hukum ini
sering kali berinteraksi dan berpotensi saling melengkapi.

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam
bukanlah hal yang mudah, mengingat perbedaan prinsip dan
norma yang mendasari masing-masing sistem. Namun, dalam
banyak kasus, harmonisasi ini telah berhasil dicapai melalui
pendekatan yang inklusif dan dialogis, baik di tingkat
komunitas maupun dalam kebijakan hukum nasional.
Keberhasilan ini sering kali dipengaruhi oleh peran tokoh-
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tokoh adat dan agama yang berfungsi sebagai mediator dalam
mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Konflik antara
hukum adat dan hukum Islam masih terjadi, terutama ketika
terdapat perbedaan interpretasi atau ketika satu sistem hukum
dipandang lebih dominan dibandingkan yang lain. Konflik ini
sering muncul dalam konteks hukum keluarga, waris, dan
penyelesaian sengketa, di mana norma-norma adat dan syariah
Islam dapat bertabrakan.
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BAB 9
KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM TATA
HUKUM DI INDONESIA
Oleh: Mohammad Adnan Ph. D

A. Pendahuluan

Hukum Islam memainkan peran sentral dalam
kehidupan masyarakat Indonesia, terutama karena mayoritas
penduduknya beragama Islam. Pengaruh Hukum Islam tidak
terbatas pada aspek spiritual atau ibadah, tetapi juga meresap
ke dalam berbagai bidang kehidupan sosial, budaya, ekonomi,
dan hukum. Dalam kehidupan pribadi, Hukum Islam
memberikan panduan yang jelas tentang ibadah, etika sosial,
dan kebersihan, yang membentuk perilaku sehari-hari umat
Muslim. Di ranah keluarga, hukum perkawinan, perceraian,
dan kewarisan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan
dijalankan oleh Peradilan Agama, yang menunjukkan betapa
pentingnya syariat dalam menjaga tatanan keluarga Muslim.
Dalam bidang ekonomi, Hukum Islam berperan melalui
pengembangan industri keuangan syariah, seperti perbankan
dan asuransi syariah, serta mekanisme distribusi zakat yang
berfungsi mengurangi kesenjangan sosial. Pendidikan Islam,
khususnya di pesantren, memperkuat pemahaman umat
terthadap hukum syariah, sementara budaya lokal, seperti di
Aceh, sering kali berasimilasi dengan Hukum Islam,
menciptakan perpaduan antara hukum adat dan syariah.
Pengaruh politik Hukum Islam terlihat dalam kebijakan yang
mendukung ekonomi syariah dan fatwa-fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) yang memengaruhi peraturan-peraturan
terkait kehidupan keagamaan dan sosial. Meskipun tidak
semua aspek syariah dijadikan hukum positif oleh negara,
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konsensus di kalangan masyarakat Muslim Indonesia
menjadikan Hukum Islam sebagai sumber nilai moral dan
sosial yang kuat, yang terus memengaruhi berbagai aspek
kehidupan umat Islam di Indonesia. (Samsuri, 2021)

B. Hukum Islam dan Tatanan Hukum Indonesia

Hukum Islam telah menjadi bagian integral dari sejarah
panjang Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan. Sebagai salah
satu sumber hukum yang diakui dalam praktik kehidupan
sehari-hari, Hukum Islam membentuk identitas hukum
masyarakat Muslim Indonesia. Membahas kedudukannya
dalam tata hukum nasional adalah langkah penting untuk
mengakui warisan sejarah dan identitas keagamaan bangsa
yang heterogen, di mana Islam menjadi salah satu pilar utama.
Ini juga memperkuat rasa keadilan bagi masyarakat Muslim
yang berharap prinsip-prinsip agamanya diakui dalam kerangka
hukum nasional.

Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum
nasional, khususnya Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin
kebebasan beragama. Indonesia tidak menerapkan Hukum
Islam sebagai sistem hukum tunggal, tetapi mengintegrasikan
beberapa aspek Hukum Islam, terutama dalam bidang perdata
seperti hukum keluarga dan kewarisan, ke dalam hukum
nasional. Memahami kedudukannya memungkinkan adanya
keseimbangan antara kepentingan umat Muslim dan prinsip-
prinsip pluralisme hukum di Indonesia. (Shomad, 2017)

Kedudukan Hukum Islam dalam tata hukum
Indonesia juga memiliki dampak langsung pada kehidupan
sosial masyarakat. Sebagai sistem nilai yang diterima oleh
mayoritas penduduk, Hukum Islam mempengaruhi norma
sosial, etika, dan perilaku sehari-hari umat Muslim. Oleh
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karena itu, membahas dan mengklarifikasi kedudukannya
dalam sistem hukum nasional membantu memperkuat
keteraturan sosial dan memfasilitasi kohesi sosial yang lebih
baik di masyarakat. Sebagai contoh, peraturan zakat dan wakaf
yang diakui secara hukum membantu dalam redistribusi
kekayaan yang lebih merata di masyarakat, sehingga
mengurangi ketimpangan sosial. (Zayyadi, 2020)

C. Sejarah Hukum Islam di Indonesia
1. Periode Sebelum Kolonial

Pengaruh Hukum Islam di Nusantara sudah mulai
terbentuk jauh sebelum masuknya pengaruh kolonial, ketika
Islam masuk ke wilayah ini pada abad ke-7 hingga ke-13
melalui jalur perdagangan, dakwah, dan hubungan budaya
dengan dunia Islam yang lebih luas. Seiring dengan penyebaran
agama Islam, Hukum Islam (syariah) mulai diadopsi dan
menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat lokal.
(Shomad, 2017)
a. Masuknya Islam melalui Jalur Perdagangan

Pada periode sebelum kolonial, jalur perdagangan yang
aktif antara Nusantara dan kawasan Timur Tengah, India,
Persia, dan China berperan besar dalam menyebarkan agama
Islam ke wilayah Nusantara. Para pedagang muslim yang
datang ke pelabuhan-pelabuhan di Sumatra, Jawa, Kalimantan,
dan Sulawesi tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi
juga ajaran Islam. Seiring dengan meningkatnya jumlah
pemeluk Islam di Nusantara, pengaruh Hukum Islam mulai
dirasakan dalam tata kehidupan masyarakat. Salah satu contoh
awal pengaruh ini adalah pembentukan hukum keluarga dan
pernikahan yang mengikuti ketentuan Islam, seperti nikah,
talak, dan faraid (pembagian warisan). Proses Islamisasi ini
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awalnya terjadi secara informal di kalangan pedagang dan elit
lokal yang kemudian meresap ke dalam komunitas yang lebih
luas. (Hadjar, 2006)
b. Kesultanan dan Islamisasi Hukum

Ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri di
Nusantara, seperti Kesultanan Samudera Pasai di Aceh (abad
ke-13) dan Kesultanan Demak di Jawa (abad ke-15), Hukum
Islam mulai diintegrasikan secara formal dalam sistem hukum
kerajaan. Kesultanan-kesultanan ini menerapkan syariah Islam
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam
hukum pidana, perdata, dan pemerintahan. Para sultan
berperan sebagai pelindung dan penyebar agama Islam, dan
hukum Islam menjadi landasan untuk mengatur masyarakat
Muslim. Dalam banyak hal, Hukum Islam berperan dalam
menggantikan atau berasimilasi dengan hukum adat yang
sudah ada. Proses ini sering kali bersifat sinkretik, di mana
hukum adat yang sebelumnya berlaku dipadukan dengan
prinsip-prinsip Hukum Islam. Misalnya, adat di Minangkabau
yang awalnya mengikuti hukum matrilineal kemudian
mengadopsi beberapa aspek hukum Islam, terutama dalam hal
pembagian warisan. (Misnan, 2021)
c. Peran Ulama dan Lembaga Hukum Islam

Salah satu faktor penting dalam penyebaran Hukum
Islam adalah peran ulama. Para ulama memainkan peran ganda
sebagai guru agama sekaligus penasehat hukum di masyarakat
Muslim. Mereka mengajarkan ajaran Islam dan menegakkan
syariah melalui pengajian, madrasah, dan pesantren yang
didirikan di berbagai wilayah Nusantara. Selain itu, mereka
juga sering diminta untuk memberikan fatwa dalam perkara
hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Seiring waktu, fatwa-
fatwa ini menjadi dasar praktik Hukum Islam dalam kehidupan
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schari-hari masyarakat muslim. Pesantren, sebagai lembaga
pendidikan Islam tertua di Indonesia, juga memainkan peran
penting dalam mempelajari  dan  mengajarkan  figh
(jurisprudensi Islam). Lembaga-lembaga ini mendidik generasi
ulama yang nantinya berperan dalam penyebaran dan
penerapan Hukum Islam di berbagai wilayah Nusantara.
(Samsuri, 2021)
d. Akulturasi Hukum Islam dengan Hukum Adat

Pengaruh  Hukum Islam di Nusantara tidak
menggantikan hukum adat secara total. Sebaliknya, terjadi
proses akulturasi antara hukum adat dan Hukum Islam. Di
banyak daerah, hukum adat yang bersifat lokal tetap
diterapkan, tetapi dengan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip
Islam. Hal ini menciptakan suatu sistem hukum yang bersifat
hibrida, di mana Hukum Islam dan hukum adat berjalan
berdampingan. Misalnya, di Kesultanan Aceh, hukum adat
yang dipengaruhi oleh Islam dikenal dengan istilah "Adat
bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah" yang berarti bahwa
adat didasarkan pada syariah, dan syariah didasarkan pada Al-
Qur'an. Integrasi ini juga terlihat di wilayah-wilayah seperti
Sumatera Barat (Minangkabau), di mana hukum adat berbaur
dengan ajaran Islam, terutama dalam hal pernikahan dan
kewarisan. (Kurniawan, 2017)
e. Sistem Peradilan Islam

Pada periode sebelum kolonial, beberapa kerajaan
Islam di Nusantara sudah memiliki lembaga peradilan yang
menerapkan Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa.
Misalnya, Kesultanan Aceh memiliki gadi (hakim) yang
bertugas untuk memutuskan perkara berdasarkan syariah.
Qadi ini memainkan peran penting dalam menegakkan hukum
perdata dan pidana Islam di masyarakat. Peran lembaga
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peradilan Islam ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem
peradilan agama yang kelak berkembang di Indonesia.
(Hikmabh, et.al., 2023)
f. Literatur dan Kitab Hukum Islam

Penyebaran Islam juga mendorong penulisan dan
penyebaran literatur hukum Islam di Nusantara. Beberapa
kitab figh dari Timur Tengah dan India, seperti Sullam al-Taufig
dan Fath al-Qarib, mulai diajarkan di pesantren dan madrasah.
Selain itu, ulama lokal mulai menulis kitab-kitab yang
menjelaskan penerapan Hukum Islam dalam konteks lokal.
Kitab-kitab ini menjadi panduan bagi para ulama dan qadi
dalam menegakkan hukum di kerajaan-kerajaan Islam di
Nusantara. (Yusri, 2019)

2. Hukum Islam pada Masa Kolonial: Marjinalisasi oleh
Sistem Hukum Barat

Pada masa kolonial, terutama di bawah pemerintahan
kolonial Belanda, Hukum Islam mengalami marjinalisasi yang
signifikan. Penjajah Belanda secara sistematis memperkenalkan
dan menerapkan sistem hukum Barat yang didasarkan pada
hukum Eropa, yang secara perlahan menggantikan peran dan
posisi Hukum Islam dalam sistem hukum di Nusantara.
Marjinalisasi Hukum Islam ini terjadi melalui beberapa
tahapan penting, yang mencakup penerapan kebijakan hukum
dualisme, pengurangan kewenangan peradilan Islam, dan
upaya untuk mengasimilasi hukum lokal dengan hukum Barat.
a. Penerapan Hukum Belanda

Pada masa sebelum Hindia-Belanda, tata hukum
Indonesia dipengaruhi oleh hukum Hindu, Islam, dan adat,
dengan sistem peradilan dibagi menjadi perkara Pradata yang
diadili raja, dan perkara Padu yang diadili oleh jaksa. Saat VOC
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berkuasa di Indonesia pada tahun 1602, pengadilan diatur oleh
Raad van Justisie untuk mengadili penduduk, kecuali pegawai
dan serdadu VOC. Setelah VOC runtuh, Belanda di bawah
Daendels mempertahankan pengadilan berdasarkan hukum
adat lokal. Masa Inggris (1811-1816) di bawah Raffles
memperkenalkan perbedaan pengadilan antara penduduk kota
dan desa. Pada kembalinya Belanda, sistem peradilan kembali
diatur melalui Reglement van den Rechterlike Organisatie (R.O)
tahun 1848, membagi pengadilan ke dalam enam kategori
sesuai kelompok etnis dan status sosial. Pada masa Jepang
(1942-1945), Jepang mempertahankan sebagian besar struktur
pengadilan Belanda tetapi menyatukan sistem peradilan untuk
semua golongan penduduk. Setelah kemerdekaan Indonesia,
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 mempertahankan sistem
peradilan yang ada hingga diadakan perubahan. Pengadilan
disusun ulang melalui UU Darurat No. 1 Tahun 1951 yang
menghapus pengadilan adat dan swapraja. Pada tahun 1970,
UU No. 14 Tahun 1970 menetapkan empat lingkungan
peradilan: Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan
Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. (S¢arah Pengadilan —
Pengadilan Negeri Surabaya, 2024)
b. Pengurangan Kewenangan Peradilan Islam
Perkembangan pengadilan agama di Indonesia
mengalami fluktuasi yang sangat dinamis, dengan kekuasaan
dan wewenang yang mengalami pasang surut seiring dengan
perubahan kondisi politik dan hukum di negeri ini. Pada masa
kerajaan-kerajaan Islam, hukum Islam memiliki kedudukan
yang kuat dan diterapkan secara efektif di seluruh wilayah
kekuasaan Islam, seperti di Aceh, Demak, dan Mataram. Pada
periode ini, pengadilan agama menjadi bagian dari
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pemerintahan umum, dengan para penghulu bertugas sebagai
hakim yang memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam.

Namun, dengan masuknya penjajah Belanda dan
penerapan politik hukum kolonial, pengaruh hukum Islam
mulai  dikurangi. Belanda secara bertahap membatasi
wewenang pengadilan agama, dimulai dengan penempatan
peradilan agama di bawah pengawasan *landraad* pada tahun
1830. Kewenangan pengadilan agama semakin terbatas dengan
berlakunya peraturan-peraturan yang mengurangi kompetensi
mereka dalam menangani perselisihan harta benda, seperti
yang terjadi di Jawa dan Madura pada masa berlakunya
Staatsblad 1937 Nomor 116.

Perubahan besar terjadi setelah Indonesia merdeka,
khususnya dengan pembentukan Kementerian Agama pada
tahun 1946 dan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1946 yang mempersatukan administrasi nikah, talak, dan rujuk
di seluruh Indonesia di bawah pengawasan kementerian
tersebut. Kemandirian pengadilan agama semakin diperkuat
dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, yang memberikan dasar hukum
untuk memperkuat kedudukan pengadilan agama sebagai salah
satu bagian dari sistem peradilan nasional yang setara dengan
peradilan lainnya. Secara historis, personel pengadilan agama
selalu terdiri dari para ulama yang dihormati oleh masyarakat.
Mereka memiliki peran penting dalam menjaga keadilan
berbasis syariat Islam di tingkat lokal, baik pada masa kerajaan-
kerajaan Islam maupun di masa penjajahan hingga era modern.
Para ulama ini memegang peran penting dalam perkembangan
peradilan agama di Indonesia, baik di masa kolonial maupun
setelah kemerdekaan. (Se¢arah Peradilan Agama - Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama, n.d.)
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c. Politik Hukum Kolonial: Compendium Freijer dan
Indische Staatsregeling

Salah satu langkah awal penjajah Belanda dalam upaya
mengatur Hukum Islam adalah dengan memperkenalkan
Compendium Freijer pada tahun 1760. Ini adalah suatu bentuk
"kumpulan hukum" yang diadaptasi dari hukum adat dan
Hukum Islam untuk mengatur kehidupan masyarakat pribumi,
terutama di daerah Batavia. Compendium ini pada dasarnya
mencoba membatasi peran Hukum Islam agar sesuai dengan
kepentingan kolonial. Kemudian, pada abad ke-20, pemerintah
kolonial memperkenalkan Indische Staatsregeling (Peraturan
Negara Hindia) pada tahun 1925 yang semakin mempertegas
dualisme hukum di Hindia Belanda. Peraturan ini semakin
menegaskan bahwa hukum Barat berlaku bagi orang Eropa,
sementara hukum adat berlaku bagi pribumi, dengan Hukum
Islam hanya diakui dalam lingkup terbatas, yaitu pada urusan
pribadi seperti pernikahan dan warisan. Implementasi ini
memperkecil ruang bagi pengakuan penuh terhadap Hukum
Islam dalam ranah publik dan menjadikannya sebagai hukum
subordinat di bawah hukum kolonial Barat. (Najib, 2017)
d. Pengaruh Politik Islamofobia dan Kebijakan
Sekularisasi

Selama masa kolonial, pemerintah Belanda tidak hanya
memarjinalkan Hukum Islam secara struktural, tetapi juga
berusaha melemahkan pengaruhnya melalui kebijakan yang
bersifat sekuler. Sebagai kekuatan kolonial yang berasal dari
Eropa Barat, Belanda memiliki kecenderungan sekuler dalam
pengelolaan pemerintahannya. Sikap ini tercermin dalam
kebijakan pendidikan dan administrasi yang berusaha menekan
pengaruh ulama dan pemimpin Islam di kalangan masyarakat
pribumi.  Pemerintah  kolonial ~memperkenalkan sistem
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pendidikan Barat yang berusaha menggantikan peran
pendidikan Islam tradisional (pesantren) dan mendukung
sckularisasi masyarakat pribumi. Pendidikan sekuler ini
bertujuan untuk menciptakan elit pribumi yang lebih
berorientasi kepada sistem hukum dan nilai-nilai Barat,
sekaligus menekan pengaruh pendidikan Islam  yang
berpotensi menumbuhkan kesadaran politik Islam di kalangan
rakyat. (Hadjar, 2006)
e. Pembatasan Penyebaran Hukum Islam

Selain  memperkenalkan ~ hukum  kolonial dan
mengurangi peran peradilan Islam, pemerintah kolonial juga
secara aktif membatasi penyebaran Hukum Islam di
Nusantara. Sebagai contoh, kitab-kitab figh yang menjadi
dasar hukum Islam di banyak wilayah pribumi tidak diizinkan
untuk diedarkan secara bebas tanpa pengawasan. Ulama yang
terlalu vokal dalam mendukung penerapan syariah Islam sering
kali diawasi dan, dalam beberapa kasus, diasingkan oleh
pemerintah kolonial. Pada masa ini, organisasi-organisasi Islam
yang berkembang di awal abad ke-20, seperti Muhammadiyah
dan Nahdlatul Ulama (NU), mulai bangkit untuk
mempertahankan ajaran dan hukum Islam. Meskipun di bawah
tekanan  pemerintah  kolonial, organisasi-organisasi  ini
memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat dan
mempertahankan penerapan Hukum Islam di ranah pribadi
dan sosial. (Hadjar, 2006)
f. Kompromi dan Adaptasi Hukum Islam

Walaupun mengalami marjinalisasi, Hukum Islam tidak
sepenuhnya hilang selama masa kolonial. Sebaliknya, ia
beradaptasi dengan kondisi yang ada. Dalam berbagai kasus,
hukum adat dan Hukum Islam terus berjalan berdampingan
dalam masyarakat, meskipun berada di bawah tekanan sistem
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hukum kolonial. Beberapa penguasa lokal, seperti Sultan Aceh
dan Sultan Yogyakarta, berhasil mempertahankan beberapa
aspek Hukum Islam di wilayah kekuasaan mereka, meskipun
dalam ruang lingkup yang terbatas. Selain itu, ulama lokal terus
memainkan peran penting dalam memberikan fatwa dan
menegakkan hukum syariah di komunitas-komunitas Muslim.
Hukum Islam tetap menjadi bagian integral dari kehidupan
sehari-hari umat Islam, terutama dalam hal pernikahan,
kewarisan, zakat, dan wakaf. (Akbar, 2021)

Pada masa kolonial, Hukum Islam mengalami
marginalisasi dan penurunan pengaruh sebagai akibat dari
upaya sistematis penjajah Belanda untuk menerapkan hukum
Barat di Nusantara. Melalui kebijakan dualisme hukum,
pembatasan yurisdiksi peradilan Islam, dan penguatan hukum
kolonial, Belanda secara efektif melemahkan posisi Hukum
Islam dalam tata hukum Indonesia. Namun, meskipun
mengalami tekanan, Hukum Islam tetap bertahan dan terus
dijalankan oleh masyarakat Muslim di ruang pribadi dan sosial.
Keterbatasan peran Hukum Islam pada masa kolonial ini
kemudian menjadi salah satu faktor penting yang
mempengaruhi perkembangan hukum Islam di Indonesia pada
periode pasca kemerdekaan. (Ali, 2022)

D. Evolusi Penerapan Hukum Islam Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia merath kemerdekaan pada 17
Agustus 1945, penerapan Hukum Islam mengalami
perkembangan yang signifikan. Namun, perjalanan ini tidaklah
mulus, karena ada perdebatan ideologis yang intens terkait
dasar negara, terutama antara kubu yang menginginkan negara
berdasarkan Islam dan kubu yang mendukung Pancasila
sebagai dasar negara. Perdebatan tersebut mencerminkan



152

dinamika sosial, politik, dan agama yang kuat, dan
pengaruhnya masih terasa hingga saat ini dalam bentuk
penerapan Hukum Islam di Indonesia. (Shomad, 2017)

1. Perdebatan Dasar Negara: Pancasila vs. Islam

Setelah proklamasi kemerdekaan, perdebatan mengenai
dasar negara menjadi salah satu isu sentral dalam penyusunan
konstitusi Indonesia. Ada dua kubu utama yang berhadapan
dalam sidang Konstituante: kelompok nasionalis-sekuler yang
mendukung Pancasila sebagai dasar negara, dan kelompok
Islamis yang menginginkan penerapan Islam sebagai dasar
negara. Piagam Jakarta (1945) Pada awalnya, kompromi antara
kedua kubu dicapai melalui Piagam Jakarta yang dirumuskan
pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan. Piagam ini berisi
tujuh kata yang berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tujuh
kata ini mencerminkan aspirasi kelompok Islamis yang
menginginkan pengakuan formal terhadap penerapan syariat
Islam bagi umat Muslim di Indonesia. Namun, atas
permintaan dari berbagai pihak, terutama untuk menjaga
persatuan dengan wilayah-wilayah yang mayoritas non-Muslim
seperti Bali, Maluku, dan Papua, tujuh kata tersebut dihapus
pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan.
(Fauzi, 2005)

2. Sidang Konstituante (1956-1959)

Perdebatan mengenai dasar negara kembali memanas
dalam sidang Konstituante pada 1956-1959, yang dibentuk
untuk merancang undang-undang dasar yang lebih permanen
setelah berlakunya UUD 1945 secara sementara. Kelompok
Islamis yang kuat di Konstituante mengusulkan agar Islam
dijadikan dasar negara, sementara kelompok nasionalis dan
sekuler menginginkan tetapnya Pancasila sebagai dasar negara.
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Debat ini berlarut-larut tanpa tercapainya konsensus. Pada

akhirnya, pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante

dan memberlakukan kembali UUD 1945. Meskipun Hukum

Islam tidak dijadikan dasar negara secara formal, Soekarno

dalam dekritnya juga mengakui bahwa Piagam Jakarta

menjiwai UUD 1945, sehingga aspirasi Islamis tetap diakui

secara simbolis. (Azmi, 1993)

3. Pengembangan Hukum Islam dalam Sistem Hukum
Nasional

Meskipun Hukum Islam tidak dijadikan dasar negara,
penerapannya dalam  sistem hukum Indonesia tetap
berkembang, terutama di ranah hukum keluarga, peradilan
agama, dan keuangan syariah. Beberapa undang-undang
penting yang memperkuat posisi Hukum Islam adalah sebagai
berikut:

a. Undang-Undang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Hukum Islam
mulai mendapatkan ruang lebih dalam sistem hukum
nasional melalui undang-undang ini. UU No. 7 Tahun 1989
memperkuat keberadaan Peradilan Agama yang sebelumnya
telah diakui dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU
No. 14 Tahun 1970). Peradilan Agama diberi kewenangan
untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan
perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, zakat, dan ekonomi
syariah bagi umat Islam.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada tahun 1991,
pemerintah Indonesia mengeluarkan Kompilasi Hukum
Islam yang berfungsi sebagai pedoman hukum bagi
peradilan agama di Indonesia. Kompilasi ini mencakup tiga
bagian utama: hukum perkawinan, kewarisan, dan
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perwakafan. KHI disusun berdasarkan figh klasik, namun
disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia.
Meskipun KHI bukanlah undang-undang, ia berperan
sebagai referensi penting bagi peradilan agama dalam
memutus perkara.

. Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun
2008) Perkembangan ckonomi syariah juga mendorong
penguatan Hukum Islam dalam ranah ekonomi. Pada tahun
2008, disahkan UU No. 21 tentang Perbankan Syariah yang
memberikan landasan hukum bagi praktik keuangan syariah
di Indonesia. Undang-undang ini mengatur operasional
bank-bank syariah dan memastikan bahwa prinsip-prinsip
syariah dipatuhi dalam aktivitas perbankan.

. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai elemen
infrastruktur ketatanegaraan, bukan sebagai institusi negara,
melainkan ~ organisasi  masyarakat  yang  bertugas
memberdayakan umat Islam. Fatwa MUI bukanlah hukum
negara yang bersifat mengikat atau memiliki sanksi yang
harus ditaati oleh seluruh rakyat. Fatwa ini hanya berlaku
bagi komunitas yang merasa terikat dengan MUI. TFatwa
sendiri, pada dasarnya, hanyalah pendapat atau pemikiran
ulama yang bisa diikuti atau diabaikan. Meski demikian,
beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI
menjadi  hukum positif setelah dilegitimasi melalui
peraturan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi
syariah, sehingga mengikat bagi para pelaku ekonomi. Sejak
berdiri pada 1975, MUI memainkan peran penting dalam
pengaturan berbagai aspek hukum Islam, terutama terkait
perbankan syariah, sertifikasi halal, dan pengelolaan zakat,
meskipun hukum Islam tidak diterapkan secara menyeluruh
di Indonesia. (Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, 2023)
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Tantangan dalam Integrasi Hukum Islam. Dalam
perjalanan evolusi penerapan Hukum Islam di Indonesia,
ada beberapa tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal
sinkronisasi antara hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila dengan aspirasi untuk mengakomodasi prinsip-
prinsip syariah. Beberapa tantangan ini meliputi:

Pluralisme Hukum. Sistem hukum Indonesia mengakui
pluralisme hukum, yaitu adanya Hukum Islam, hukum adat,
dan hukum nasional yang saling berdampingan. Hal ini
menimbulkan tantangan dalam penerapan Hukum Islam,
terutama ketika terjadi konflik antara ketiganya. Misalnya,
dalam kasus perkawinan beda agama, hukum nasional
mengatur secara berbeda dengan Hukum Islam, sehingga
menimbulkan polemik dalam penerapan di lapangan.
(Disantara, 2021)

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila
(RUU HIP) telah menjadi sorotan sejak diusulkan pada
2020, terutama karena dianggap tidak mendesak di masa
pandemi dan berpotensi membuka celah bagi kebangkitan
ideologi non-Pancasila, seperti Komunisme. Kritik datang
dari berbagai ormas keagamaan sepertt MUI, NU, dan
Muhammadiyah, yang menilai RUU ini mengabaikan TAP
MPRS 25/MPRS/1966 tentang larangan Komunisme, serta
menafsitkan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, yang
dianggap merusak kesatuan lima sila Pancasila. Dalam
diskusi Pusat Studi Hukum UII, M. Rusydan Annas dan
Anang Zubaidy menyoroti bahwa RUU HIP berpotensi
membatasi demokrasi dengan mendorong indoktrinasi
Pancasila sebagai tafsir tunggal pemerintah, sehingga
mengurangi kebebasan berekspresi dan menimbulkan
masalah dalam  hirarki hukum. Polemik ini juga
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mencerminkan adanya perdebatan terkait peran agama,
terutama Hukum Islam, dalam sistem hukum dan ideologi
negara. Jika disahkan, RUU HIP dikhawatitkan akan
membuat pemahaman Pancasila menjadi kaku serta
mempersempit ruang demokrasi di Indonesia. (humas,
2020)

Provinsi Aceh memiliki sejarah panjang dalam penerapan
syariat Islam, yang dimulai sejak masa Kerajaan Aceh di
bawah Sultan Iskandar Muda, yang mendukung peradilan
Islam dan penyebaran agama. Pada masa kolonial Belanda
dan Jepang, meskipun penerapan syariat formal sempat
memudar, ketaatan masyarakat terhadap hukum Islam tetap
tinggi. Setelah kemerdekaan, pemimpin Aceh, Daud
Beureueh, menuntut penerapan syariat Islam kepada
Presiden Sukarno, namun tuntutan ini tidak terpenuhi
hingga 1998, ketika pemerintah pusat mengesahkan UU
No. 44/1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UU No.
18/2001  tentang Otonomi Khusus bagi  Aceh.
Perkembangan penting pasca kesepakatan damai antara
pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
pada tahun 2005 semakin memperkuat posisi Aceh dalam
menerapkan syariat Islam secara formal. Otonomi khusus
yang diberikan kepada Aceh mencakup hak untuk
menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sosial dan
hukum. Dinas Syariat Islam dibentuk pada 2002 dan
berperan dalam mengelola implementasi hukum Islam di
provinsi ini. Beberapa qanun, seperti Qanun 7/2013
tentang hukum acara jinayat, Qanun 6/2014 tentang hukum
pidana, dan Qanun 11/2018 tentang Lembaga Keuangan
Syariah, mengatur berbagai aspek kehidupan di Aceh, mulai
dari hukum pidana hingga perbankan syariah. Pada 2022,
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Qanun LKS resmi diberlakukan, mewajibkan semua
lembaga keuangan di Aceh beroperasi berdasarkan prinsip
syariah, menjadikan Aceh satu-satunya provinsi di
Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara formal.
(Says, 2022)

Penerapan Hukum Islam di Indonesia pasca
kemerdekaan mengalami perkembangan yang dinamis, dengan
banyaknya perdebatan antara kubu nasionalis dan Islamis.
Meskipun Hukum Islam tidak dijadikan dasar negara,
keberadaannya tetap diakui dalam berbagai aspek kehidupan,
terutama melalui peradilan agama, kompilasi hukum Islam,
dan undang-undang perbankan syariah. Integrasi Hukum
Islam dengan sistem hukum nasional yang berbasis Pancasila
terus berkembang, meskipun menghadapi berbagai tantangan
dalam hal pluralisme hukum dan perbedaan ideologi.

E. Hukum Islam dalam Perundang-undangan Indonesia

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
merupakan upaya untuk mengharmoniskan prinsip-prinsip
hukum perkawinan di Indonesia dengan memperhitungkan
Hukum Islam, khususnya dalam hal pernikahan dan
perceraian. Meskipun UU ini mengatur pernikahan secara
umum, KHI berfungsi untuk memberikan pedoman yang
lebih spesifik bagi umat Muslim, memastikan bahwa
prinsip-prinsip syariah tetap diakomodasi dalam kerangka
hukum nasional. Penyesuaian ini penting untuk menjaga
keselarasan antara hukum negara dan hukum agama,
sekaligus melindungi hak-hak individu dan keluarga dalam
masyarakat yang pluralistik.

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang



158

Wakaf menyediakan kerangka hukum yang komprehensif
untuk pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Kedua
undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa
zakat dan wakaf dikelola dengan prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan sesuai dengan syariah. Pengaturan ini
mencerminkan usaha untuk mengintegrasikan prinsip-
prinsip Hukum Islam dalam kerangka hukum nasional,
serta memastikan bahwa manfaat zakat dan wakaf dapat
dirasakan secara efektif oleh masyarakat.

3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal merupakan implementasi prinsip-prinsip
Hukum Islam dalam regulasi produk di Indonesia. Dengan
membentuk BPJPH dan menetapkan prosedur sertifikasi
halal, UU JPH berfungsi untuk memberikan kepastian dan
perlindungan kepada konsumen Muslim serta memastikan
produk yang beredar di pasar memenuhi standar kehalalan.
Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif
juga mendukung implementasi Hukum Islam dalam
menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam
produk yang beredar.

F. Kesimpulan

Hukum Islam memiliki peran yang signifikan dalam
tata hukum Indonesia, memberikan kontribusi yang mendalam
baik dalam konteks historis maupun kontemporer. Sebagai
bagian dari warisan budaya dan nilai-nilai masyarakat
Indonesia yang mayoritas Muslim, Hukum Islam tidak hanya
memberikan landasan moral dan etika, tetapi juga berfungsi
sebagai sumber hukum yang relevan dalam berbagai aspek
kehidupan masyarakat.



159

Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia berfungsi
sebagai sumber inspirasi dan pembentuk kebijakan dalam
bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, kewarisan, zakat,
dan wakaf. Undang-undang yang mengatur hal-hal ini
mencerminkan integrasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem
hukum nasional, yang membantu menciptakan kerangka
hukum yang adil dan inklusif. Melalui sistem peradilan agama,
Hukum Islam juga memainkan peran penting dalam
penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hukum keluarga,
memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Namun, seiring dengan dinamika masyarakat yang
terus berubah, reformasi Hukum Islam menjadi penting untuk
menjaga relevansi dan efektivitasnya. Penyesuaian dan
harmonisasi prinsip-prinsip syariah dengan hukum nasional
dan globalisasi adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan bahwa Hukum Islam dapat berfungsi secara
optimal dalam konteks modern. Reformasi ini harus dilakukan
dengan mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah sambil
mengadaptasi hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
kontemporer.

Potensi Hukum Islam dalam memperkaya sistem
hukum nasional sangat besar. Dengan integrasi yang tepat,
Hukum Islam dapat memberikan kontribusi positif terhadap
pembentukan  dan  pengembangan  hukum  nasional,
memperkuat prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan tanggung
jawab sosial. Melalui proses reformasi yang inklusif dan
berkelanjutan, Hukum Islam dapat terus berfungsi sebagai
bagian integral dari tata hukum Indonesia, mendukung
kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan sistem hukum
yang lebih adil dan responsif terhadap tantangan zaman.
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